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Pembaca e-JHB yang setia, masalah kepailitan 
akan tetap menjadi diskusi sepanjang masa selama 
masih ada perusahaan yang salah urus dalam hal 
pengembalian utangnya. Permohonan utang di dunia 
usaha merupakan salah satu cara memperoleh dana 
segar untuk pengembangan bisnis. Sementara itu, dalam 
pengertian umum, pailit adalah suatu proses debitor atau 
peminjam uang tidak mampu lagi membayar kewajiban 
pembayaran. Keputusan pailit ini diputuskan oleh 
pengadilan niaga. Apa yang terjadi di banyak perusahaan 
besar pada tahun 2013 baik berupa tuntutan dari 
kreditor maupun yang diajukan sendiri oleh perusahaan 
merupakan persoalan yang memprihatinkan.

Pembaca e-JHB yang setia, sehubungan dengan 
itu redaksi menampilkan masalah Kepailitan: 
Implementasi dan Implikasinya menjadi bahasan 
utama dalam JHB Vol 33 No 1 tahun 2014. Seperti 
biasanya, artikel utama ditulis oleh para akademisi dan 
praktisi hukum. Ricardo Simanjuntak yang memberi 
perhatian terhadap debitor dalam artikelnya: “Exeptio 
Non Adimpleti Contractus sebagai Pembelaan Debitor 
terhadap Permohonan Kepailitan”. Menurutnya, dalil 
Exceptio non adimpleti contractus: “merupakan suatu dalil 
yang dapat digunakan untuk melakukan pembelaan 
terhadap debitor yang walaupun terbukti mengalami 
kegagalan dalam melakukan prestasinya, tetapi 
kegagalan tersebut tidak didasarkan oleh permasalahan 
finansial (inability to pay) yang dialaminya ataupun tidak 
didasarkan oleh ketidakmauannya (unwillingness to 
pay) untuk melunasi utangnya, melainkan lebih pada 
sisi keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan 
untuk menghindarkan debitor tersebut dari tindakan 
kesewenang-wenangan dari kreditor melalui politisasi 
Pasal 2 ayat (1) UUK no.37/2004”.

M. Hadi Shubhan menyoroti isu insolvency test dalam 
artikelnya: “Insolvency Test: Melindungi Perusahaan 
Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan 
Kepailitan”. Pada kesimpulannya ia menegaskan 
bahwa: “Instrumen Insolvency test dapat digunakan 
untuk memberikan perlindungan debitor yang memiliki 
solvabilitas yang baik dan beritikad baik. Pengaturan 
insolvency test dapat dimasukan dalam perubahan UU 
No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan 
memperhatikan kepentingan antara debitor dengan 
kreditor. Sepanjang belum ada perubahan terhadap UU 
No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hakim 
dapat memberikan perlindungan terhadap debitor yang 
solven dari penyalahgunaan instrumen kepailitan oleh 
kreditor yang beritikad buruk dengan menggunakan 
prinsip kepatutan, kewajaran, dan keadilan.”

Darminto Hartono membahas kepailitan dengan 
judul artikelnya: “Sebuah Refleksi Singkat UU RI No 
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau dari 

Aspek  “Common Pool” dan “Economics Analysis 
Of Law”. Ia meninjaunya dengan sudut pandang 
“economics analyisis of law”. Dengan menyajikan 
kasus-kasus dari PT Gemilang melawan  PT Sejahtera 
Bank Umum, dan PT  Telekomunikasi Selular 
melawan  PT Prima Jaya Informatika dengan jelas ia 
menunjukkan bahwa putusan pailit yang diputuskan 
oleh Pengadilan Niaga tingkat pertama tanpa 
mendasarkan pada aspek ekonomi .

Lain lagi A. Wangsawidjaja. Z., seorang praktisi hukum 
membahas kepailitan kaitannya dengan bank dengan 
artikelnya yang berjudul “ Permohonan Pernyataan Pailit 
oleh Bank terhadap Debitor”. Menurutnya, permohonan 
pailit yang dilakukan oleh bank terhadap debitornya 
merupakan salah satu tindakan hukum yang bersifat 
represif/kuratif dalam hal penyelesaian kredit macet. 
Lebih jauh dinyatakan bahwa berdasarkan peraturan 
perundangan dalam implementasinya, kurator tanpa 
persetujuan dari kreditor dapat menurunkan harga lelang; 
hakim pengawas berwenang  menyetujui permintaan 
kurator mengenai penebusan agunan; pencairan harta 
pailit dengan dengan cara penebusan oleh pemiliknya 
melalui syarat tertentu dapat dilakukan oleh kurator 
setelah mendapat izin dari hakim pengawas; dan apabila 
bank merasa dirugikan oleh kurator dapat meminta 
pertanggungan jawaban kurator dan/atau mengajukan 
surat keberatan.

Menyoroti masalah maskapai penerbangan, 
Rahayu Hartini dalam artikelnya: “Perlindungan 
Hukum Terhadap Penumpang Maskapai Penerbangan 
yang Dinyatakan Pailit” memberikan perhatian 
terhadap nasib konsumen. Kasus yang disorotinya 
adalah pemailitan PT Metro Batavia, perusahaan 
pengelola maskapai penerbangan Batavia Air. Majelis 
Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat mengabulkan 
permohonan perusahaan asal Amerika Serikat, 
International Lease Finance Corporation (ILFC), karena 
debitor tak mampu membayar sewa pesawat, biaya 
cadangan mesin, dan bunga. Kasus PT. Telkomsel dan 
PT Metro Batavia Air merupakan dua contoh kepailitan 
yang bersinggungan dengan kepentingan ribuan, 
bahkan jutaan konsumen. Ia menegaskan perlu ada 
revisi terhadap UU Kepailitan dengan memasukkan 
syarat insolvency test serta sinkronisasi/harmonisasi 
regulasi kepailitan dan konsumen.

Sebagai bahan yang mendukung pembahasan atas 
artikel-artikel yang disajikan, redaksi menyertakan 
UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 
Peraturan Mentri Keuangan  No 106/PMK.06/2013 
tentang Perubahan Peraturan Mentri Keuangan No 93/
PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Pembaca e-JHB yang setia, selamat membaca.
(wdr)
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Pembuktian Hukum kepailitan telah berkembang 
dalam berbagai macam jenisnya, dari yang sangat 
sederhana sampai yang kompleks, dari hal yang 
immoral ke manusiawi. Hingga kini, hukum kepailitan 
dapat diklafikasikan dalam bentuk: debt collection; 
debt for forgiveness; dan debt adjusment.1  Khusus terkait 
dengan kepailitan perusahaan, pergeseran menuju 
pada corporate rescue. Konsep ini merupakan bagian dari 
debt adjustment. Dalam konsep ini, likuidasi hanyalah 
merupakan opsi terakhir atau ultimum remedium.      

Konsep yang dianut dalam kepailitan korporasi 
adalah menyelamatkan bisnis yang telah terbangun 
dan masih prospektif daripada melikuidasi aset-
asetnya. Dengan konsep ini, perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan (financial distress) 
tidak langsung dilikuidasi, namun terlebih dulu 
direorganisasi, karena diyakini kreditor akan lebih 
terlindungi. Dengan konsep ini, pembaruan Undang-
Undang Kepailitan di banyak negara, mengarah pada 
sebuah proses yang diciptakan untuk memaksimalkan 
nilai on-going business dan mempertahankan 
keuntungan sosial yang diberikan oleh eksistensi 
bisnis, serta mempertahankan nilai yang dimiliki oleh 
kreditor. Perkembangan hukum kepailitan perusahaan 
lebih mengedepankan corporate rescue, dibandingkan 
dengan melikuidasi aset-aset debitor.

Keberhasilan konsep itu, antara lain ditunjukkan oleh 
penerapan Chapter 11 US Bankruptcy Code, yang mencapai 
angka 86%.2  Penerapan Chapter 11 US Bankruptcy Code 
ini, bahkan menjadi inspirasi beberapa negara dalam 
melakukan pembaruan Undang-Undang Kepailitan 
mereka. Misalnya Jepang, dalam Civil Rehabilitation Law 
yang efektif berlaku pada 2000 diakomodasi sistem 
Debtor in Possession dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code 
Amerika Serikat. Safeguard procedure dalam Undang-
Undang Kepailitan Perancis juga terinspirasi oleh proses 
reorganisasi dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code. 
Demikian pula pembaruan Undang-Undang Kepailitan 
perusahaan di negara-negara Eropa lainnya mengambil 
model yang mirip dengan Debtor in Possession dalam 
Chapter 11 US Bankruptcy Code.

Dengan menyelamatkan perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan, hukum kepailitan 
tidak hanya melindungi kepentingan kreditor dan 
debitor, tetapi juga kepentingan para pihak yang terkait 
dengan kreditor dan debitor atau pihak stakeholders. 
Perlindungan terhadap stakeholders mempunyai 
suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan 
sedemikian rupa agar hak dan kepentingan stakeholders 
dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu 

kegiatan bisnis. Hal ini perlu dilakukan karena berbagai 
pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi 
keputusan dan tindakan bisnis. Kreditor mempunyai 
stakeholders yang tidak berbeda dengan debitor. Jika 
kreditor  mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih, 
maka kreditor dapat pula pailit. Namun, perlindungan 
terhadap kepentingan kreditor dan stakeholdersnya 
tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor 
dan para stakeholders debitor yang bersangkutan.

Konsep corporate rescue itu tampaknya bertolak 
belakang dengan pembaruan hukum kepailitan di 
Indonesia, yang lebih mengarah kepada likuidasi aset-
aset debitor dibandingkan dengan menyelamatkan 
usaha debitor yang mengalami kesulitan keuangan. 
Ini dapat dilihat baik dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004, yang lebih mengedepankan 
debt collection daripada corporate rescue. 

Selain itu, secara lebih substantif, Undang-Undang 
Kepailitan Indonesia belum dilandasi dengan filosofi 
yang seharusnya ada dalam suatu Undang-Undang 
Kepailitan. Filosofi Undang-Undang Kepailitan 
adalah debitor yang mempunyai utang lebih besar 
daripada hartanya, sehingga hartanya harus dibagi 
secara proporsional kepada para kreditor, lebih baik 
dinyatakan pailit. Dengan filosofi ini, seharusnya syarat 
debitor dinyatakan pailit adalah bila ia dalam keadaan 
insolven (aset debitor lebih kecil dibandingkan dengan 
utangnya), tidak cukup bila debitor berhenti atau 
tidak membayar utang-utangnya (not paying debts). 
Bila debitor asetnya lebih besar dari utangnya, maka 
seharusnya penyelesaian utang piutang tersebut 
dilakukan melalui gugatan perdata biasa. 

Selain itu, ketentuan penundaan kewajiban 
pembayaran utang dalam Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 belum menjamin debitor yang beriktikad 
baik untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya, 
karena bila perdamaian tidak mencapai kesepakatan 
atau tidak dapat dilaksanakan, akan berujung kepada 
kepailitan. Jangka waktu penundaan kewajiban 
pembayaran utang relatif singkat untuk dapat mencapai 
perdamaian, proses perdamaian ditentukan oleh 
kreditor, dan ada peluang untuk melakukan pembatalan 
terhadap putusan perdamaian yang telah disahkan oleh 
Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, undang-undang 
kepailitan ini terbukti tidak dapat menyelesaikan 
persoalan utang-piutang dengan baik, bahkan banyak 
menimbulkan masalah yang lain. Kepentingan kreditor 
pun tidak terlindungi dari proses likuidasi atau pada 
saat pemberesan harta pailit oleh Kurator. (SA) 

CORPORATE RESCUE UNTUK KEPAILITAN PERUSAHAAN

1	 Eric Brunsstad, “Bankruptcy and Problems of Economic Futility on the Unique Role of Bankruptcy Law,” The Business Lawyer, 
Vol. 55, February, 2000.  

2	 Nico Dewaelheyns  et.al., Filtering Speed in a Continental European Reorganization Procedure, Faculty of Business and Economics, 
Belgium, Buletin, Oktober 2007.
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ARTIKEL UTAMA 

M. HADI SHUBHAN

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
hadi_unair@yahoo.com

INSOLVENCY TEST : MELINDUNGI PERUSAHAAN 
SOLVEN YANG BERITIKAD BAIK  DARI 

PENYALAHGUNAAN KEPAILITAN

Indonesian law and economy were 
shaken when a few large solvent 
companies were sentenced bankrupt in 
the district court. Some of these companies 
could ultimately be saved but some was 
bankrupted. It is difficult for the judges 
to make decisions that do not harm the 
debtor or any creditor. Insolvency test 
can be used as a legal instrument to 
protect  a solvent debtor who has good 
faith from abuse of bankruptcy petition  
by creditors who act in bad faith. This 
insolvency test can be proposed in the 
upcoming bankruptcy law amendment. 
Application of insolvency test is not 
placed outside the bankruptcy petition 
court hearing, but remained in the 
bankruptcy petition process. Insolvency 
test can be applied by the judge based on 
a convincing evidence such as financial 
statement made by the Registered 
Public Accountant. A debtor who acts 
in bad faith in the payment of debt 
obligations to creditors is party who 
cannot appropriately enjoy protection to 
avoid bankruptcy through instrument of 
insolvency test,  even though the debtor 
has good solvency.  Under Law. No. 37  
of  2004 on Bankruptcy and Suspension 
of Obligation Payment of Debts,  
actually, judge may consider the debtor 
‘s solvency acting in  good faith to reject 
the bankruptcy petition upon the debtor,  
based on Article 8 section (6 ) clause a

Keywords: Solvency, bankruptcy, 
good faith, debtors, creditors

Dunia hukum dan ekonomi Indonesia 
terguncang saat terjadi pemailitan beberapa 
perusahaan besar yang solven di pengadilan 
negeri. Beberapa perusahaan tersebut akhirnya 
dapat terselamatkan tetapi ada juga yang tetapi 
dipailitkan. Sangat sukar bagi hakim untuk 
mengambil keputusan agar tidak merugikan 
debitor atau pun kreditor. Insolvency test dapat 
dijadikan instrumen hukum untuk melindungi 
debitor yang solven serta beritikad baik dari 
penyalahgunaan kepailitan oleh kreditor yang 
beritikad buruk. Tes ini dapat dimasukkan ke 
dalam perubahan UU Kepailitan mendatang. 
Penerapan insolvency test tidak ditempatkan 
di luar persidangan permohonan kepailitan 
melainkan tetap dalam sidang permohonan 
kepailitan tersebut. Insolvency test dapat 
diterapkan oleh hakim pemutus dengan 
mendasarkan pada bukti yang meyakinkan 
seperti laporan keuangan yang dibuat oleh 
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang teregistrasi. 
Terhadap debitor yang beritikad buruk dalam 
pembayaran kewajiban utangnya kepada 
kreditor tidak patut mendapat perlindungan 
untuk terhindar dari kepailitan dengan 
instrumen insolvency test tersebut, meskipun 
debitor tersebut memiliki solvabilitas yang baik. 
Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan PKPU sebenarnya telah ditaur agar hakim 
dapat mempertimbangkan solvabilitas debitor 
yang beritikad baik untuk menolak permohonan 
kepailitan terhadap debitor tersebut, yaitu dengan 
mendasarkan pada Pasal 8 ayat (6) huruf a. 

Kata Kunci : Solvabilitas, kepailitan, itikad 
baik, debitor, kreditor.
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Hakim yang memutus pailit perusahaan-
perusahan yang solven tersebut tidak 
sepenuhnya dapat disalahkan, meskipun 
tidak juga dapat dikatakan benar seluruhnya. 
Dikatakan tidak dapat disalahkan  karena 
hakim masih berpedoman pada syarat yang 
ditentukan oleh Undang-Undang  Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya 
cukup disebut sebagai UU Kepailitan). Dalam 
Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan secara expressis 
verbis ditentukan bahwa syarat materiil suatu 
permohonan pailit itu ada dua, yaitu, pertama, 
adanya utang yang tidak tidak dibayar lunas 
yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih, 
dan kedua, adanya minimal dua kreditor. 

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut tidak 
mensyaratkan kondisi atau hal lain selain dua 
hal tersebut, termasuk tidak mensyaratkan 
solvabilitas debitor. Ini berarti bahwa apabila 
hakim hanya menggunakan parameter dua 
hal tersebut, maka tidak dapat disalahkan 
dan bahkan telah melaksanakan ketentuan 
undang-undang. Dan bahkan dalam pasal 
8 ayat (4) UU Kepailitan mengharuskan 
hakim untuk mengabulkan pernohonan pailit 
tersebut.

Namun, penerapan Pasal 2 ayat (1) UU 
Kepailitan secara kaku untuk semua keadaan. 
Hal ini dapat menimbulkan masalah baru 
yang lebih kompleks serta menciptakan 
suatu ketidakadilan untuk kasus tertentu, 
seperti dalam kasus-kasus kepailitan terhadap 
debitor yang sangat solven dalam kasus 
kepailitan yang disebut sebelumnya. Di sinilah 
perlunya pembatasan untuk kasus tertentu. 
Oleh karena itu, solvabilitas perusahaan 
harus dipertimbangkan oleh hakim yang 
memutus permohonan pailit. Pertimbangan 
solvabilitas ini dapat dilihat atau diukur 
melalui insolvency test. Namun, pertimbangan 
solvabilitas juga jangan malah menjadi tirani 
untuk menghambat kepailitan debitor yang 
jelas-jelas beritikad buruk.

TUJUAN KEPAILITAN

Secara harfiah, nomenklatur pailit ditujukan 
pada suatu keadaan dimana debitor dalam 
keadaan tidak memiliki kemampuan secara 
financial untuk melakukan pembayaran 
terhadap utang-utangnya yang telah jatuh 

PENDAHULUAN

Dunia hukum di Indonesia, khususnya 
dunia peradilan kepailitan digemparkan 
dengan vonis Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
memailitkan PT Telekomunikasi Seluler.1 
Sebelum kasus PT Telkomsel, hal serupa 
juga sudah beberapa kali terjadi, misalnya 
kepailitan yang menimpa PT. Asuransi Jiwa 
Manulife2  dan PT. Prudensial Life Assurance.3 
Meskipun pada akhirnya kepailitan PT 
Telkomsel, Asuransi Manulife, dan Asuransi 
Prudential dibatalkan oleh Mahkamah Agung 
pada tingkat kasasi, tapi kasus seperti ini 
akan menimbulkan kegamangan perusahaan 
yang soven di masa mendatang dari ancaman 
kepailitan.

Masih beruntung perusahaan-perusahaan 
tersebut terselamatkan dari jurang kepailitan; 
perusahaan-perusahaan besar lainnya tidak 
sebaik nasib perusahaan tersebut. Perusahaan 
seperti  PT Dewata Royal Internasional4  
(perusahaan yang mengelola Hotel Aston Bali) 
dan PT Dwimas Andalan Bali5  (perusahaan 
yang mengelola hotel Bali Kuta Residence) 
bertekuk lutut di hadapan vonis kepailitan 
meskipun kedua perusahaan tersebut sukses 
mengelola hotel besar di Bali dengan hunian 
di atas sembilan puluh persen. 

1	 PT. Telekomunikasi Seluler diputus pailit oleh Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor: 
48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 September 
2012. Putusan Pailit PT. Telekomunikasi Seluler ini dibatalkan 
oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 704 K/Pdt.
Sus/2012 tanggal 21 November 2012.

2	 PT. Asuransi Jiwa Manulife diputus pailit oleh Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 
10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2002. Putusan 
Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife ini dibatalkan oleh Mahkamah 
Agung dalam Putusan Nomor 021 K/N/2002.

3	 PT. Prudensial Life Assurance diputus pailit oleh Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor 
13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 April 2004. Pu-
tusan Pailit PT. Prudensial Life Assurance ini dibatalkan oleh 
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 8K/N/2004 tanggal 
7 Juni 2004

4	 PT Dewata Royal Internasional diputus PKPU oleh Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya putusan Nomor No-
mor 04/PKPU/2009/P.N.Niaga Sby  tanggal 1 Oktober 2009. 
Kemudian pada tanggal 10 November 2009 dinyatakan pailit.

5	 PT. Dwimas Andalan Bali diputus pailit oleh Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Surabaya putusan Nomor No.20/PAIL-
IT/2011/PN.NIAGA.Sby, tanggal 11 Agustus 2011. Putusan 
Pailit PT. Dwimas Andalan Bali ini dikuatkan  oleh Mahkamah 
Agung dalam Putusan No. 692 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 
Desember 2011.
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tempo. Henry Campbell Black dalam Black’s 
Law Dictionarynya mendefinisikan pailit 
sebagai “the state or condition of one who is 
unable to pay his debts as they are, or become, 
due.”6 Debitor, yang memiliki utang dan 
sudah pada waktunya untuk membayar 
tetapi karena kondisi keuangan tidak 
memungkinkan, berada dalam keadaan tidak 
mampu membayar. Ketidakmampuan debitor 
membayar inilah yang dapat disebut sebagai 
dalam keadaan pailit. Dalam keadaan tidak 
mampu membayar inilah hukum menentukan 
bahwa semua harta kekayaan debitor demi 
hukum menjadi jaminan untuk pelunasan 
utang-utang debitor kepada para kreditornya. 
Ketentuan yang demikian ini dinormakan 
dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Dalam pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan 
bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 
baik yang sudah ada maupun maupun yang 
baru akan ada dikemudian hari, menjadi 
tanggungan untuk segala perikatannya 
perseorangan”. Ketentuan dalam Pasal 1131 
KUHPerdata ini merupakan penormaan dari 
prinsip paritas creditorium. Untuk menjalankan 
ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata ini, harus 
dapat dipastikan bahwa semua kreditor 
berkedudukan sebagai pihak yang berhak 
untuk dilunasi tanpa ada yang dikecualikan.

Prinsip dalam pasal 1131 KUHPerdata 
ini menjadi tidak dapat diimplementasikan 
jika terdapat kondisi harta kekayaan debitor 
lebih sedikit dari jumlah utang yang harus 
dibayarnya, sementara  para kreditor saling 
mendahului untuk menagih baik dengan cara 
yang sah menurut hukum maupun yang tidak 
sah menurut hukum. Jika sebagian kreditor 
saling mendahului untuk memperoleh 
pelunasan piutangnya sementara harta 
debitor lebih kecil dibanding dengan 
utangnya, maka kreditor yang lebih awal yang 
akan mendapatkan pelunasan piutangnya. 
Sementara itu, kreditor yang selanjutnya 
berkemungkinan tidak memperoleh bagian 
sedikitpun karena harta kreditor telah habis 
untuk melunasi kreditor yang lebih awal 
tersebut. Kondisi yang saling mendahului 
ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan 
bagi kreditor yang tidak mendapatkan bagian 

apapun atas pelunasan piutangnya tersebut, 
padahal Psal 1131 KUHPerdata secara tegas 
sudah menjamin demi hukum pelunasan 
piutang kreditor dengan segenap harta 
kekayaan debitor. 

Dari  s ini lah ketentuan kepai l i tan 
merupakan aturan yang mempunyai tujuan 
untuk melakukan pembagian harta debitor 
kepada para kreditornya dengan melakukan 
sita umum terhadap seluruh harta debitor 
yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor 
sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan 
kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih 
lanjut dari ketentuan Pasal 1131 juncto 1132 
KUHPerdata. Ketentuan ini merupakan 
realisasi dari prinsip paritas creditorium dan 
prinsip pari passu prorata parte. 

Menurut Kartini Muljadi, dalam hal seorang 
debitor hanya mempunyai satu kreditor 
dan debitor tidak membayar utangnya 
secara sukarela, kreditor akan menggugat 
debitor secara perdata ke pengadilan negeri 
yang berwenang dan seluruh harta debitor 
menjadi sumber pelunasan utangnya kepada 
kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta 
debitor dipakai untuk membayar kreditor 
tersebut. Dalam hal debitor mempunyai 
banyak kreditor dan harta kekayaan debitor 
tidak cukup untuk membayar lunas semua 
kreditor, maka para kreditor akan berlomba 
dengan segala cara, baik yang halal maupun 
tidak halal, untuk mendapatkan pelunasan 
tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang 
datang belakangan sudah tidak dapat lagi 
pembayaran karena harta debitor sudah habis. 
Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. 
Berdasarkan alasan tersebut, timbullah 
lembaga kepailitan yang mengatur tatacara 
yang adil mengenai pembayaran tagihan-
tagihan para kreditor, dengan berpedoman 
pada KUHPerdata Pasal 1131 sampai dengan 
Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam 
UUK sendiri.7

Fred B.G. Tumbuan juga menyatakan hal 
yang sama: 
The rule of concursus creditorium, that is, that credi-
tors have to act concurrently flows from the principle 
laid down in article 1132 j.o. article 1331 ICC that 
all the property, personal as well as real, of the debtor 

6	 Henry Campbell Black , Black’s Law Dictionary, St. Paul Min-
nesota: West Publishing Co., 1979: 134.

7	 Kartini Muljadi, ”Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum 
Kepailitan”, Makalah, Jakarta,  2000: 1-2.
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constitute the common security for his creditor. The 
proceeds of a foreclosure sale of paid property shall 
be distributed among the debtors creditors pari passu 
pro rata parte, with the exception of creditors who 
by law are preferred. To ensure that his principle of 
equality of creditors is strictly observed, the decla-
ration of bankruptcy brings in its wake a general 
attachment encompassing all the property of the 
debtor in the interest of his creditors. The purpose 
of the declaration of bankruptcy is to prevent that 
individual creditors would institute separate attach-
ments and foreclosures and where so necessary to 
terminate attachments and/ or foreclousures which 
has been commenced (article 32 bankruptcy law). 
Thus the purpose of bankruptcy is the distribution of 
the proceeds of the sale of debtor’s property among all 
his creditors with due observance of their respective 
rights in accordance with prevailing laws.8

Sri Rejeki Hartono mengungkapkan 
mengenai filosofi lembaga kepailitan ini, 
yakni :

Basically bankruptcy constitutes an institution 
that offers a solution against any party whenever a 
debitor in a certain condition stops payment or is 
unable to pay. The bankruptcy institution prevents 
from or avoids the two following things, both of 
which are unjust actions which can disadvantage 
all parties. The two things are (1) to avoid mass 
execution by debitor or creditor, (2) to prevent 
from accurance of dishonesty by the debtor.9 Lebih 
lanjut Hartono menyatakan bahwa kedua 
kemungkinan tersebut di atas apabila terjadi 
sangat merugikan banyak pihak antara lain : 
(1) kreditor yang tidak ikut melakukan unlawful 
execution, (2) debitor yang tidak mampu 
melawan eksekusi yang tidak sah sehingga 
tidak adil, (3) pihak ketiga yang beritikad baik, 
(4) kreditor yang beritikad baik.10

Lembaga kepailitan merupakan pengaturan 
lebih lanjut dari apa yang diatur dalam 
Pasal 1131 j.o. 1132 KUHPerdata mengenai 
prinsip paritas creditorium dan prinsip pari 
passu prorata parte. Pasal 1131 KUHPerdata 
menyatakan bahwa :“Segala kebendaan si 

berutang, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 
maupun yang baru akan ada dikemudian 
hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatannya perseorangan”. Rumusan Pasal 
1131 KUHPerdata tersebut menunjukkan 
bahwa setiap tindakan yang dilakukan 
oleh subjek hukum dalam lapangan hukum 
keperdataan khususnya bidang hukum 
harta kekayaan selalu akan membawa akibat 
terhadap harta kekayaannya, baik yang 
bersifat menambah jumlah harta kekayaannya 
(istilah akuntansinya disebut kredit), maupun 
yang nantinya akan mengurangi jumlah harta 
kekayaannya (istilah akuntansinya disebut 
debit). Dengan demikian, harta kekayaan 
yang dimiliki oleh subjek hukum akan selalu 
berada dalam keadaan yang dinamis dan 
selalu berubah-ubah dari masa ke masa. 
Dengan demikian, setiap perjanjian yang 
dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat 
mengakibatkan harta kekayaan subjek hukum 
bertambah atau berkurang.

Akan tetapi, jika ternyata dalam hubungan 
hukum harta kekayaan tersebut, subjek 
hukum memiliki lebih dari satu kewajiban 
yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu 
subjek hukum yang berhak atas pemenuhan 
kewajiban tersebut, maka akan berlaku 
ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Ketentuan 
tersebut menyatakan bahwa ”Kebendaan 
tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 
semua orang yang mengutangkan padanya; 
pendapatan penjualan benda-benda itu 
dibagi-bagi menurut keseimbangannya, 
yaitu, menurut besar kecilnya piutang 
masing-masing, kecuali apabila diantara para 
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah 
untuk didahulukan.” Pasal 1132 KUHPerdata 
ini merupakan penormaan dari prinsip pari 
passu pro rata parte. 

Dalam konteks Pasal 1132 KUHPerdata 
tersebut, setiap pihak sebagai yang berhak atas 
pemenuhan perikatan dari harta kekayaan 
pihak yang berkewajiban (debitor) secara :
1.	 pari passu, yaitu, secara bersama-sama mem-

peroleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan;
2.	 prorata parte, yaitu proporsional yang dihi-

tung berdasarkan pada besarnya piutang 
masing-masing dibandingkan terhadap piu-
tang mereka secara keseluruhan, terhadap 
harta kekayaan debitor tersebut.  

8	 Fred BG Tumbuan, “Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan 
Nomor 14 K/N/2004 j.o. Nomor 18/ Pailit/ 2004/P. Niaga/
Jakarta Pusat”, dalam Valerie Selvie Sinaga, Analisa Putusan 
Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta, Jakarta: FH UNIKA 
Atmajaya, 2005: 5.

9	 Sri Rejeki Hartono, “Civil Laws as Foundation For Modern 
Laws on Bankruptcy”, Makalah, Jakarta, 1999: 6.

10	 Ibid.
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Berdasarkan asas umum paritas creditorium 
dan pari passu prorata parte yang terkandung 
dalam kedua pasal itu, aturan kepailitan 
merupakan ketentuan lebih lanjut dan teknis 
serta lebih operasional.  Hartono menyatakan 
bahwa lembaga kepailitan pada dasarnya 
mempunyai dua fungsi :
The bankruptcy institution has got two functions 
together, namely : Firstly, bankruptcy as institution 
providing guarantee that debitor shall never 
perform dishonestly, and shall be responsible to all 
creditors. Secondly, bankruptcy as institution also 
provides creditors with protection against possible 
mass execution by creditor. Therefore, the presence 
of ordinance bankruptcy as both an institution 
and specific legal pursuits constitutes a series of 
concept which consistenly comply with ordinance 
as stipulated in articles 1131 and 1132 of the civil 
laws book.11

Untuk menghindari perebutan harta 
baik perebutan yang sesuai  dengan 
hukum maupun yang melawan hukum, 
terhadap harta kekayaan debitor perlu 
dilakukan ‘pembekuan’ aset (sita umum) 
sehingga berhenti ditransaksikan. Bentuk 
‘pembekuan’aset tersebut dilakukan dengan 
instrumen kepailitan. Dengan dinyatakan 
pailit terhadap debitor, seluruh harta kekayaan 
debitor dalam keadaan sita umum (public 
attachment/gerechtelijke beslag). Pasal 1 Ayat (1) 
UUK menyatakan bahwa “Kepailitan adalah 
sita umum atas semua kekayaan Debitor 
Pailit yang pengurusan dan pemberesannya 
dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 
Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini”. 

Pasal 1 ayat (1) UUK ini menegaskan pada 
tujuan kepailitan adalah untuk sita umum atas 
harta debitor pailit dalam rangka mengamankan 
harta debitor tersebut dari perebutan atau 
saling-mendahului yang dilakukan oleh para 
kreditornya. Dengan dinyatakannya harta 
debitor dalam sitaan umum, segala bentuk 
upaya baik yang sah maupun yang tidak sah 
atas harta kekayaan debitor harus dihentikan 
dan bahkan sita yang sudah ada sebelum 
adanya putusan pailit pun harus diangkat. 
Filosofi ini menunjukkan bahwa kepentingan 
dari para debitor harus dilindungi terhadap 
upaya-upaya yang dapat merugikan para 
kreditor tersebut secara paritas. 

Terjadinya sita umum tersebut adalah demi 
hukum ketika putusan pailit terhadap debitor 
tersebut dijatuhkan, sehingga tidak diperlukan 
lagi suatu upaya untuk menjalankan sita 
umum tersebut melainkan sudah menurut 
hukum telah terjadi sitaan umum (public 
attachment) atas semua harta kekayaan debitor 
pailit tersebut.

SYARAT 2+1 DALAM KEPAILITAN

Syarat permohonan pailit adalah 2+1. 
Artinya, bahwa syarat materiil permohonan 
pailit adalah harus memenuhi dua syarat, 
yaitu, pertama debitor memiliki satu utang 
yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 
yang utang mana tidak dibayar lunas. 
Kedua, debitor memiliki paling sedikit 2 
(dua) kreditor. Sementara itu, plus satunya 
adalah syarat materiil tersebut harus dapat 
dibuktikan secara sederhana. 

Syarat  permohonan pail i t  2+1 ini 
dicantumkan secara expressis verbis dalam 
Pasal 2 ayat (1) j.o. Pasal 8 ayat (4) UU 
Kepailitan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan 
bahwa “debitor yang mempunyai dua 
atau lebih kreditor dan tidak membayar 
lunas sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan 
pailit dengan putusan Pengadilan, baik 
atas permohonannya sendiri maupun atas 
permohonan satu atau lebih kreditornya”. 
Sementara itu, Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan 
menyatakan bahwa “permohonan pernyataan 
pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta 
atau keadaan yang terbukti secara sederhana 
bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) telah dipenuhi”.

Dengan demikian, pemohonan pailit harus 
dan hanya membuktikan 2+1 tersebut. Yang 
dimaksud harus membuktikan syarat 2+1 ini 
adalah bahwa pemohon pailit harus mampu 
membuktikan bahwa debitor memiliki satu 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih, tidak dibayar lunas, dan memiliki 
paling sedikit 2 (dua) kreditor, serta dapat 
dibuktikan secara sederhana. Sementara itu, 
yang dimaksud hanya dan tidak dibebani atau 
disyaratkan adalah hal lain selain2+1 ini.

Persyaratan pailit permohonan yang harus 
dan hanya membuktikan 2+1 ini memiliki 11	 Ibid: 7
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kelebihan sekaligus kekurangan. Manfaat dari 
syarat harus dan hanya 2+1 ini adalah bahwa 
instrumen kepailitan diharapkan memberikan 
jalan keluar yang pasti dan adil terhadap 
penyelesaian utang-utang debitor terhadap 
para kreditor. Dengan mensyaratkan hanya 
2+1, permohonan pailit ini menjadi mudah 
dan sederhana dan tidak kompleks apalagi 
berbelit-belit. Manfaat ini akan sangat terasa 
terhadap debitor yang memang secara tata 
kelola sedang mengalami financial dissterss 
(tekanan keuangan) yang mau tidak mau harus 
menyelesaikan persoalannya dan kepailitan 
adalah instrumen yang tepat. Dengan syarat 
2+1 ini, permohonan pailit akan mudah dan 
cepat tanpa harus mensyaratkan hal lain.

Pada dasarnya kebangkrutan adalah 
kesulitan keuangan yang sangat parah 
sehingga perusahaan tidak mampu untuk 
menjalankan operasi perusahaan dengan 
baik; sedangkan kesulitan keuangan (financial 
distress) adalah kesulitan keuangan atau 
likuiditas yang mungkin sebagai awal 
kebangkrutan. Kesulitan keuangan suatu 
perusahaan dapat terjadi bermacam-macam 
tipe. Dalam teori keuangan perusahaan yang 
lazim dikenal pada managemen keuangan 
membedakan kesulitan keuangan perusahaan 
menjadi:12

1.	 Economic Failure, yang berarti bahwa 
pendapatan perusahaan tidak dapat 
menutup biaya total, termasuk biaya modal. 
Usaha yang mengalami economic failure dapat 
meneruskan operasinya sepanjang kreditor 
berkeinginan untuk menyediakan tambahan 
modal dan pemilik dapat menerima tingkat 
pengembalian (return) di bawah tingkat 
bunga pasar.

2.	 Business Failure. Istilah ini digunakan oleh Dun 
& Bradstreet yang merupakan penyusun utama 
failure statistic, untuk mendefinisikan usaha 
yang menghentikan operasinya dengan akibat 
kerugian bagi kreditor. Dengan demikian suatu 
usaha dapat diklasifikasikan sebagai gagal 
meskipun tidak melalui kebangkrutan secara 
normal. Juga suatu usaha dapat menghentikan/
menutup usahanya tetapi tidak dianggap 
sebagai gagal;

3.	 Technical insolvency. Sebuah perusahaan 
dapat dinilai bangkrut apabila tidak 
memenuhi kewajibannya yang jatuh 
tempo. Technical insolvency ini mungkin 
menunjukkan kekurangan likuiditas yang 
sifatnya sementara dimana pada suatu 
waktu perusahaan dapat mengumpulkan 
uang untuk memenuhi kewajibannya dan 
tetap hidup. Di lain pihak apabila technical 
insolvency ini merupakan gejala awal dari 
economic failure, maka hal ini merupakan 
tanda ke arah bencana keuangan (financial 
disaster).

4.	 Insolvency in bankruptcy. Sebuah perusahaan 
dikatakan insolvency bankruptcy apabila nilai 
buku dari total kewajiban melebihi nilai 
pasar dari aset perusahaan. Hal ini merupa-
kan suatu keadaan yang lebih serius bila 
dibandingkan dengan technical insolvency, 
sebab pada umumnya hal ini merupakan 
pertanda dari economic failure yang meng-
arah ke likuidasi suatu usaha. 

5.	 Legal Bankruptcy. Kepailitan ini adalah 
putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh 
pengadilan sesuai dengan undang-undang 
kerana mengalami tahapan-tahapan kesulitan 
keuangan tersebut di atas.
Manfaat lain dari syarat 2+1 adalah akan 

sangat bermanfaat terhadap debitor yang 
beritikad buruk yang secara jelas ingin lari dari 
tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban 
membayar utang-utangnya. Dengan syarat 
yang hanya 2+1 ini, kreditor yang memiliki 
piutang terhadap debitor yang beritikad 
buruk ini akan dengan mudah mendapatkan 
penyelesaian tagihannya dengan  cara 
memohonkan pailit terhadap debitor. Kreditor 
dalam posisi selaku pemohonan tidak perlu 
berkepanjangan dan berbelit-belit dalam 
memohonkan pailit terhadap debitornya. 

Kepailitan dalam hal ini merupakan 
penormaan dari prinsip debt pooling. Debt 
collection principle (prinsip debt collection) 
mempunyai makna sebagai konsep pembalasan 
dari kreditor terhadap debitor pailit dengan 
menagih klaimnya terhadap debitor atau 
harta debitor.  Pada jaman dulu, prinsip debt 
collection dimanifestasikan dalam bentuk 
perbudakan, pemotongan sebagian tubuh 
debitor (mutilation), dan bahkan pencincangan 

12	 Bank Indonesia, Penerapan Z-score Untuk Memprediksi Kesuli-
tan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia, Jakarta: 
BI, 1999: 6-7
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tubuh debitor (dismemberment). Sementara itu, 
pada hukum kepailitan modern prinsip ini 
dimanifestasikan dalam bentuk antara lain 
likuidasi aset.13 Tri Hernowo menyatakan 
bahwa kepailitan dapat digunakan sebagai 
mekanisme pemaksaan dan pemerasan.14  
Lebih lanjut Emmy Yuhassarie menyatakan 
bahwa hukum kepailitan dibutuhkan sebagai 
alat collective proceeding. Artinya, tanpa adanya 
hukum kepailitan masing-masing kreditor 
akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri 
mengklaim aset debitor untuk kepentingan 
masing-masing. Oleh karena itu, hukum 
kepailitan mengatasi collective action problem 
yang ditimbulkan dari kepentingan individu 
dari masing-masing kreditor. Adanya hukum 
kepailitan dapat memberikan mekanisme 
di mana para kreditor dapat bersama-sama 
menentukan apakah sebaiknya perusahaan 
debitor diteruskan kelangsungan usaha atau 
tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas 
mengikuti skim karena adanya prosedur 
pemungutan suara.15   

Namun, syarat yang harus dan hanya 2+1 
juga memiliki mudharat/kerugian terutama 
terhadap debitor perusahaan atau perorangan  
yang memiliki solvabilitas yang baik (solven) 
ditambah dengan adanya itikad buruk 
dari kreditor atau pihak lain. Debitor yang 
memiliki solvabilitas yang baik akan repot 
menghadapi permohonan kepailitan terhadap 
dirinya jika persyaratan keada pailitan hanya 
sesederhana 2+1 ini. Dalam beberapa kasus, 
tidak membayarnya debitor bukan karena 
debitor beritikad buruk melainkan justru 
sebaliknya karena kreditorlah yang beritikad 
buruk. Dalam kasus seperti ini, perusahaan 
yang solven berada dalam ancaman kepailitan 
yang seharusnya tidak ditujukan kepadanya. 

INSOLVENCY TEST

	 Syarat permohonan pailit dalam 
sistem hukum di Indonesia hanya mencakup 
2+1 tersebut di atas. Permohonan hanya 

disyaratkan adanya utang yang telah jatuh 
tempo dan dapat ditagih, tidak dibayar lunas 
serta adanya minimal dua kreditor. Kedua 
syarat tersebut harus dapat dibuktikan 
secara sederhana. Syarat memailitkan yang 
sangat minimalis ini disamping mengandung 
manfaat juga mendatangkan bahaya terutama 
bahaya terhadap debitor solven yang beritikad 
baik.

Salah satu disadvantage/madharat dari 
kemudahan atau minimalisnya persyaratan 
permohonan pai l i t  tersebut  adalah 
mengancam terhadap debitor yang memiliki 
solvabilitas yang baik serta beritikad baik, 
namun menghadapi sengketa keperdataan 
dengan kreditor. Dengan demikian diperlukan 
perlindungan hukum terhadap debitor baik 
perorangan maupun badan hukum. 

Salah satu bentuk perlindungan hukum 
terhadap debitor yang memiliki solvabilitas 
baik serta beritikad baik adalah menerapkan 
insolvency test sebelum atau pada saat 
diperiksa permohonan kepailitan. Insolvency 
tes merupakan uji kemampuan debitor 
dalam rangka pembayaran utang-utangnya 
yang mencakup uji arus kas perusahaan 
dan uji neraca perusahaan. Dalam uji arus 
kas perusahaan jumlah kas masuk dikaji 
dengan cara membandingkannya dengan kas 
keluar serta dikaitkan dengan kemampuan 
dalam membayar sejumlah kewajiban utang-
utangnya. Jika Uji Arus Kas menghasilkan 
angka negatif, maka perusahaan tersebut 
termasuk dalam kelompok perusahaan 
yang tidak solven (insolvent). Demikian pula 
sebaliknya jika Uji Arus Kas menghasilkan 
angka positif, maka perusahaan tersebut 
termasuk dalam kelompok perusahaan yang 
solven. 

Dalam uji neraca perusahaan, jumlah seluruh 
utang diuji dengan cara membandingkannya 
dengan seluruh aset  atau dengan kata 
lain jumlah pasiva dibandingkan dengan 
jumlah aktiva. Jika jumlah seluruh utang 
lebih besar dari seluruh aset yang dimiliki, 
maka perusahaan tersebut termasuk dalam 
kelompok perusahaan yang tidak solven 
(insolvent). Demikian pula sebaliknya, jika 
jumlah seluruh utang lebih kecil dari seluruh 
aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut 
termasuk dalam kelompok perusahaan yang 
solven.

13	 Emmy Yuhassarie, ”Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan 
Indonesia”, dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang 
Kepailitan dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian 
Hukum, 2005: xix.

14	 Tri Harnowo, ”Sekilas Catatan Tentang Hukum Kepailitan”, 
dalam : Valerie Selvie Sinaga (ed.), Analisa Putusan Kepaili-
tan pada Pengadilan Niaga Jakarta, Jakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Katolik Atmajaya, 2005: 233.

15 Emmy Yuhassarie, op. cit.: xix.
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Perlindungan hukum terhadap perusahaan 
yang solven tersebut ditujukan kepada 
kreditor yang beritikad buruk yang hendak 
menyalahgunakan instrumen kepailitan untuk 
suatu keuntungan pada dirinya atau pihak 
lain. Dengan demikian pula, perusahaan yang 
solven perlu dilindungi juga khusus terhadap 
perusahaan solven yang beritikad baik. Debitor 
yang beritikad buruk meskipun merupakan 
perusahaan yang solven, tidak patut dilindungi 
dari kepailitan. Kepailitan terhadap debitor 
solven yang beritikad buruk masih tetap 
relevan. Hal ini karena debitor yang beritikad 
buruk menjadi tidak adil jika dilindungi dari 
terjadinya kepailitan terhadap dirinya. 

Relevansi insolvency test ini berkaitan 
dengan tujuan dari instrumen kepailitan 
sebagaimana tersebut di atas. Tujuan 
kepailitan pada hakikatnya adalah manajemen 
pengumpulan dan pendistribusian harta pailit 
untuk kepentingan pembayaran kewajiban 
utang debitor pailit kepada para kreditornya. 
Untuk melakukan pengumpulan harta pailit 
tersebut, seluruh harta debitor berada dalam 
keadaan sita. Jika harta debitor tidak dalam 
keadaan sita, maka kemungkinan harta 
debitor tersebut masih tetap ditransaksikan 
atau bahkan dilakukan penyitaan parsial 
seperti conservatoir beslag (CB). Dengan 
dinyatakannya pailit, maka demi hukum 
seluruh harta kekayaan dalam keadaan sita 
yang lazim disebut sebagai sita umum.

Perusahaan yang memiliki aset yang 
lebih besar dari utangnya tentu tidak ada 
relevansinya dengan perebutan harta debitor 
oleh kreditor. Hal ini terjadi karena meskipun 
kreditor yang datang belakangan tetap akan 
kebagian pemenuhan piutangnya dari harta 
debitor. Dengan demikian, jika aset debitor 
lebih besar daripada utang, maka Pasal 1131, 
1132, 1133, dan sejenisnya dari  KUHPerdata 
tetap terjamin pemenuhannya. Pemenuhan 
tersebut dapat dengan dua cara, yaitu 
pertama, debitor membayar sukarela utang-
utangnya dengan aset yang dimilikinya, atau 
yang kedua, jika debitor tidak dengan sukarela 
maka kreditor dapat mengajukan gugatan 
wanprestasi ke pengadilan yang untuk 
selanjutnya aset debitor akan dieksekusi untuk 
pemenuhan pembayaran utang tersebut. 

Kepailitan sejatinya adalah jaminan 
pemenuhan dan implementasi dari Pasal 1131, 

1132, 1133, dan sejenisnya dari  KUHPerdata, 
terutama dan khususnya jika aset debitor 
tidak mencukupi untuk membayar semua 
utang-utangnya. Sementara jika aset debitor 
berjumlah lebih banyak dari jumlah seluruh 
utang debitor, maka Pasal 1131, 1132, 1133, 
dan sejenisnya dari  KUHPerdata dapat 
terpenuhi tanpa harus melalui kepailitan. 
Hal ini berarti bahwa jika debitor yang 
asetnya lebih besar dari utangnya atau debitor 
yang solven, maka instrumen kepailitan 
tidak lagi memiliki urgensitasnya. Jika 
instrumen kepailitan sudah tidak memiliki 
urgensitasnya dalam hal debitor tersebut 
tergolong sebagai debitor yang solven, 
maka debitor yang solven tersebut perlu 
mendapatkan perlindungan dari kreditor 
yang menggunakan instrumen kepailitan 
dengan itikad buruk atau menyalahgunakan 
instrumen kepailitan tersebut.

Perlindungan debitor yang solven dari 
kreditor yang menggunakan instrumen 
kepailitan dengan itikad buruk atau 
menyalahgunakan instrumen kepailitan 
tersebut  adalah menggunakan instrumen 
insolvency test. Dengan instrumen insolvency 
test tersebut, maka debitor yang lolos dari uji 
ketidaksolvenan ini, tidak dapat dipailitkan. 
Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan 
yang prospek usahanya masih sangat baik 
dan kemampuan membayar utangnya juga 
baik dan lancar, akan merugikan semua pihak 
jika pada akhirnya dipailitkan. Mungkin 
hanya sedikit kreditor (yang beritikad buruk) 
yang diuntungkan, tetapi mayoritas pihak 
yang berkepentingan, seperti debitor itu 
sendiri, kreditor lain, para pekerja/buruh, 
para pemasok barang/jasa, para konsumen 
dan pihak lain yang berkaitan akan sangat 
dirugikan dengan kepailitan debitor tersebut. 
Di sinilah hukum harus memberikan keadilan 
terhadap pihak yang mayoritas. 

Namun, pemberlakuan insolvency test 
tidak dapat diberlakukan terhadap semua 
permohonan kepailitan. Terhadap debitor yang 
memiliki itikad buruk untuk tidak membayar 
utangnya tidak patut mendapat perlindungan 
hukum dari kepailitan, meskipun debitor 
tersebut memiliki solvabilitas yang baik. Hal 
ini dapat terjadi karena hukum tidak boleh 
melindungi ‘benang basah’. Hukum harus 
ditegakkan meskipun terhadap ‘benang 
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basah’ sekalipun. Hal ini karena utang adalah 
utang yang tetap harus dibayar baik melalui 
mekanisme gugat wanprestasi maupun 
melalui mekanisme permohonan kepailitan.  

PENGATURAN INSOLVENCY TEST KE 
DEPAN

Insolvency test dapat dipertimbangkan 
untuk diatur ke depan dalam rangka 
melindungi perusahaan yang solven yang 
beritikad baik, karena untuk menghindari 
penyalahgunaan lembaga kepailitan, untuk 
menguntungkan oknum tertentu, serta 
menghindari mafia kepailitan yang sengaja 
memanfaatkan lembaga kepailitan untuk 
keuntungan dirinya dengan merugikan pihak 
lain. Pengaturan insolvency test sebagai sarana 
untuk melindungi debitor yang beritikad 
baik tidak dapat diberlakukan untuk semua 
permohonan kepailitan. Terhadap debitor 
yang meskipun memiliki solvabiltas yang baik 
tapi sejak semula beritikad buruk untuk tidak 
membayar utangnya, tidak patut dilindungi 
dari terjadinya kepailitan terhadap dirinya. Di 
sinilah peran peraturan perundang-undangan 
dan juga peran hakim untuk dapat memilah 
dan memilih mana debitor yang solven yang 
patut mendapatkan perlindungan dan mana 
debitor solven yang tidak patut mendapatkan 
perlindungan tersebut.

Sebelum terdapat perubahan UU Kepailitan, 
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 37 
tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 
yang tidak mengatur mengenai insolvency 
test, dalam rangka penerapan  perlindungan 
debitor yang memiliki solvabilitas,  hakim 
dapat mempertimbangkan tentang solvabilitas 
debitor pailit sebelum menyatakan pailit 
terhadap debitor. Ini berarti bahwa hakim, 
meskipun debitor telah memenuhi syarat 
adanya utang yang tidak dibayar lunas yang 
telah jatuh tempo yang dapat ditagih serta 
memiliki dua atau lebih kreditor, tidak mutatis 
mutandis menyatakan debitor pailit. Hakim 
dapat mempertimbangkan kondisi lain di 
luar syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 
2 ayat (1) UU Kepailitan. Pertimbangan lain 
tersebut adalah solvabilitas debitor dan itikad 
baik debitor atas ketidakmembayaran utang 
tersebut. Jika hakim merasa yakin berdasarkan 
bukti yang ada bahwa debitor dalam keadaan 

solven serta ketidakmembayaran utangnya 
karena itikad baik, maka hakim dapat 
menolak untuk memailitkan debitor tersebut.

Langkah hakim yang mempertimbangkan 
hal lain selain yang disyaratkan dalam 
Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah 
berdasarkan pada Pasal 8 ayat (6) huruf a 
UU Kepailitan. Pasal 8 ayat (6) huruf a UU 
Kepailitan menyatakan bahwa “Putusan 
Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) wajib memuat pula pasal tertentu 
dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan dan/atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” 
(garis bawah dan huruf tebal dari penulis). 
Sumber hukum tidak tertulis tersebut adalah 
antara lain kepatutan, kewajaran, keadilan, 
doktrin hukum, dan sejenisnya.

Sementara itu untuk pengaturan ke depan 
mengenai insolvency test tersebut harus 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.	 Insolvency test tidak dipersyaratkan untuk 

semua permohonan kepailitan, melainkan 
terhadap debitor yang beritikad baik.

2.	 Insolvency test dipertimbangkan dalam hakim 
memutus permohonan kepailitan, sehingga 
tidak diperlukan pemeriksaan tersendiri 
diluar sidang permohonan kepailitan.

3.	 Bukti yang mendukung tentang solvabilitas 
debitor adalah dengan hasil audit dari kantor 
akuntan publik (KAP) yang terdaftar secara 
resmi.

KESIMPULAN

Instrumen Insolvency test dapat digunakan 
untuk memberikan perlindungan debitor 
yang memiliki solvabilitas yang baik dan 
beritikad baik. Pengaturan insolvency test 
dapat dimasukan dalam perubahan UU No. 
37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 
dengan memperhatikan kepentingan antara 
debitor dengan kreditor. Sepanjang belum ada 
perubahan terhadap UU No. 37 tahun 2004 
tentang Kepailitan dan PKPU, hakim dapat 
memberikan perlindungan terhadap debitor 
yang solven dari penyalahgunaan instrumen 
kepailitan oleh kreditor yang beritikad buruk 
dengan menggunakan prinsip kepatutan, 
kewajaran, dan keadilan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	 NOMOR 37 TAHUN 2004
	 TENTANG
	 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

	 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

	 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a.	 bahwa pembangunan hukum nasional 
dalam rangka mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 harus 
dapat mendukung dan menjamin kepastian, 
ketertiban, penegakan, dan perlindungan 
hukum yang berintikan keadilan dan 
kebenaran;

b.	 bahwa dengan makin pesatnya perkemba-
ngan perekonomian dan perdagangan makin 
banyak permasalahan utang piutang yang 
timbul di masyarakat;

c.	 bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia 
telah memberikan dampak yang tidak me-
nguntungkan terhadap perekonomian nasi-
onal sehingga menimbulkan kesulitan besar 
terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan 
utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;

d.	bahwa sebagai salah satu sarana hukum 
untuk penyelesaian utang piutang, 
Undang-undang tentang Kepailitan 
(Faillissements-verordening, Staatsblad 
1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) se-
bagian besar materinya tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan dan kebutuhan 
hukum masyarakat dan oleh karena itu 
telah diubah dengan Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang tentang Kepailitan, yang 
kemudian ditetapkan menjadi Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan 
tersebut belum juga memenuhi perkem-
bangan dan kebutuhan hukum masyarakat;

e.	 bahwa berdasarkan pert imbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk 
Undang-undang yang baru tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang;

Mengingat:

1.	 Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 
Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

2.	 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui 
(Het Herziene Indonesisch Reglement, 
Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941 :44);

3.	 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah 
Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement 
Buitengewesten, Staatsblad 1927:227);

4.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3316) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

5.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ten-
tang Peradilan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan 
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Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4379);

6.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ten-
tang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	 :
UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILIT-
AN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 
PEMBAYARAN UTANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 
dengan:

1.	 Kepailitan adalah sita umum atas semua 
kekayaan Debitor Pailit yang pengurus-
an dan pemberesannya dilakukan oleh 
Kurator di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini.

2.	 Kreditor adalah orang yang mempunyai 
piutang karena perjanjian atau Undang-
Undang yang dapat ditagih di muka 
pengadilan.

3.	 Debitor adalah orang yang mempunyai 
utang karena perjanjian atau Undang-
undang yang pelunasannya dapat ditagih 
di muka pengadilan.

4.	 Debitor pailit adalah debitor yang sudah 
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

5.	 Kurator adalah Balai Harta Peninggalan 
atau orang perseorangan yang diangkat 
oleh Pengadilan untuk mengurus dan 
membereskan harta Debitor Pailit di 
bawah pengawasan Hakim Pengawas 
sesuai dengan Undang-Undang ini.

6.	 Utang adalah kewajiban yang dinyatakan 
atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang 
baik dalam mata uang Indonesia maupun 
mata uang asing, baik secara langsung 
maupun yang akan timbul di kemudian 
hari atau kontinjen, yang timbul karena 
perjanjian atau undang-undang dan yang 
wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak 
dipenuhi memberi hak kepada Kreditor 
untuk mendapat pemenuhannya dari 
harta kekayaan Debitor.

7.	 Pengadilan adalah Pengadilan Niaga 
dalam lingkungan peradilan umum.

8.	 Hakim Pengawas adalah Hakim yang 
ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan 
pailit atau putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang.

9.	 Hari adalah hari kalender dan apabila hari 
terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh 
pada hari Minggu atau hari libur, berlaku 
hari berikutnya.

10.	Tenggang waktu adalah jangka waktu 
yang harus dihitung dengan tidak mema-
sukkan hari mulai berlakunya tenggang 
waktu tersebut.

11.	Setiap orang adalah orang perseorangan 
atau korporasi termasuk korporasi yang 
berbentuk badan hukum maupun yang 
bukan badan hukum dalam likuidasi.

BAB II

KEPAILITAN
Bagian Kesatu

Syarat dan Putusan Pailit
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Pasal 2

(1)	Debitor yang mempunyai dua atau lebih 
Kreditor dan tidak membayar lunas 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh 
waktu dan dapat ditagih, dinyatakan 
pailit dengan putusan Pengadilan, baik 
atas permohonannya sendiri maupun atas 
permohonan satu atau lebih kreditornya.

(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan 
untuk kepentingan umum.

(3)	Dalam hal Debitor adalah bank, per-
mohonan pernyataan pailit hanya dapat 
diajukan oleh Bank Indonesia.

(4)	Dalam hal Debitor adalah Perusahaan 
Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, permohonan pernyataan 
pailit hanya dapat diajukan oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal.

(5)	Dalam hal Debitor adalah Perusahaan 
Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana 
Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara 
yang bergerak di bidang kepentingan publik, 
permohonan pernyataan pailit hanya 
dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)	Putusan atas permohonan pernyataan 
pailit dan hal-hal lain yang berkaitan 
dan/atau diatur dalam Undang-Undang 
ini, diputuskan oleh Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi daerah tempat 
kedudukan hukum Debitor.

(2)	Dalam hat Debitor telah meninggalkan 
wilayah Negara Republik Indonesia, 
Pengadilan yang berwenang menjatuhkan 
putusan atas permohonan pernyataan 
pailit adalah Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan 
hukum terakhir Debitor.

(3)	Dalam hal Debitor adalah pesero suatu 
firma, Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan hukum firma 
tersebut juga berwenang memutuskan.

(4)	Dalam hal debitur tidak berkedudukan 
di wilayah negara Republik Indonesia 
tetapi menjalankan profesi atau usahanya 
di wilayah negara Republik Indonesia, 
Pengadilan yang berwenang memutuskan 
adalah Pengadilan yang daerah hukum-
nya meliputi tempat kedudukan atau 
kantor pusat Debitor menjalankan profesi 
atau usahanya di wilayah negara Republik 
Indonesia.

(5)	Dalam hal Debitor merupakan badan 
hukum, tempat kedudukan hukumnya 
adalah sebagaimana dimaksud dalam 
anggaran dasarnya.

Pasal 4

(1)	Dalam hal permohonan pernyataan pailit 
diajukan oleh Debitor yang masih terikat 
dalam pernikahan yang sah, permohonan 
hanya dapat diajukan atas persetujuan 
suami atau istrinya.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada 
persatuan harta.

Pasal 5

Permohonan pernyataan pailit terhadap 
suatu firma harus memuat nama dan tempat 
tinggal masing-masing pesero yang secara 
tanggung renteng terikat untuk seluruh 
utang firma.

Pasal 6

(1)	Permohonan pernyataan pailit diajukan 
kepada Ketua Pengadilan.

(2)	Panitera mendaftarkan permohonan per-
nyataan pailit pada tanggal permohonan 
yang bersangkutan diajukan, dan kepada 
pemohon diberikan tanda terima tertulis 
yang ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang dengan tanggal yang sama 
dengan tanggal pendaftaran.

(3)	Panitera wajib menolak pendaftaran per-
mohonan pernyataan pailit bagi institusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat 
tersebut.
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(4)	Panitera menyampaikan permohonan per-
nyataan pailit kepada Ketua Pengadilan 
paling lambat 2 (dua) hari setelah tariggal 
permohonan didaftarkan.

(5)	Dalam jangka waktu paling lambat 3 
(tiga) hari setelah tanggal permohonan 
pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan 
mempelajari permohonan dan menetap-
kan hari sidang.

(6)	Sidang pemeriksaan atas permohonan per-
nyataan pailit diselenggarakan dalam jangka 
waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari 
setelah tanggal permohonan didaftarkan.

(7)	Atas permohonan Debitor dan berdasarkan 
alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda 
penyelenggaraan sidang sebagaimana di-
maksud pada ayat (5) sampai dengan paling 
lambat 25 (dua puluh Iima) hari setelah tanggal 
permohonan didaftarkan.

Pasal 7

(1)	Permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 
12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, 
Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, 
dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang 
advokat.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku dalam hal per-
mohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank 
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, 
dan Menteri Keuangan.

Pasal 8

(1)	Pengadilan:
a.	 wajib memanggil Debitor dalam hal 

permohonan pernyataan pailit diajukan 
oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, 
Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri 
Keuangan;

b.	 dapat memanggil Kreditor, dalam hal per-
mohonan pernyataan pailit diajukan oleh 
Debitor dan terdapat keraguan bahwa 
persyaratan untuk dinyatakan pailit se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1), telah terpenuhi.

(2)	Pemanggilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita 
dengan surat kilat tercatat paling lambat 
7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan 
pertama diselenggarakan.

(3)	Pemanggilan adalah sah dan dianggap 
telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan 
oleh juru sita sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)	Permohonan pernyataan pailit harus 
dikabulkan apabila terdapat fakta atau 
keadaan yang terbukti secara sederhana 
bahwa persyaratan untuk dinyatakan 
pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) telah dipenuhi.

(5)	Putusan Pengadilan atas permohonan 
pernyataan pailit harus diucapkan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal 
permohonan pemyataan pailit didaftarkan.

(6)	Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) wajib memuat pula:
a.	 pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dan/atau 
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 
dasar untuk mengadili; dan

b.	 pertimbangan hukum dan pendapat yang 
berbeda dari hakim anggota atau ketua 
majelis.

(7)	Putusan atas permohonan pernyataan pailit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang 
memuat secara lengkap pertimbangan hukum 
yang mendasari putusan tersebut harus di-
ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
dah dapat dilaksanakan terlebih dahulu, 
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan 
suatu upaya hukum.

Pasal 9

	 Salinan putusan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib 
disampaikan oleh juru sita dengan surat 
kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang 
mengajukan permohonan pernyataan 
pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal 
putusan atas permohonan pernyataan 
pailit diucapkan.
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Pasal 10

(1)	Selama putusan atas permohonan per-
nyataan pailit belum diucapkan, setiap 
Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan 
Pengawas Pasar Modal, atau Menteri 
Keuangan dapat mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan untuk:
a.	 meletakkan sita jaminan terhadap sebagian 

atau seluruh kekayaan Debitor; atau
b.	 menunjuk Kurator sementara untuk 

mengawasi:
1)	 pengelolaan usaha Debitor; dan
2)	 pembayaran kepada Kreditor, 

pengalihan, atau pengagunan 
kekayaan Debitor yang dalam 
kepailitan merupakan wewenang 
Kurator.

(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila 
hal tersebut diperlukan guna melindungi 
kepentingan Kreditor.

(3)	Dalam hal permohonan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, 
Pengadilan dapat menetapkan syarat agar 
Kreditor pemohon memberikan jaminan 
yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

	  Pasal 11

(1)	Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap 
putusan atas permohonan pernyataan pailit 
adalah kasasi ke Mahkamah Agung. 

(2)	Permohonan kasasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diajukan paling 
lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal 
putusan yang dimohonkan kasasi di-
ucapkan, dengan mendaftarkan kepada 
Panitera Pengadilan yang telah memutus 
permohonan pernyataan pailit.

(3)	Permohonan kasasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), selain dapat 
diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang 
merupakan pihak pada persidangan 
tingkat pertama, juga dapat diajukan 
oleh Kreditor lain yang bukan merupakan 
pihak pada persidangan tingkat pertama 
yang tidak puas terhadap putusan atas 

permohonan pernyataan pailit.

(4)	Panitera mendaftar permohonan kasasi 
pada tanggal permohonan yang bersang-
kutan diajukan dan kepada pemohon 
diberikan tanda terima tertulis yang 
ditandatangani panitera dengan tanggal 
yang sarna dengan tanggal penerimaan 
pendaftaran.

Pasal 12

(1)	Pemohon kasasi wajib menyampaikan 
kepada Panitera Pengadilan memori 
kasasi pada tanggal permohonan kasasi 
didaftarkan.

(2)	Panitera wajib mengirimkan permohonan 
kasas dan memori kasasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ter-
mohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari 
setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(3)	Termohon kasasi dapat mengajukan 
kontra memori kasasi kepada panitera 
Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal termohon kasasi menerima 
memori kasasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dan panitera Pengadilan 
wajib menyampaikan kontra memori 
kasasi kepada pemohon kasasi paling 
lambat2 (dua) hari setelah kontra memori 
kasasi diterima.

(4)	Panitera wajib menyampaikan permohonan 
kasasi, memori kasasi, dan kontra memori 
kasasi beserta berkas perkara yang ber-
sangkutan kepada Mahkamah Agung 
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 13

(1)	Mahkamah Agung wajib mempelajari 
permohonan kasasi dan menetapkan hari 
sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah 
tanggal permohonan kasasi diterima oleh 
Mahkamah Agung.

(2)	Sidang pemeriksaan atas permohonan 
kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua 
puluh) hari setelah tanggal permohonan 
kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
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(3)	Putusan atas permohonan kasasi harus 
diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) 
hari setelah tanggal permohonan kasasI 
diterima oleh Mahkamah Agung.

(4)	Putusan atas permohonan kasasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
memuat secara lengkap pertimbangan 
hukum yang mendasari putusan tersebut 
harus diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum.

(5)	Dalam hal terdapat perbedaan pendapat 
antara anggota dengan ketua majelis 
maka perbedaan pendapat tersebut wajib 
dimuat dalam putusan kasasi.

(6)	Panitera pada Mahkamah Agung wajib 
menyampaikan salinan putusan kasasi 
kepada Panitera pada Pengadilan Niaga 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal 
putusan atas permohonan kasasi diucapkan. 

(7)	Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan 
salinan putusan kasasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (5) kepada pemohon 
kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan 
Hakim pengawas paling lambat 2 (dua) 
hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 14
(1)	Terhadap putusan atas permohonan per-

nyataan pailit yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dapat diajukan 
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis 
mutandis bagi peninjauan kembali.

Pasal 15
(1)	Dalam putusan pernyataan pailit, harus 

diangkat Kurator dan seorang Hakim 
Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pen-
gadilan.

(2)	Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak 
yang berwenang mengajukan permohon-
an pernyataan pailit sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 12 ayat (2),ayat (3), ayat 
(4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul 
pengangkatan Kurator kepada Pengadilan 
maka Balai Harta Peninggalan diangkat 
selaku Kurator.

(3)	Kurator yang diangkat sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus independen, 
tidak mempunyai benturan kepentingan 
dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak 
sedang menangani perkara kepailitan dan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
lebih dari 3 (tiga) perkara.

(4)	Dalam jangka waktu paling lambat 5 
(lima) hari setelah tanggal putusan per-
nyataan pailit diterima oleh Kurator 
dan Hakim Pengawas, Kurator meng-
umumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesiadan paling sedikit 2 (dua) surat 
kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim 
Pengawas, mengenai ikhtisar putusan 
pernyataan pailit yang memuat hal-hal 
sebagai berikut:
a.	 nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
b.	 nama Hakim Pengaiwas;
c.	 nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
d.	 nama, alamat, dan pekerjaan anggota 

panitia Kreditor sementara, apabila telah 
ditunjuk; dan

e.	 tempat dan waktu penyelenggaraan rapat 
pertama Kreditor.

Pasal 16

(1)	Kurator berwenang melaksanakan tugas 
pengurusan dan/atau pemberesan atas 
harta pailit sejak tanggal putusan pailit 
diucapkan meskipun terhadap putusan 
tersebut diajukan kasasi atau peninjauan 
kembali.

(2)	Dalam hal putusan pernyataan pailit di-
batalkan sebagai akibat adanya kasasi atau 
peninjauan kembali, segala perbuatan yang 
telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau 
pada tanggal Kurator menerima pemberi-
tahuan tentang putusan pembatalan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap 
sah dan mengikat Debitor.

Pasal 17

(1)	Kurator wajib mengumumkan putusan 
kasasi atau peninjauan kembali yang 
membatalkan putusan pailit dalam Berita 
Negara Republik Indonesia dan paling 
sedikit 2 (dua) surat kabar harian se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
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(2)	Majelis hakim yang membatalkan putusan 
pernyataan pailit juga menetapkan, biaya 
kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

(3)	Biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibebankan kepada pemohon 
pernyataan pailit atau kepada pemohon 
dan Debitor dalam perbandingan yang 
ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.

(4)	Untuk pelaksanaan pembayaran biaya 
kepailitan dan imbalan jasa Kurator seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua 
Pengadilan mengeluarkan penetapan 
eksekusi atas permohonan Kurator.

(5)	Dalam hal putusan pernyataan pailit 
dibatalkan, perdamaian yang mungkin 
terjadi gugur demi hukum.

Pasal 17

(1)	Kurator wajib mengumumkan putusan 
kasasi atau peninjauan kembali yang 
membatalkan putusan pailit dalam Berita 
Negara Republik Indonesia dan paling 
sedikit 2 (dua) sural kabar harian se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(4).

(2)	Majelis hakim yang membatalkan putusan 
pernyataan pailit juga menetapkan biaya 
kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

(3)	Biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibebankan kepada pemohon 
pernyataan pailit atau kepada pemohon 
dan Debitor dalam perbandingan yang 
ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.

(4)	Untuk pelaksanaan pembayaran biaya 
kepailitan dan imbalan jasa Kurator se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua 
Pengadilan mengeluarkan penetapan 
eksekusi alas permohonan Kurator.

(5)	Dalam hal putusan pernyataan pailit 
dibatalkan, perdamaian yang mungkin 
terjadi gugur demi hukum.

Pasal 18

(1)	Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk 
membayar biaya kepailitan maka Pe-
ngadilan atas usul Hakim Pengawas 
dan setelah mendengar panitia kreditor 

sementara jika ada, serta setelah memang-
gil dengan sah atau mendengar Debilor, 
dapat memutuskan pencabutan putusan 
pernyataan pailit.

(2)	Putusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum.

(3)	Majelis hakim yang memerintahkan pen-
cabutan pailit menetapkan jumlah biaya 
kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

(4)	Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa 
Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dibebankan kepada Debitor.

(5)	Biaya dan imbalan jasa sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) harus didahulukan 
alas semua utang yang tidak dijamin de-
ngan agunan.

(6)	Terhadap penetapan majelis hakim me-
ngenai biaya kepailitan dan imbalan jasa 
Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tidak dapat diajukan upaya hukum.

(7)	Untuk pelaksanaan pembayaran biaya 
kepailitan dan imbalan jasa Kurator se-
bagaimana diinaksud pada ayat (3), Ketua 
Pengadilan mengeluarkan penetapan 
eksekusi atas permohonan Kurator yang 
diketahui Hakim Pengawas.

Pasal 19

(1)	Putusan yang memerintahkan pencabutan 
pernyataan pailit, diumumkan oleh 
Panitera Pengadilan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia dan paling sedikit 
2 (dua) surat kabar harian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(2)	Terhadap putusan pencabutan pernyataan 
pailit sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diajukan kasasi dan/atau penin-
jauan kembali.

(3)	Dalam hal setelah putusan pencabutan 
pernyataaan pailit diucapkan diajukan 
lagi permohonan pernyataan pailit maka 
Debitor atau pemohon wajib membukti-
kan bahwa ada cukup harta untuk mem-
bayar biaya kepailitan.
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Pasal 20

(1)	Panitera Pengadilan wajib menyeleng-
garakan suatu daftar umum untuk mencatat 
setiap perkara kepailitan secara tersendiri.

(2)	Daftar umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memuat secara berurutan:
a.	 ikhtisar putusan pailit atau pembatalan 

pernyataaan pailit;
b.	 isi singkat perdamaian dan pengesahannya;
c.	 pembatalan perdamaian;
d.	 jumlah pembagian dalam pemberesan;
c.	 pencabutan kepailitan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18; dan
f.	 rehabilitasi; dengan menyebutkan tanggal 

masing-masing.

(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk 
dan isi daftar umum sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(4)	Daftar umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbuka untuk umum dan 
dapat dilihat oleh setiap orang dengan 
cuma-cuma.

Bagian Kedua

Akibat Kepailitan

Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan 
Debitor pada saat putusan pernyataan 
pailft diucapkan serta segala sesuatu yang 
diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

a.	 benda, termasuk hewan yang benar-benar 
dibutuhkan oleh Debitor sehubungan 
dengan pekerjaannya, perlengkapannya, 
alat-alat medis yang di Pergunakan untuk 
kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan-
nya yang dipergunakan oleh Debitor dan 
keluarganya, dan bahan makanan untuk 
30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan ke-
luarganya, yang terdapat di tempat itu;

b.	 segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari 
pekerjaannya sendiri sebagai penggajian 
dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, 
pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, 
sejauh yang ditentukan oleh Hakim 
Pengawas; atau

c.	 uang yang diberikan kepada Debitor untuk 
memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah 
menurut undang-undang.

Pasal 23

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 dan Pasal22 meliputi istri atau suami 
dari Debitor Pailit yang menikah dalam 
persatuan harta.

Pasal 24

(1)	Debitor demi hukum kehilangan haknya 
untuk menguasai dan mengurus kekaya-
annya yang termasuk dalam harta pailit, 
sejak tanggal putusan pernyataan pailit 
diucapkan.

(2)	Tanggal putusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 
waktu setempat.

(3)	Dalam hal sebelum putusan pernyataan 
pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer 
dana melalui bank atau lembaga selain 
bank pada tanggal putusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut 
wajib diteruskan.

(4)	Dalam hal sebelum putusan pernyataan 
pailit diucapkan telah dilaksanakan Tran-
saksi Efek di Bursa Efek maka transaksi 
tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 25

Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah 
putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat 
dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan 
tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 26

(1)	Tuntutan mengenai hak atau kewajiban 
yang menyangkut harta pailit harus di-
ajukan oleh atau terhadap Kurator.
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(2)	Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh 
atau terhadap Debitor Pailit maka apabila 
tuntutan tersebut mengakibatkan suatu 
penghukuman terhadap Debitor Pailit, 
penghukuman tersebut tidak mempunyai 
akibat hukum terhadap harta pailit.

Pasal 27

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan 
untuk memperoleh pemenuhan perikatan 
dari harta pailit yang ditujukan terhadap 
Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan 
mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Pasal 28

(1)	Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh 
Debitor dan yang sedang berjalan selama 
kepailitan berlangsung, atas permohonan 
tergugat, perkara harus ditangguhkan 
untuk memberikan kesempatan kepada 
tergugat memanggil Kurator untuk 
mengambil alih perkara dalam jangka 
waktu yang ditentukan oleh hakim.

(2)	Dalam hal Kurator tidak mengindahkan 
panggilan tersebut maka tergugat berhak 
memohon supaya perkara digugurkan, 
dan jika hal ini tidak dimohonkan maka 
perkara dapat diteruskan antara Debitor 
dan tergugat, di luar tanggungan harta 
pailit.

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator 
menolak mengambil alih perkara tersebut.

(4)	Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu 
Kurator berwenang mengambil alih 
perkara dan mohon agar Debitor dikeluar-
kan dari perkara.

Pasal 29

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang 
diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan 
untuk memperoleh pemenuhan kewajiban 
dari harta pailit dan perkaranya sedang ber-
jalan, gugur demi hukum dengan diucapkan 
putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 30

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh 
Kurator terhadap p!hak lawan maka Kurator 
dapat mengajukan pembatalan atas segala 
perbuatan yang dilakukan oleh Debitor 
sebelum yang bersangkutan dinyatakan 
pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa per-
buatan Debitor tersebut dilakukan dengan 
maksud untuk merugikan Kreditor dan hal 
ini diketahui oleh pihak lawannya.

Pasal 31

(1)	Putusan pernyataan pailit berakibat 
bahwa segala penetapan pelaksanaan 
Pengadilan terhadap setiap bagian dari 
kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum 
kepailitan, harus dihentikan seketika dan 
sejak itu tidak ada suatu putusan yang 
dapat dilaksanakan termasuk atau juga 
dengan menyandera Debitor.

(2)	Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi 
hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas 
harus memerintahkan pencoretannya.

(3)	Dengan tidak mengurangi berlakunya 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93, Debitor yang sedang dalam 
penahanan harus dilepaskan seketika 
setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 32

Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan 
uang paksa.

Pasal 33

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit 
diucapkan, penjualan benda milik Debitor 
baik bergerak maupun tidak bergerak dalam 
rangka eksekusi sudah sedemikian jauh-
nya hingga hari penjualan benda itu sudah 
ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, 
Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas 
tanggungan harta pailit.

Pasal 34

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini, perjanjian yang bermaksud 
memindahtangankan hak atas tanah, balik 
nama kapal, pembebanan hak tanggungan, 
hipotek, atau jaminan fidusia yang telah 
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diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat 
dilaksanakan setelah putusan pernyataan 
pailit diucapkan.

Pasal 35

Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk 
dicocokkan maka hal tersebut mencegah 
berlakunya daluwarsa.

Pasal 36

(1)	Dalam hal pada saat putusan pernyataan 
pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal 
balik yang belum atau baru sebagian di-
penuhi, pihak yang mengadakan perjanjian 
dengan Debitor dapat meminta kepada 
Kurator untuk memberikan kepastian 
tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian 
tersebut dalam jangka waktu yang di-
sepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

(2)	Dalam hal kesepakatan mengenai jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak tercapai, Hakim Pengawas me-
netapkan jangka waktu tersebut.

(3)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator 
tidak memberikan jawaban atau tidak ber-
sedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian 
tersebut maka perjanjian berakhir dan 
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat menuntut ganti rugi dan akan 
diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

(4)	Apabila Kurator menyatakan kesang-
gupannya maka Kurator wajib memberi 
jaminan atas kesanggupan untuk melak-
sanakan perjanjian tersebut.

(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
tidak berlaku terhadap perjanjian yang 
mewajibkan Debitor melakukan sendiri 
perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 37

(1)	Apabila dalam perjanjian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan 
penyerahan benda dagangan yang biasa 
diperdagangkan dengan suatu jangka 
waktu dan pihak yang harus menyerah-
kan benda tersebut sebelum penyerahan 

dilaksanakan dinyatakan pailit maka per-
janjian menjadi hapus dengan diucap-
kannya putusan pernyataan pailit, dan 
dalam hal pihak lawan dirugikan karena 
penghapusan maka yang bersangkutan 
dapat mengajukan diri sebagai kreditor 
konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

(2)	Dalam hal harta pailit dirugikan karena 
penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) maka pihak lawan wajib 
membayar ganti kerugian tersebut.

Pasal 38

(1)	Dalam hal Debitor telah menyewa suatu 
benda maka baik Kurator maupun pihak 
yang menyewakan benda, dapat meng-
hentikan perjanjian sewa, dengan syarat 
pemberitahuan penghentian dilakukan 
sebelum berakhirnya perjanjian sesuai 
dengan adat kebiasaan setempat.

(2)	Dalam hal melakukan penghentian se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
pula diindahkan pemberitahuan peng-
hentian menurut perjanjian atau menurut 
kelaziman dalam jangka waktu paling 
singkat 90 (sembilan puluh) hari.

(3)	Dalam hal uang sewa telah dibayar di 
muka maka perjanjian sewa tidak dapat 
dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya 
jangka waktu yang telah dibayar uang 
sewa tersebut.

(4)	Sejak tanggal putusan pernyataan pailit 
diucapkan, uang sewa merupakan utang 
harta pailit.

Pasal 39

(1)	Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat 
memutuskan hubungan kerja, dan se-
baliknya Kurator dapat memberhentikan-
nya dengan mengindahkan jangka waktu 
menurut persetujuan atau ketentuan pe-
rundang-undangan yang berlaku, dengan 
pengertian bahwa hubungan kerja tersebut 
dapat di-putuskan dengan pemberitahuan 
paling singkat 45 (empat puluh lima) hari 
sebelumnya.

(2)	Sejak tanggal putusan pernyataan pailit 
diucapkan, upah yang terutang sebelum 
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maupun sesudah putusan pernyataan 
pailit diucapkan merupakan utang harta 
pailit.

Pasal 40

(1)	Warisan yang selama kepailitan jatuh 
kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak 
boleh diterima, kecuali apabila mengun-
tungkan harta pailit.

(2)	Untuk, tidak menerima suatu warisan, 
Kurator memerlukan izin dari Hakim 
Pengawas.

Pasal 41

(1)	Untuk kepentingan harta pailit, kepada 
Pengadilan dapat dimintakan pembatalan 
segala perbuatan hukum Debitor yang 
telah dinyatakan pailit yang merugikan 
kepentingan Kreditor, yang dilakukan 
sebelum putusan pernyataan pailit di-
ucapkan.

(2)	Pembatalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila 
dapat dibuktikan bahwa pada saat per-
buatan hukum dilakukan, Debitor, dan 
pihak dengan siapa perbuatan hukum 
tersebut dilakukan mengetahui atau 
sepatutnya mengetahui bahwa perbuat-
an hukum tersebut akan mengakibatkan 
kerugian bagi Kreditor.

(3)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan 
hukum Debitor yang wajib dilakukannya 
berdasarkan perjanjian dan/atau karena 
undang-undang.

Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan 
Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sebelum putusan pernyataan 
pailit diucapkan, sedangkan perbuatan ter-
sebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali 
dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan 
pihak dengan siapa perbuatan tersebut di-
lakukan dianggap mengetahui atau sepatut-
nya mengetahui bahwa perbuatan tersebut 
akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(2), dalam hal perbuatan tersebut:

a.	 merupakan perjanjian dimana kewajiban 
Debitor jauh melebihi kewajiban pihak 
dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;

b.	 merupakan pembayaran atas, atau pem-
berian jaminan untuk utang yang belum 
jatuh tempo dan/atau belum atau tidak 
dapat ditagih;

c.	 dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan 
atau untuk kepentingan:
1)	 suami atau istrinya, anak angkat, atau 

keluarganya sampai derajat ketiga;
2)	 suatu badan hukum dimana Debitor atau 

pihak sebagaimana dimaksud pada angka 
1) adalah anggota direksi atau pengurus 
atau apabila pihak tersebut, baik sen-
diri-sendiri maupun bersama-sama, ikut 
serta secara langsung atau tidak langsung 
dalam kepemilikan badan hukum tersebut 
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 
modal disetor atau dalam pengendalian 
badan hukum tersebut.

d.	dilakukan oleh Debitor yang merupakan 
badan hukum, dengan atau untuk ke-
pentingan:
1)	 anggota direksi atau pengurus dari 

Debitor, suami atau istri, anak angkat, 
atau keluarga sampai derajat ketiga dari 
anggota direksi atau pengurus tersebut;

2)	 perorangan, baik sendiri atau bersama-
sama dengan suami atau istri, anak 
angkat, atau keluarga sampai derajat 
ketiga, yang ikut serta secara langsung 
atau tidak langsung dalam kepemilikan 
pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh 
persen) dari modal disetor atau dalam, 
pengendalian badan hukum tersebut;

3)	 perorangan yang suami atau istri, anak 
angkat, atau keluarganya sampai derajat 
ketiga, ikut serta secara langsung atau 
tidak langsung dalam kepemilikan pada 
Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) 
dari modal disetor atau dalam pengendali-
an badan hukum tersebut.

e.	 dilakukan oleh Debitor yang merupakan 
badan hukum dengan atau untuk kepen-
tingan badan hukum lainnya, apabila:
1)	 perorangan anggota direksi atau pe-

ngurus pada kedua badan usaha tersebut 
adalah orang yang sama;
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2)	 suami atau istri, anak angkat, atau keluarga 
sampai derajat ketiga dari perorangan 
anggota direksi atau pengurus Debitor 
yang juga merupakan anggota direksi 
atau pengurus pada badan hukum lain-
nya, atau sebaliknya;

3)	 perorangan anggota direksi atau peng-
urus, atau anggota badan pengawas 
pada Debitor, atau suami atau istri, anak 
angkat, atau keluarga sampai derajat 
ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, 
ikut serta secara langsung atau tidak 
langsung dalam kepemilikan badan 
hukum lainnya lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dari modal disetor atau 
dalam pengendalian badan hukum ter-
sebut, atau sebaliknya;

4)	 Debitor adalah anggota direksi atau pe-
ngurus pada badan hukum lainnya, atau 
sebaliknya;

5)	 badan hukum yang sarna, atau perorang-
an yang sama baik bersama, atau tidak 
dengan suami atau istrinya, dan atau para 
anak angkatnya dan keluarganya sampai 
derajat ketiga ikut serta secara langsung 
atau tidak langsung dalam kedua badan 
hukum tersebut paling kurang sebesar 
50% (lima puluh persen) dari modal yang 
disetor;

f.	 dilakukan oleh Debitor yang merupakan 
badan hukum dengan atau terhadap 
badan hukum lain dalam satu grup di-
mana Debitor adalah anggotanya;

Pasal 43
Hibah yang dilakukan Debitor dapat di-
mintakan pembatalan kepada Pengadilan, 
apabila Kurator dapat membuktikan bahwa 
pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor 
mengetahui atau patut mengetahui bahwa 
tindakan tersebut akan mengakibatkan ke-
rugian bagi Kreditor.

Pasal 44
Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor 
dianggap mengetahui atau patut mengetahui 
bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, 
apabila hibah tersebut dilakukan dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan 
penyertaan pailit diucapkan.

Pasal 45

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat 
ditagih hanya dapat dibatalkan apabila 
dibuktikan bahwa penerima pembayaran 
mengetahui bahwa permohonan penyertaan 
pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam 
hal pembayaran tersebut merupakan akibat 
dari persekongkolan antara Debitor dan 
Kreditor dengan maksud menguntungkan 
Kreditor tersebut melabihi Kreditor lainnya.

Pasal 46

(1)	Berdasarkan ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 45, pembayaran yang 
telah diterima oleh pemegang surat peng-
ganti atau surat atas tunjuk yang karena 
hubungan hukum dengan pemegang 
terdahulu wajib menerima pembayaran, 
pembayaran tersebut tidak dapat diminta 
kembali.

(2)	Dalam hal pembayaran tidak dapat di-
minta kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), orang yang mendapat 
keuntungan sebagai akibat diterbitkannya 
surat pengganti atau surat atas tunjuk, 
wajib mengembalikan kepada harta pailit 
jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor 
apabila:
a.	 dapat dibuktikan bahwa pada waktu 

penerbitan surat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang bersangkutan me-
ngetahui bahwa permohonan pernyataan 
pailit Debitor sudah didaftarkan; atau

b.	 penerbitan surat tersebut merupakan 
akibat dari persekongkolan antara Debitor 
dan pemegang pertama.

Pasal 47

(1)	Tuntutan hak berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan 
Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.

(2)	Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 
43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat 
mengajukan bantahan terhadap tuntutan 
Kurator.



60 JURNAL HUKUM BISNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 48

(1)	Dalam hal kepailitan berakhir dengan 
disahkannya perdamaian maka tuntutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
gugur.

(2)	Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian 
tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, 
untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau 
diajukan oleh para pemberes harta untuk 
kepentingan Kreditor.

Pasal 49

(1)		Setiap orang yang telah menerima 
benda yang merupakan bagian dari 
harta Debitor yang tercakup dalam per-
buatan hukum yang dibatalkan, harus 
mengembalikan benda tersebut kepada 
Kurator dan dilaporkan kepada Hakim 
Pengawas.

(2)	Dalam hal orang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan 
benda yang telah diterima dalam keadaan 
semula, wajib membayar ganti rugi ke-
pada harta pailit.

(3)	Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh 
dengan itikad baik dan tidak dengan 
cuma-cuma, harus dilindungi.

(4)	Benda yang diterima oleh Debitor atau 
nilai penggantinya wajib dikembalikan 
oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntung-
kan, sedangkan untuk kekurangannya, 
orang terhadap siapa pembatalan tersebut 
dituntut dapat tampil sebagai kreditor 
konkuren.

Pasal 50

(1)	Setiap orang yang sesudah putusan per-
nyataan pailit diucapkan tetapi belum 
diumumkan, membayar kepada Debitor 
Pailit untuk memenuhi perikatan yang 
terbit sebelum putusan pernyataan pailit 
diucapkan, dibebaskan terhadap harta 
pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang 
bersangkutan mengetahui adanya putus-
an pernyataan pailit tersebut.

(2)	Pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang dilakukan sesudah 
putusan pernyataan pailit diumumkan, 
tidak membebaskan terhadap harta pailit 
kecuali apabila yang melakukan dapat 
membuktikan bahwa pengumuman pu-
tusan pernyataan pailit yang dilakukan 
menurut undang-undang tidak mungkin 
diketahui di tempat tinggalnya.

(3)	Pembayaran yang dilakukan kepada 
Debitor Pailit, membebaskan Debitornya 
terhadap harta pailit, jika pembayaran itu 
menguntungkan harta pailit.

Pasal 51
(1)	Setiap orang yang mempunyai utang atau 

piutang terhadap Debitor Pailit, dapat 
memohon diadakan perjumpaan utang, 
apabila utang atau piutang tersebut di-
terbitkan sebelum putusan pernyataan 
pailit diucapkan, atau akibat perbuatan 
yang dilakukannya dengan Debitor Pailit 
sebelum putusan pernyataan pailit di-
ucapkan.

(2)	Dalam hal diperlukan, piutang terhadap 
Debitor Pailit dihitung menurut ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 
dan Pasal 137.

Pasal 52
(1)	Setiap orang yang telah mengambil alih 

suatu utang atau piutang dari pihak ketiga 
sebelum putusan pernyataan pailit di-
ucapkan, tidak dapat memohon diadakan 
perjumpaan utang, apabila sewaktu peng-
ambilalihan utang atau piutang tersebut, 
yang bersangkutan tidak beritikad baik.

(2)	Semua utang piutang yang diambil alih 
setelah putusan pernyataan pailit diucap-
kan, tidak dapat diperjumpakan.

Pasal 53
Setiap orang yang mempunyai utang kepada 
Debitor Pailit, yang hendak menjumpakan 
utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk 
atau piutang atas pengganti, wajib membukti-
kan bahwa pada saat putusan pernyataan 
pailit diucapkan, orang tersebut dengan 
itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas 
tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.



	 61JURNAL HUKUM BISNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 54

Setiap orang yang dengan Debitor Pailit berada 
delam suatu persekutuan yang karena atau 
selama kepailitan dibubarkan, berhak untuk 
mengurangi bagian dari keuntungannya yang 
pada waktu pembagian diadakan jatuh kepada 
Debitor Pailit, dengan kewajiban Debitor Pailit 
untuk membayar utang persekutuan.

Pasal 55

(1)	Dengan tetap memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 
Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor 
pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas 
kebendaan lainnya,dapat mengeksekusi 
haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

(2)	Dalam hal penagihan suatu piutang se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 136 
dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat 
berbuat demikian setelah, dicocokkan 
penagihannya dan hanya untuk meng-
ambil pelunasan dari jumlah yang diakui 
dari penagihan tersebut.

Pasal 56

(1)	Hak eksekusi Kreditor sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak 
pihak ketiga untuk menuntut hartanya 
yang berada dalam penguasaan Debitor 
Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk 
jangka waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari sejak tanggal putusan per-
nyataan pailit diucapkan.

(2)	Penangguhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan 
Kreditor yang dijamin dengan uang tunai 
dan hak Kreditor untuk mempejumpakan 
utang.

(3)	Selama jangka waktu penangguhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kurator dapat menggunakan harta pailit 
berupa benda tidak bergerak maupun 
benda bergerak atau menjual harta pailit 
yang berupa benda bergerak yang berada 
dalam penguasaan Kurator dalam rangka 
kelangsungan usaha Debitor, dalam hal 
telah diberikan perlindungan yang wajar 

bagi kepentingan Kreditor atau pihak ke-
tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

(1)	Jangka waktu sebagimana dimaksud 
dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi 
hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih 
cepat atau pada saat dimulainya keadaan 
insolvensi sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 178 ayat (1).

(2)	Kreditor atau pihak ketiga yang haknya 
ditangguhkan dapat mengajukan per-
mohonan kepada Kurator untuk meng-
angkat penagguhan atau mengubah 
syarat penangguhan tersebut.

(3)	Apabila Kurator menolak permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kreditor atau pihak ketiga dapat mengaju-
kan permohonan tersebut kepada Hakim 
Pengawas.

(4)	Hakim Pengawas dalam waktu paling 
lambat (satu) hari setelah permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diterima, wajib memerintahkan Kurator 
untuk segera memanggil dengan surat 
tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk didengar pada sidang 
pemeriksaan atas permohonan tersebut.

(5)	Hakim pengawas wajib memberikan 
penetapan atas permohonan dalam waktu 
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 
permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan kepada Hakim 
Pengawas.

(6)	Dalam memutuskan permohonan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Hakim Pengawas mempertimbangkan:
a.	 lamanya jangka waktu penangguhan 

yang sudah berlangsung;
b.	 perlindungan kepentingan Kreditor dan 

pihak ketiga dimaksud;
c.	 kemungkinan terjadinya perdamaian;
d.	 dampak penangguhan tersebut atas 

kelangsungan usaha dan manajemen 
usaha Debitor serta pemberesan harta 
pailit.
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Pasal 58

(1)	Penetapan Hakim Pengawas atas per-
mohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diang-
katnya penangguhan untuk satu atau 
lebih Kurator, dan/atau menetapkan 
persyaratan tentang lamanya waktu pe-
nangguhan, dan/atau tentang satu atau 
beberapa agunan yang dapat dieksekusi 
oleh Kreditor.

(2)	Apabila Hakim pengawas menolak untuk 
mengangkat atau mengubah persyaratan 
penangguhan tersebut, Hakim pengawas 
wajib memerintahkan agar Kurator mem-
berikan perlindungan yang dianggap wajar 
untuk melindungi kepentingan pemohon.

(3)	Terhadap penetapan Hakim Pengawas, 
Kreditor atau pihak ketiga yang meng-ajukan 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat me-
ngajukan perlawanan kepada Pengadilan 
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) 
hari setelah putusan diucapkan, dan Peng-
adilan wajib memutus-kan perlawanan 
tersebut dalam jangka waktu paling lambat 
10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut 
diterima.

(4)	Terhadap putusan Pengadilan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
diajukan upaya hukum apapun termasuk 
peninjauah kembali.

Pasal 59

(1)	Dengan tetap memperhatikan ketentuan 
Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor 
pemegang hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (1) harus melak-
sanakan haknya tersebut dalam jangka 
waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah 
dimulainya keadaan insolvensi sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

(2)	Setelah lewat jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kurator harus 
menuntut diserahkannya benda yang 
menjadi agunan untuk selanjutnya dijual 
sesuai dengan cara sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi 
hak Kreditor pemegang hak tersebut atas 
hasil penjualan agunan tersebut.

(3)	Setiap waktu Kurator dapat membebaskan 
benda yang menjadi agunan dengan mem-
bayar jumlah terkecil antara harga pasar 
benda agunan dan jumlah utang yang 
dijamin dengan benda agunan tersebut 
kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60

(1)	Kreditor pemegang hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang 
melaksanakan haknya, wajib memberikan 
pertanggungjawaban kepada Kurator 
tentang hasil penjualan benda yang men-
jadi agunan dan menyerahkan sisa hasil 
penjualan setelah dikurangi jumlah utang, 
bunga, dan biaya kepada Kurator.

(2)	Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang 
diistimewakan yang kedudukannya lebih 
tinggi dari pada Kreditor pemegang hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
maka Kreditor pemegang hak tersebut 
wajib menyerahkan bagian dari hasil 
penjualan tersebut untuk jumlah yang 
sama dengan jumlah tagihan yang di-
istimewakan.

(3)	Dalam hal hasil penjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak cukup 
untuk melunasi piutang yang bersang-
kutan, Kreditor pemegang hak tersebut 
dapat mengajukan tagihan pelunasan 
atas kekurangan tersebut dari harta pailit 
sebagai kreditor konkuren, setelah meng-
ajukan permintaan pencocokan piutang.

Pasal 61

Kreditor yang mempunyai hak untuk me-
nahan benda milik Debitor, tidak kehilangan 
hak karena ada putusan pernyataan pailit.

Pasal 62

(1)	Dalam hal suami atau istri dinyatakan 
pailit maka istri atau suaminya berhak 
mengambil kembali semua benda bergerak 
dan tidak bergerak yang merupakan harta 
bawaan dari istri atau suami dan harta 
yang diperoleh masing-masing sebagai 
hadiah atau warisan.

(2)	Jika benda milik istri atau suami telah 
dijual oleh suami atau istri dan harganya 
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belum dibayar atau uang hasil penjualan 
belum tercampur dalam harta pailit maka 
istri atau suami berhak mengambil kem-
bali uang hasil penjualan tersebut.

(3)	Untuk tagihan yang bersifat pribadi ter-
hadap istri atau suami maka Kreditor 
terhadap harta pailit adalah suami atau 
istri.

Pasal 63

Istri atau suami tidak berhak menuntut atas 
keuntungan yang diperjanjikan dalam per-
janjian perkawinan kepada harta pailit suami 
atau istri yang dinyatakan pailit, demikian 
juga Kreditor suami atau istri yang dinyatakan 
pailit tidak berhak menuntut keuntungan 
yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan 
kepada istri atau suami yang dinyatakan 
pailit.

Pasal 64

(1)	Kepailitan suami atau istri yang kawin 
dalam suatu persatuan harta, diperlaku-
kan sebagai kepailitan persatuan harta 
tersebut.

(2)	Dengan tidak mengurangi pengecualian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
maka kepailitan tersebut meliputi semua 
benda yang termasuk dalam persatuan, 
sedangkan kepailitan tersebut adalah 
untuk kepentingan semua Kreditor, yang 
berhak meminta pembayaran dari harta 
persatuan.

(3)	Dalam hal suami atau istri yang di-
nyatakan pailit mempunyai benda, yang 
tidak termasuk persatuan harta maka 
benda tersebut termasuk harta pailit, 
akan tetapi hanya dapat digunakan untuk 
membayar utang pribadi suami atau istri 
yang dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga

Pengurusan Harta Pailit

Paragraf 1

Hakim Pengawas

Pasal 65
Hakim pengawas mengawasi pengurusan 
dan pemberesan harta pailit.

Pasal 66
Pengadilan wajib mendengar pendapat 
Hakim Pengawas, sebelum mengambil 
suatu putusan mengenai pengurusan atau 
pemberesan harta pailit.

Pasal 67
(1)	Hakim Pengawas berwenang untuk men-

dengar keterangan saksi atau memerin-
tahkan penyelidikan oleh para ahli untuk 
memperoleh kejelasan tentang segala hal 
mengenai kepailitan.

(2)	Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
(3)	Dalam hal saksi tidak datang menghadap 

atau menolak memberi kesaksian maka 
berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.

(4)	Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar 
daerah hukum Pengadilan yang memutus 
pailit, Hakim Pengawas dapat melimpah-
kan pemeriksaan saksi tersebut kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya me-
liputi tempat tinggal saksi.

(5)	Istri atau suami, bekas istri atau suami, 
dan keluarga sedarah menurut keturunan 
lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor 
Pailit mempunyai hak undur diri sebagai 
saksi.

Pasal 68
(1)	Terhadap semua penetapan Hakim Peng-

awas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah 
penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan 
permohonan banding ke Pengadilan.

(2)	Permohonan banding tidak dapat di-
ajukan terhadap penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal33, 
Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 
106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), 
Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 
185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 
186, Pasal 188, dan Pasal 189.

Paragraf 2

Kurator
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Pasal 69

(1)	Tugas Kurator adalah melakukan peng-
urusan dan/atau pemberesan harta pailit.

(2)	Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
a.	 tidak diharuskan memperoleh persetujuan 

dari atau menyampaikan pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada Debitor atau salah 
satu organ Debitor, meskipun dalam ke-
adaan di luar kepailitan persetujuan atau 
pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b.	 dapat melakukan pinjaman dari pihak ke-
tiga, hanya dalam rangka meningkatkan 
nilai harta pailit.

(3)	Apabila dalam melakukan pinjaman dari 
pihak ketiga Kurator perlu membebani 
harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, 
hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan 
atas kebendaan lainnya maka pinjaman 
tersebut harus terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan Hakim Pengawas.

(4)	Pembebanan harta pailit dengan gadai, 
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, 
atau hak agunan atas kebendaan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
hanya dapat dilakukan terhadap bagian 
harta pailit yang belum dijadikan jaminan 
utang.

(5)	Untuk menghadap di sidang Pengadilan, 
Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin 
dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut 
sengketa pencocokan piutang atau dalam 
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 70

(1)	Kurator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 adalah:

	 a.	 Balai Harta Peninggalan; atau

	 b.	 Kurator lainnya.

(2)	Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
a.	 orang perseorangan yang berdomisili 

di Indonesia, yang memiliki keahlian 
khusus yang dibutuhkan dalam rangka 
mengurus dan/atau membereskan harta 
pailit; dan

b.	 terdaftar pada kementerian yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1)	Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan 
usul penggantian Kurator, setelah memang-
gil dan mendengar Kurator, dan mengangkat 
Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator 
tambahan atas:
a.	 permohonan Kurator sendiri;
b.	 permohonan Kurator lainnya jika ada;
c.	 usul Hakim Pengawas; atau
d.	 permintaan Debitor Pailit.

(2)	Pengadilan harus memberhentikan atau 
mengangkat Kurator atas permohonan atau 
atas usul kreditor konkuren berdasarkan 
putusan rapat Kreditor yang diselenggara-
kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
90, dengan persyaratan putusan tersebut 
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 
1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren 
atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan 
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) 
jumlah piutang kreditor konkuren atau 
kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan 
atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas 
pengurusan dan/atau pemberesan yang menye-
babkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 73

(1)	Apabila diangkat lebih dari satu Kurator 
maka untuk melakukan tindakan yang sah 
dan mengikat, para Kurator memerlukan 
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) 
jumlah para Kurator.

(2)	Apabiia suara setuju dan tidak setuju sama 
banyaknya, tindakan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus memperoleh 
persetujuan Hakim Pengawas.

(3)	Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus 
berdasarkan putusan pernyataan pailit, 
berwenang untuk bertindak sendiri sebatas 
tugasnya.
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Pasal 74

(1)	Kurator harus menyampaikan laporan ke-
pada Hakim Pengawas mengenai keadaan 
harta pailit dan pelaksanaan tugasnya 
setiap 3 (tiga) bulan.

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan 
dapat dilihat oleh setiap orang dengan 
cuma-cuma.

(3)	Hakim Pengawas dapat memperpanjang 
jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

Pasal 75

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan 
setelah kepailitan berakhir.

Pasal 76

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan 
kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman 
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
di bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 77

(1)	Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan 
Debitor Pailit dapat mengajukan surat 
keberatan kepada Hakim Pengawas ter-
hadap perbuatan yang dilakukan oleh 
Kurator atau memohon kepada Hakim 
Pengawas untuk mengeluarkan surat per-
intah agar Kurator melakukan perbuatan 
tertentu atau tidak melakukan perbuatan 
yang sudah direncanakan.

(2)	Hakim Pengawas harus menyampaikan 
surat keberatan kepada Kurator paling 
lambat 3 (liga) hari setelah surat keberatan 
diterima.

(3)	Kurator harus memberikan tanggapan 
kepada Hakim Pengawas paling lambat 
3 (liga) hari setelah menerima surat ke-
beratan.

(4)	Hakim Pengawas harus memberikan 
penetapan paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Pasal 78

(1)	Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim 
pengawas, dalam hal kuasa atau izin diper-
lukan, atau tidak diindahkannya ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 
dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya 
perbuatan yang dilakukan oleh Kurator 
terhadap pihak ketiga.

(2)	Sehubungan dengan perbuatan tersebut, 
Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap 
Debitor Pailit dan Kreditor.

Paragraf 3

Panitia Kreditor

Pasal 79

(1)	Dalam putusan pailit atau dengan pe-
netapan kemudian, Pengadilan dapat 
membentuk panitia kreditor sementara 
terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari 
Kreditor yang dikenal dengan maksud 
memberikan nasihat kepada Kurator.

(2)	Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan 
kepada orang lain semua pekerjaan yang 
berhubungan dengan tugas-tugasnya 
dalam panitia.

(3)	Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk 
menolak pengangkatannya, berhenti, atau 
meninggal, Pengadilan harus mengganti 
Kreditor tersebut dengan mengangkat 
seorang di antara 2 (dua) calon yang di-
usulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80

(1)	Setelah pencocokan utang selesai dilaku-
kan, Hakim Pengawas wajib menawarkan 
kepada Kreditor untuk membentuk panitia 
kreditor tetap.

(2)	Atas permintaan kreditor konkuren 
berdasarkan putusan kreditor konkuren 
dengan suara terbanyak biasa dalam rapat 
Kreditor, Hakim pengawas:
a.	 mengganti panitia kreditor sementara, 

apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk 
panitia kreditor sementara; atau

b.	 membentuk panitia kreditor, apabila 
dalam putusan pailit belum diangkat 
panitia kreditor.
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Pasal 81

(1)	Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta 
diperlihatkan semua buku, dokumen, dan 
surat mengenai kepailitan.

(2)	Kurator wajib memberikan kepada panitia 
kreditor semua keterangan yang dimintanya.

Pasal 82

Dalam hal diperlukan, Kurator dapat meng-
adakan rapat dengan panitia kreditor, untuk 
meminta nasihat.

Pasal 83

(1)	Sebelum mengajukan gugatan atau 
meneruskan perkara yang sedang ber-
langsung, ataupun menyanggah gugatan 
yang diajukan atau yang sedang berlang-
sung, Kurator wajib meminta pendapat 
panitia kreditor.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa 
tentang pencocokan piutang, tentang 
meneruskan atau tidak meneruskan 
perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 
Pasal38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 
106, Pasal ,107, Pasal 184 ayat (3), dan 
Pasal 186, tentang cara pemberesan dan 
penjualan harta pailit, dan tentang waktu 
maupun jumlah pembagian yang harus 
dilakukan.

(3)	Pendapat panitia kreditor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, 
apabila Kurator telah memanggil panitia 
kreditor untuk mengadakan rapat guna 
memberlkan pendapat, namun dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pe-
manggilan, panitia kreditor tidak mem-
berikan pendapat tersebut.

Pasal 84

(1)	Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia 
kreditor.

(2)	Dalam hal Kurator tidak menyetujui 
pendapat panitia kreditor maka Kurator 
dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberi-
tahukan hal itu kepada panitia Kreditor.

(3)	Dalam hal panitia kreditor tidak menye-
tujui pendapat Kurator, panitia kreditor 
dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pem-
beritahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim 
Pengawas.

(4)	Dalam hal panitia kreditor meminta pe-ne-
tapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib 
menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang 
direncanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4

Rapat Kreditor

Pasal 85
(1)	Dalam rapat Kreditor, Hakim pengawas 

bertindak sebagai ketua.
(2)	Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.

Pasal 86
(1)	Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, 

waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, 
yang harus diselenggarakan dalam jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
setelah tanggal putusan pailit diucapkan.

(2)	Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah 
putusan pernyataan pailit diterima oleh 
Hakim pengawas dan Kurator, Hakim 
Pengawas wajib menyampaikan kepada 
Kurator rencana penyelenggaraan rapat 
Kreditor pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(3)	Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) 
hari setelah putusan pernyataan pailit 
diterima oleh Kurator dan Hakim Peng-
awas, Kurator wajib memberitahukan pe-
nyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor 
yang dikenal dengan surat tercatat atau me-
lalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 
dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 87
(1)	Kecuali ditentukan dalam Undang-undang 

ini, segala putusan rapat Kreditor ditetap-
kan berdasarkan suara setuju sebesar lebih 
dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang 
dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa 
Kreditor yang hadir pada rapat yang ber-
sangkutan.
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(2)	Dalam hal Kreditor menghadiri rapat 
Kreditor dan tidak menggunakan hak 
suara, hak suaranya dihitung sebagai 
suara tidak setuju.

(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai peng-
hitungan jumlah hak suara Kreditor se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

(4)	Pengalihan piutang yang dilakukan dengan 
cara pemecahan piutang setelah putusan 
pernyataan pailit diucapkan, tidak melahir-
kan hak suara bagi kreditor baru.

(5)	Dalam hal pengalihan dilakukan secara 
keseluruhan setelah putusan pernyataan 
pailit diucapkan, Kreditor penerima peng-
alihan memperoleh hak suara Kreditor 
yang mengalihkan.

Pasal 88

Kreditor yang mempunyai hak suara adalah 
Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima 
dengan syarat, dan pembawa suatu piutang 
atas tunjuk yang telah dicocokkan.

Pasal 89

Kreditor yang telah memberitahukan kepada 
Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut 
telah mengangkat seorang kuasa atau yang 
pada suatu rapat telah mewakilkan kepada 
orang lain maka semua panggilan dan pem-
beritahuan wajib diajukan kepada kuasa 
tersebut kecuali apabila Kreditor meminta 
kepada Kurator untuk mengirimkan pang-
gilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor 
sendiri atau seorang kuasa lain.

Pasal 90

(1)	Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai 
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2)	Selain rapat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Hakim Pengawas dapat meng-
adakan rapat apabila dianggap perlu atau 
atas permintaan:
a.	 panitia kreditor; atau
b.	 paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang 

mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari 
semua piutang yang diakui atau diterima 
dengan syarat.

(3)	Hakim Pengawas wajib menentukan hari, 
tanggal, waktu, dan tempat rapat.

(4)	Kurator memanggil semua Kreditor yang 
mempunyai hak suara dengan surat ter-
catat atau melalui kurir; dan dengan iklan 
paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian 
sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).

(5)	Panggilan dengan surat tercatat atau me-
lalui kurir, dan dengan iklan dalam surat 
kabar harian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) memuat acara yang akan dibicara-
kan dalam rapat.

(6)	Hakim pengawas harus menetapkan teng-
gang waktu antara hari pemanggilan dan 
hari rapat.

Paragraf 5

Penetapan Hakim

Pasal 91

Semua penetapan mengenai pengurusan 
dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan 
oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, 
kecuali Undang-undang ini menentukan 
lain.

Pasal 92
Semua penetapan mengenai pengurusan 
dan/atau peniberesan harta pailit juga yang 
ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan 
terlebih dahulu, kecuali Undang-undang ini 
menentukan lain.

Bagian Keempat

Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan

Tugas Kurator

Pasal 93
(1)	Pengadilan dengan putusan pernyataan 

pailit atau setiap waktu setelah itu, atas 
usul Hakim Pengawas, permintaan Kura-
tor, atau atas permintaan seorang Kreditor 
atau lebih dan setelah mendengar Hakim 
Pengawas, dapat memerintahkan supaya 
Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan 
di Rumah Tahanan Negara maupun di 
rumahAya sendiri, di bawah pengawasan 
jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
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(2)	Perintah penahanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas

(3)	Masa penahanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak penahanan 
dilaksanakan.

(4)	Pada akhir tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim 
Pengawas atau atas permintaan Kura-
tor atau seorang Kreditor atau lebih dan 
setelah mendengar Hakim Pengawas, 
Pengadilan dapat memperpanjang masa 
penahanan setiap kali untuk jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(5)	Biaya penahanan dibebankan kepada 
harta pailit sebagai utang harta pailit.

Pasal 94

(1)	Pengadilan berwenang melepas Debitor 
Pailit dari tahanan atas usul Hakim peng-
awas atau atas permohonan Debitor Pailit, 
dengan jaminan uang dari pihak ketiga, 
bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan 
menghadap atas panggilan pertama.

(2)	Jumlah uang jaminan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Pengadilan dan apabila Debitor pailit 
tidak datang menghadap, uang jaminan 
tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Pasal 95

Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus 
dikabulkan, apabila permintaan tersebut di-
dasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit 
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 
110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 96

(1)	Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor 
Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkait-
an dengan harta pailit maka apabila Debi-
tor Pailit berada dalam tahanan, Debitor 
Pailit dapat diambil dari tempat tahanan 
tersebut atas perintah Hakim Pengawas.

(2)	Perintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh kejaksaan.

Pasal 97
Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh 
meninggalkan domisilinya tanpa izin dari 
Hakim Pengawas.

Pasal 98
Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus 
melaksanakan semua upaya untuk meng-
amankan harta pailit dan menyimpan semua 
surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan 
surat berharga lainnya dengan memberikan 
tanda terima.

Pasal 99
(1)	Kurator dapat meminta penyegelan harta 

pailit kepada Pengadilan, berdasarkan 
alasan untuk mengamankan harta pailit, 
melalui Hakim Pengawas.

(2)	Penyegelan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat 
harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 
2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya 
adalah wakil dari Pemerintah Daerah 
setempat.

Pasal 100
(1)	Kurator harus membuat pencatatan harta 

pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah 
menerima surat putusan pengangkatan-
nya sebagai Kurator.

(2)	Pencatatan harta pailit dapat dilakukan 
di bawah tangan oleh Kurator dengan 
persetujuan Hakim Pengawas.

(3)	Anggota panitia kreditor sementara ber-
hak menghadiri pembuatan pencatatan 
tersebut

Pasal 101
(1)	Benda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal98, harus dimasukkan dalam pen-
catatan harta pailit.

(2)	Benda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam 
daftar pertelaan yang dilampirkan pada 
pencatatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 100. 

Pasal 102
Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, 
Kurator harus membuat daftar yang me-
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nyatakan sifat, jumlah piutang dan utang 
harta pailit, nama dan tempat tinggal Kredi-
tor beserta jumlah piutang masing-masing 
Kreditor.

Pasal 103

Pencatatan harta pailit sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator 
diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk 
dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-
cuma.

Pasal 104

(1)	Berdasarkan persetujuan panitia kreditor 
sementara,Kurator dapat melanjutkan 
usaha Debitor yang dinyatakan pailit 
walaupun terhadap putusan pernyataan 
pailit tersebut diajukan kasasi atau pen-
injauan kembali.

(2)	Apabila dalam kepailitan tidak diangkat 
panitia kreditor, Kurator memerlukan 
izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).

Pasal 105

(1)	Kurator berwenang membuka surat dan 
telegram yang dialamatkan kepada Debitor 
Pailit.

(2)	Surat dan telegram yang tidak berkaitan 
dengan harta pailit, harus segera diserahkan 
kepada Debitor Pailit.

(3)	Perusahaan pengiriman surat dan telegram 
memberikan kepada Kurator, surat dan 
telegram yang dialamatkan kepada Debitor 
Pailit.

(4)	Semua surat pengaduan dan keberatan yang 
berkaitan dengan harta pailit ditujukan ke-
pada Kurator.

Pasal 106

Kurator berwenang menurut keadaan membagi 
jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim untuk 
biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya.

Pasal 107

(1)	Atas persetujuan Hakim pengawas, 
Kurator dapat mengalihkan harta pailit 

sejauh diperlukan untuk menutup biaya 
kepailitan atau apabila penahanannya 
akan mengakibatkan kerugian pada harta 
pailit, meskipun terhadap putusan pailit 
diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1).

Pasal 108
(1)	Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga 

lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri 
kecuali apabila oleh Hakim Pengawas di-
tentukan lain.

(2)	Uang tunai yang tidak diperlukan untuk 
pengurusan harta pailit, wajib disimpan 
oleh Kurator di bank untuk kepentingan 
harta pailit setelah mendapat izin Hakim 
Pengawas.

Pasal 109
Kurator setelah meminta saran dari panitia 
kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin 
Hakim Pengawas berwenang untuk meng-
adakan perdamaian guna nengakhiri suatu 
perkara yang sedang berjalan atau nencegah 
timbulnya suatu perkara.

Pasal 110
(1)	Debitor Pailit wajib menghadap Hakim 

pengawas, Kurator, atau panitia kreditor 
apabila dipanggil untuk memberikan ke-
terangan.

(2)	Dalam hal suami atau istri dinyatakan 
pailit, istri atau suami yang dinyatakan 
pailit wajib memberikan keterangan men-
genai semua perbuatan yang dilakukan 
oleh masing-masing terhadap harta ber-
sama.

Pasal 111
Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93, Pasal 94,pasal 95, Pasal 96, dan 
Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus 
badan hukum tersebut, dan ketentuan pasal 
110 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan 
komisaris,

Pasal 112
Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, 
Panitera wajib memberikan salinan dari surat 
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yang disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat 
oleh yang berkepentingan.

Bagian Kelima

Pencocokan Piutang

Pasal 113

(1)	Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim 
Pengawas harus menetapkan:
a.	 batas akhir pengajuan tagihan;
b.	 batas akhir verifikasi pajak untuk menen-

tukan besarnya  kewajiban pajak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan;

c.	 hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat 
Kreditor untuk mengadakan pencocokan 
piutang.

(2)	Tenggang waktu antara tanggal se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b paling singkat 14 (empat 
belas) hari.

Pasal 114

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah 
penetapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan 
tersebut kepada semua Kreditor yang alamat-
nya diketahui dengan surat dan mengumum-
kannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat 
kabar harian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (4)

Pasal 115

(1)	Semua Kreditor wajib menyerahkan pi-
utangnya masing-masing kepada Kurator 
disertai perhitungan atau keterangan ter-
tulis lainnya yang menunjukkan sifat dan 
jumlah piutang, disertai dengan surat bukti 
atau salinannya, dan suatu pernyataan ada 
atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu 
hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, 
hak tanggungan,hipotek, hak agunan atas 
kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan 
benda.

(2)	Atas penyerahan piutang sebagaimana 
dfmaksud pada ayat (1), Kreditor berhak 
meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Pasal 116

(1)	Kurator wajib:
a.	 mencocokkan perhitungan piutang yang 

diserahkan oleh Kreditor dengan catatan 
yang telah dibuat sebelumnya dan ke-
terangan Debitor Pailit; atau

b.	 berunding dengan Kreditor jika terdapat 
keberatan terhadap penagihan yang 
diterima.

(2)	kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berhak meminta kepada Kreditor agar 
memasukkan surat yang belum diserah-
kan termasuk memperlihatkan catatan 
dan surat bukti asli.

Pasal 117

Kurator wajib memasukkan piutang yang 
disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang 
yang sementara diakui, sedangkan piutang 
yang dibantah termasuk alasannya dimasuk-
kan ke dalam daftar tersendiri.

Pasal 118

(1)	Dalam daftar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 117, dlbubuhkan pula catatan 
terhadap setiap piutang apakah menu rut 
pendapat Kurator piutang yang bersang-
kutan diistimewakan atau dijamin dengan 
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 
hipotek, hak agunan atas kebendaan lain-
nya, atau hak untuk menahan benda bagi 
tagihan yang bersangkutan dapat dilak-
sanakan.

(2)	Apabila Kurator hanya membantah ada-
nya hak untuk didahulukan atau adanya 
hak untuk menahan benda; piutang yang 
bersangkutan harus dimasukkan dalam 
daftar piutang yang untuk sementara 
diakui berikut catatan Kurator tentang 
bantahan serta alasannya.

Pasal 119

Kurator wajib menyediakan di Kepanitera-
an Pengadilan salinan dan masing-masing 
daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pen-
cocokan piutang, dan setiap orang dapat 
melihatnya secara cuma-cuma.



	 71JURNAL HUKUM BISNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 120

Kurator wajib memberitahukan dengan 
surat tentang adanya daftar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor 
yang dikenal disertai panggilan untuk meng-
hadiri rapat pencocokan piutang dengan 
menyebutkan rencana perdamaian jika telah 
diserahkan oleh Debitor Pailit.

Pasal 121

(1)	Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam 
rapat pencocokan piutang, agar dapat 
memberikan keterangan yang diminta 
oleh Hakim Pengawas mengenai sebab 
musabab kepailitan dan keadaan harta 
pailit.

(2)	Kreditor dapat meminta keterangan dari 
Debitor Pailit mengenai hal-hal yang di-
kemukakan melalui Hakim Pengawas.

(3)	pertanyaan yang diajukan kepada Debitor 
Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, 
wajib dicatat dalam berita acara.

Pasal 122

Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu 
badan hukum, semua kewajiban sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan 
ayat (2) menjadi tanggungjawab pengurus 
badan hukum tersebut.

Pasal 123

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa1 121, Kreditor dapat menghadap sendiri 
atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 124

(1)	Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal.121, Hakim Pengawas membacakan 
daftar piutang yang diakui sementara dan 
daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.

(2)	Setiap Kreditor yang namanya tercantum 
dalam daftar piutang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat meminta agar 
Kurator memberikan keterangan mengenai 
tiap piutang dan penempatannya dalam 
daftar, atau dapat membantah kebenaran 
piutang, adanya hak untuk didahulukan, 
hak untuk menahan suatu benda, atau 
dapat menyetujui bantahan Kurator.

(3)	Kurator berhak menarik kembali peng-
akuan sementara atau bantahannya, atau 
menuntut supaya Kreditor menguatkan 
dengan sumpah kebenaran piutangnya 
yang tidak dibantah oleh Kurator atau 
oleh salah seorang Kreditor.

(4)	Dalam hal Kreditor asal telah mening-
gal dunia, para pengganti haknya wajib 
menerangkan di bawah sumpah bahwa 
mereka dengan itikad baik percaya pi-
utang itu ada dan belum dilunasi.

(5)	Dalam hal dianggap perlu untuk menunda 
rapat maka Hakim Pengawas menentukan 
rapat berikutnya yang diadakan dalam 
waktu 8 (delapan) hari setelah rapat di-
tunda, tanpa suatu panggilan.

Pasal 125

(1)	Pengucapan sumpah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) 
wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau 
wakilnya yang khusus dikuasakan untuk 
itu, baik pada rapat termaksud, maupun 
pada hari lain yang telah ditentukan oleh 
Hakim Pengawas.

(2)	Dalam hal Kreditor yang diperintahkan 
mengucapkan sumpah tidak hadir atau 
tidak diwakili dalam rapat maka panitera 
wajib memberitahukan kepada Kreditor 
adanya perintah mengucapkan sumpah 
dan hari yang ditentukan untuk peng-
ucapan sumpah tersebut.

(3)	Hakim Pengawas wajib memberikan surat 
keterangan kepada Kreditor mengenai 
sumpah yang telah diucapkannya, kecuali 
apabila sumpah tersebut diucapkan dalam 
rapat Kreditor maka harus dicatat dalam 
berita acara rapat yang bersangkutan.

Pasal 126

(1)	Piutang yang tidak dibantah wajib di-
pindahkan ke dalam daftar piutang yang 
diakui, yang dimasukkan dalam berita 
acara rapat.

(2)	Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk 
dan surat atas pengganti maka Kurator 
mencatat pengakuan pada surat yang ber-
sangkutan.
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(3)	Piutang yang oleh Kurator diperintahkan 
agar dikuatkan dengan sumpah, diterima 
dengan syarat, sampai saat diterima se-
cara pasti setelah sumpah diucapkan pada 
waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 125 ayat (1).

(4)	Berita acara rapat ditandatangani oleh 
Hakim Pengawas dan panitera pengganti.

(5)	Pengakuan suatu piutang yang dicatat 
dalam berita acara rapat mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dalam ke-
pailitan dan pembatalannya tidak dapat 
dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan 
alasan adanya penipuan.

Pasal 127

(1)	Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim 
Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua 
belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut 
telah diajukan ke pengadilan, Hakim Peng-
awas memerintahkan kepada kedua belah 
pihak untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut di pengadjlan.

(2)	Advokat yang mewakili para pihak harus 
advokat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7.

(3)	Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diperiksa secara sederhana.

(4)	Dalam hal Kreditor yang meminta pen-
cocokan piutangnya tidak menghadap 
pada sidang yang telah ditentukan maka 
yang bersangkutan dianggap telah men-
arik kembali permintaannya dan dalam 
hal pihak yang melakukan bantahan 
tidak datang menghadap maka yang ber-
sangkutan dianggap telah melepaskan 
bantahannya, dan hakim harus mengakui 
piutang yang bersangkutan.

(5)	Kreditor yang pada rapat pencocokan 
piutang tidak mengajukan bantahan, tidak 
diperbolehkan menggabungkan diri atau 
melakukan intervensi dalam perkara yang 
bersangkutan.

Pasal 128

(1)	Pemeriksaan terhadap bantahan yang 
diajukan oleh Kurator ditangguhkan demi 

hukum dengan disahkannya perdamaian 
dalam kepailitan, kecuali apabila surat-
surat perkara telah diserahkan kepada, 
hakim untuk diputuskan dengan keten-
tuan bahwa:
a.	 dalam hal piutang diterima maka piutang 

dianggap diakui dalam kepailitan.
b.	 biaya perkara menjadi tanggungan Debitor 

Pailit.

(2)	Debitor dapat rnengambil alih perkara 
yang ditangguhkan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) sebagai pengganti 
Kurator berdasarkan surat surat perkara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dengan diwakili oleh seorang advokat.

(3)	Selama pengambil alihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi maka 
pihak lawan berhak memanggil Debitor 
untuk mengambil alih perkara.

(4)	D a l a m  h a l  D e b i t o r  t i d a k 
menghadap,putusan tidak hadir dapat di-
jatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.

(5)	Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor 
peserta, setelah putusan pengesahan perdamaian 
dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum 
tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak 
hanya untuk memohon hakim memutus menge-
nai biaya perkara.

Pasal 129

Kreditor yang piutangnya dibantah tidak 
wajib mengajukan bukti yang lebih untuk 
menguatkan piutang tersebut daripada bukti 
yang seharusnya diajukan kepada Debitor 
Pailit.

Pasal 130

(1)	Dalam hal Kreditor yang piutangnya 
dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
ketidakhadiran Kreditor harus memberi-
tahukan dengan surat dinas mengenai 
bantahan yang telah diajukan.

(2)	Dalam hal Kreditor memperkarakan ban-
tahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kreditor tidak dapat menggunakan sebagai 
alasan tidak adanya pemberitahuan dalam 
perkara dimaksud.
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Pasal 131

(1)	Hakim Pengawas dapat menerima secara 
bersyarat piutang yang dibantah sampai 
dengan suatu jumlah yang ditetapkan 
olehnya.

(2)	Dalam hal yang dibantah adalah per-
ingkat piutang, Hakim Pengawas dapat 
mengakui peringkat tersebut dengan 
bersyarat.

Pasal 132

(1)	Debitor Pailit berhak membantah atas 
diterimanya suatu piutang baik seluruh-
nya maupun sebagian atau menibantah 
adanya peringkat piutang dengan menge-
mukakan alasan secara sederhana.

(2)	Bantahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat 
beserta alasannya.

(3)	Bantahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21) tidak menghalangi pengakuan 
piutang dalam kepailitan.

(4)	Bantahan yang tidak menyebutkan alasan 
atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap 
seluruh piutang tetapi tidak menyatakan 
dengan tegas bagian yang diakui atau bagian 
yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu 
bantahan.

Pasal 133

(1)	Piutang yang dimasukkan pada Kurator 
setelah lewat jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan 
syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) 
hari sebelum hari diadakannya rapat pen-
cocokan piutang, wajib dicocokkan apa-
bila ada permintaan yang diajukan dalam 
rapat dan tidak ada keberatan baik yang 
diajukan oleh Kurator maupun oleh salah 
seorang Kreditor yang hadir dalam rapat

(2)	Piutang yang diajukan setelah lewat jangka 
waktu yang ditentukan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.

(3)	Ketentuan jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku, apabila Kreditor berdomisili di-

luar wilayah Negara Republik Indonesia 
yang merupakan halangan untuk me-
laporkan diri lebih dahulu.

(4)	Dalam hal diajukannya keberatan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
dalam hal timbulnya perselisihan men-
genai ada atau tidak adanya halangan 
se-bagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Hakim Pengawas wajib mengambil ke-
putusan setelah meminta nasihat dari 
rapat.

Pasal 134

(1)	Terhadap bunga atas utang yang timbul 
setelah putusan pernyataan pailit diucap-
kan tidak dapat dilakukan pencocokan 
piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin 
dengan gadai jaminan fidusia, hak tang-
gungan, hipotek, atau hak agunan atas 
kebendaan lainnya.

(2)	Terhadap bunga yang dijamin dengan hak 
agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dilakukan pencocokan piutan, 
secara pro memori.

(3)	Apabila bunga yang bersangkutan tidak 
dapat dilunasi dengan hasil penjualan 
benda yang menjadi agunan, Kreditor 
yang bersangkutan tidak dapat melak-
sanakan haknya yang timbul dari pen-
cocokan piutang.

Pasal 135

Suatu piutang dengan syarat batal wajib di-
cocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan 
tidak mengurangi akibat syarat batal apabila 
syarat tersebut terpenuhi.

Pasal 136

(1)	Piutang dengan syarat tunda dapat dicocok-
kan untuk nilainya pada saat putusan per-
nyataan pailit diucapkan.

(2)	Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada 
kata sepakat mengenai cara pencocokan, 
piutangnya wajib diterima dengan syarat 
untuk seluruh jumlahnya.

Pasal 137

(1)	Piutang yang saat penagihannya belum 
jelas atau yang memberikan hak untuk 
memperoleh pembayaran secara berkala 
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wajib dicocokkan nilainya pada tanggal 
putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2)	Semua piutang yang dapat ditagih dalam 
waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan 
pernyataan pailit diucapkan, wajib diper-
lakukan sebagai piutang yang dapat ditagih 
pada tanggal tersebut.

(3)	Semua piutang yang dapat ditagih setelah 
lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan 
pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocok-
kan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun 
setelah tanggal putusan pernyataan pailit 
diucapkan.

(4)	Dalam melakukan perhitungan nilai pi-
utang sepagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3), wajib diperhatikan :
a.	 waktu dan cara pembayaran angsuran;
b.	 keuntungan yang mungkin diperoleh; 

dan
c.	 besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 138

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan 
gadai, jaminan fidusia, hak tandingan, hipo-
tek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau 
yang mempunyai hak yang diistimewakan atas 
suatu benda tertentu dalam harta pailit dan 
dapat membuktikan bahwa sebagian piutang 
tersebut kemungkinan tidak akan dapat di-
lunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi 
agunan, dapat meminta diberikan hak-hak 
yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian 
piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk 
didahulukan atas benda yang menjadi agunan 
atas piutangnya.

Pasal 139

(1)	Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, 
tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata 
uang Republik Indonesia atau sama sekali 
tidak ditetapkan dalam uang, wajib di-
cocokkan sesuai dengan nilai taksirannya 
dalam mata uang Republik Indonesia.

(2)	Penetapan nilai piutang dalam mata uang 
Republik Indonesia sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal 
putusan pernyataan pailit ditetapkan,

(3)	Penetapan nilai piutang ke dalam mata 
uang Republik Indonesia bagi piutang 
milik Kreditor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (1) dllakukan pada 
tanggal eksekusi dengan menggunakan 
Kurs Tengah Bank Indonesia.

Pasal 140

(1)	Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan 
dengan mencatatkan surat tersebut tanpa 
menyebutkan nama pembawa  atau dengan 
mencatatkannya atas nama pembawa.

(2)	Masing-masing piutang atas tunjuk yang 
dicocokkan tanpa menyebutkan nama 
pembawa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dianggap. sebagai piutang Kreditor 
tersendiri.

Pasal 141

(1)	Kreditor yang piutangnya dijamin oleh 
seorang, penanggung dapat mengajukan 
pencocokan, piutang setelah dikurangi 
dengan pembayaran yang telah diterima 
dari penanggung.

(2)	Penanggung berhak mengajukan pencoco-
kan sebesar bayaran yang telah dilakukan 
kepada Kreditor.

(3)	Selain hak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), penanggung dapat diterima 
secara bersyarat, dalam pencocokan atas 
suatu jumlah yang belum dibayar oleh 
penanggung dan tidak dicocokan oleh 
Kreditor.

Pasal 142

(1)	Dalam hal terdapat Debitor tanggung-
menanggung dan satu atau lebih Debitor 
dinyatakan pailit Kreditor dapat meng-
ajukan piutangnya kepada Debitor yang 
dinyatakan pailit atau kepada masing- 
masing Debitor yang dinyatakan pailit 
sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.

(2)	Setiap Debitor tanggung-menanggung 
yang mempunyai hak untuk menuntut 
penggantian dari harta pailit Debitor lain-
nya yang dinyatakan pailit dapat diterima 
secara bersyarat dalam pencocokan apa-
bila Kreditor tidak melakukan pencocokan 
sendiri.
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(3)	Dalam hal harta pailit seluruh Debitor 
tanggung-menanggung, melebihi 100% 
(seratus persen) dari tagihan, kelebihan-
nya dibagikan di antara Debitor tang-
gung-menanggung menurut hubungan 
hukum di antara mereka.

Pasal 143

(1)	Setelah berakhirnya pencocokan piutang, 
Kurator wajib memberikan laporan me-
ngenai keadaan harta pailit, dan selan-
jutnya kepada Kreditor wajib diberikan 
semua keterangan yang diminta oleh 
mereka.

(2)	Setelah berakhirnya rapat maka laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beserta berita acara rapat pencocokan 
piutang wajib disediakan di Kepaniteraan 
dan kantor Kurator.

(3)	Untuk mendapatkan salinan surat se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) di-
kenakan biaya.

(4)	Setelah berita acara rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, 
Kreditor, atau Debitor Pailit dapat me-
minta kepada Pengadilan supaya berita 
acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari 
dokumen mengenai kepailitan terdapat 
kekeliruan dalam berita acara rapat.

Bagian Keenam

Perdamaian

Pasal 144

Debitor Pailit berhak untuk menawarkan 
suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Pasal 145

(1)	Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana 
perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) 
hari sebelum rapat pencocokan piutang me-
nyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan 
agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh 
setiap orang yang berkepentingan, rencana 
perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan 
diambil keputusan segera setelah selesai-
nya pencocokan piutang, kecuali dalam hal 
yang ditentukan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 147.

(2)	Bersamaan dengan penyediaan rencana 
perdamaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka 
salinannya wajib dikirimkan kepada 
masing-masing anggota panitia kreditor 
sementara.

Pasal 146

Kurator dan panitia kreditor sementara 
masing-masing wajib memberikan pendapat 
tertulis tentang rencana perdamaian dalam 
rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 
145.

Pasal 147

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana 
perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa1 145, ditunda sampai rapat berikut yang 
tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas 
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ke-
mudian, dalam hal: 

a.	 Apabila dalam rapat diangkat panitia 
kreditor tetap yang tidak terdiri atas 
orang-orang yang sama seperti panitia 
kreditor sementara, sedangkan jumlah 
terbanyak Kreditor  menghendaki dari 
panitia kreditor tetap pendapat tertulis 
tentang perdamaian yang diusulkan 
tersebut; atau

b.	 Rencana perdamaian tidak disediakan di 
Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu 
yang ditentukan, sedangkan jumlah ter-
banyak Kreditor yang hadir menghendaki 
pengunduran rapat.

Pasal 148

Dalam hal pembicaraan dan pemungutan 
suara mengenai rencana perdamaian se-
bagaimana dimaksud dalam pasal 47 di-
tunda sampai rapat berikutnya, Kurator 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal rapat terakhir harus memberi-
tahukan kepada Kreditor yang diakui atau 
Kreditor yang untuk sementara diakui yang 
tidak hadir pada rapat pencocokan piutang 
dengan surat yang memuat secara ringkas 
isi rencana perdamaian tersebut.
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Pasal 149

(1)	Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 
tanggungan, hipotek, atau hak agunan 
atas kebendaan lainnya dan Kreditor 
yang diistimewakan, termasuk Kreditor 
yang mempunyai hak didahulukan yang 
dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara 
berkenaan dengan rencana perdamaian, 
kecuali apabila mereka telah melepaskan 
haknya untuk didahulukan demi kepen-
tingan harta pailit sebelum diadakannya 
pemungutan suara tentang rencana per-
damaian tersebut.

(2)	Dengan pelepasan hak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), mereka menjadi 
Kreditor konkuren, juga dalam hal per-
damaian tersebut tidak diterima.

Pasal 150

Debitor Pailit berhak memberikan ketera-
ngan mengenai rencana perdamaian dan 
membelanya serta berhak mengubah rencana 
perdamaian tersebut selama berlangsungnya 
perundingan.

Pasal 151

Rencana perdamaian diterima apabila di-
setujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 
1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren 
yang hadir dalam rapat dan yang haknya 
diakui atau yang untuk sementara diakui, 
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren 
yang diakui atau yang untuk sementara 
diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya 
yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 152

(1)	Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) 
jumlah Kreditor yang hadir pada rapat 
Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 
(satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor 
yang mempunyai hak suara menyetujui 
untuk menerima rencana perdamaian 
maka dalam jangka waktu paling lambat 
8 (delapan) hari setelah pemungutan suara 
pertama diadakan, diselenggarakan pe-
mungutan suara kedua, tanpa diperlukan 
pemanggilan.

(2)	Pada pemungutan suara kedua, Kreditor 
tidak terikat pada suara yang dikeluarkan 
pada pemungutan suara pertama.

Pasal 153

Perubahan yang terjadi kemudian, baik 
mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah 
piutang, tidak mempengaruhi sahnya pene-
rimaan atau penolakan perdamaian.

Pasal 154

(1)	Berita acara rapat wajib memuat:
a.	 isi perdamaian;
b.	 nama Kreditor yang hadir dan berhak 

mengeluarkan suara dan menghadap;
c.	 suara yang dikeluarkan;
d.	 hasil pemungutan suara; dan
e.	 segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

(2)	Berita acara rapat ditandatangani oleh 
Hakim Pengawas dan panitera pengganti.

(3)	Setiap orang yang berkepentingan dapat 
melihat dengan cuma-cuma berita acara 
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang disediakan paling lambat 7 (tu-
juh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat 
di Kepaniteraan Pengadilan.

(4)	Untuk memperoleh salinan berita acara 
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikenakan biaya.

Pasal 155

Kreditor yang telah mengeluarkan suara 
menyetujui rencana perdamaian atau 
Debitor Pailit, dapat meminta kepada 
Pengadilan pembetulan berita acara rapat 
dalam jangka waktu 8 (delapan) hari 
setelah tersedianya berita acara rapat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 
ayat (3), apabila dari dokumen mengenai 
rapat rencana perdamaian ternyata Hakim 
Pengawas secara keliru telah menganggap 
rencana perdamaian tersebut ditolak.

Pasal 156

(1)	Dalam hal rencana perdamaian diterima 
sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas 
menetapkan hari sidang Pengadilan yang 
akan memutuskan mengenai disahkan 
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atau tidaknya rencana perdamaian ter-
sebut.

(2)	Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 155, penetapan hari 
sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan 
Kurator wajib memberitahukan kepada 
Kreditor dengan surat mengenai penetapan 
hari sidang tersebut.

(3)	Sidang Pengadilan harus diadakan paling 
singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 
14 (empat belas) hari setelah diterimanya 
rencana perdamaian dalam rapat pemung-
utan suara atau setelah dikeluarkannya 
penetapan Pengadilan dalam hal terdapat 
kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 155.

Pasal 157

Selama sidang, Kreditor dapat menyampai-
kan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan 
yang menyebabkan mereka menghendaki 
ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

Pasal 158

(1)	Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas 
dalam sidang terbuka memberikan laporan 
tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik 
sendiri maupun kuasanya, dapat menjelas-
kan alasan-alasan yang menyebabkan ia 
menghendaki pengesahan atau penolakan 
perdamaian.

(2)	Debitor Pailit juga berhak mengemukakan 
alasan guna membela kepentingannya.

Pasal 159

(1)	Pada sidang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tu-
juh) hari setelah tanggal sidang tersebut, 
Pengadilan wajib memberikan penetapan 
disertai alasannya.

(2)	Pengadilan wajib menolak pengesahan 
perdamaian apabila:
a.	 harta Debitor, termasuk benda untuk 

mana dilaksanakan hak untuk menahan 
suatu benda, jauh lebih besar daripada 
jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

b.	 pelaksanaan perdamaian tidak cukup 
terjamin; dan/atau

c.	 perdamaian itu dicapai karena penipuan, 
atau persekongkolan dengan satu atau 
lebih Kreditor, atau karena pemakaian 
upaya lain yang tidak jujur dan tanpa 
menghiraukan apakah Debitor atau pihak 
lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Pasal 160

(1)	Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, 
baik Kreditor yang menyetujui rencana 
perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam 
waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal 
putusan Pengadilan diucapkan, dapat 
mengajukan kasasi.

(2)	Dalam hal pengesahan perdamaian dikabul-
kan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah 
tanggal pengesahan tersebut diucapkan, 
dapat diajukan kasasi oleh:
a.	 Kreditor yang menolak perdamaian atau 

yang tidak hadir pada saat diadakan pe-
mungutan suara;

b.	 Kreditor yang menyetujui perdamaian 
setelah mengetahui bahwa perdamaian 
tersebut dicapai berdasarkan alasan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 159 
ayat (2) huruf c.

Pasal 161

(1)	Kasasi atas putusan Pengadilan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 160 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Pasal 12, dan Pasal 13.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 158 kecuali ketentuan yang menyang-
kut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat 
(1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 162

Perdamaian yang disahkan berlaku bagi 
semua Kreditor yang tidak mempunyai 
hak untuk didahulukan, dengan tidak ada 
pengecualian, baik yang telah mengajukan 
diri dalam kepailitan maupun tidak.

Pasal 163

Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, 
Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan per-
damaian dalam kepailitan tersebut.
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Pasal 164

Putusan pengesahan perdamaian yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
merupakan alas hak yang dapat dijalankan 
terhadap Debitor dan semua orang yang 
menanggung pelaksanaan perdamaian se-
hubungan dengan piutang yang telah diakui, 
sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit 
sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana 
termuat dalam berita acara rapat pencocokan 
piutang.

Pasal 165

(1)	Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor 
tetap memiliki hak terhadap para penang-
gung dan sesama Debitor.

(2)	Hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga 
tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada 
suatu perdamaian.

Pasal 166

(1)	Dalam hal pengesahan perdamaian telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, 
kepailitan berakhir.

(2)	Kurator wajib mengumumkan perdamaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
Berita Negara Republik Indonesia dan 
paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(4).

Pasal 167

(1)	Setelah pengesahan perdamaian mem-
peroleh kekuatan hukum tetap, Kurator 
wajib melakukan pertanggungjawaban ke-
pada Debitor di hadapan Hakim Pengawas.

(2)	Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ke-
tentuan lain, Kurator wajib mengembalikan 
kepada Debitor semua benda, uang, buku, 
dan dokumen yang termasuk harta pailit 
dengan menerima tanda terima yang sah.

Pasal 168

(1)	Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor 
yang telah dicocokan berdasarkan hak 
istimewa yang diakui serta biaya kepailit-
an wajib diserahkan langsung kepada 
Kurator, kecuali apabila Debitor telah 
memberikan jaminan untuk itu.

(2)	Selama kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum terpenuhi, Kurator 
wajib menahan semua benda dan uang 
yang termasuk harta pailit.

(3)	Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari setelah tanggal putusan 
pengesahan perdamaian memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan Debitor tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Kurator wajib me-
lunasinya dan harta pailit yang tersedia.

(4)	Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan 
kepada masing-masing Kreditor berdasar-
kan hak istimewa, jika perlu ditetapkan 
oleh Hakim Pengawas.

Pasal 169

Apabila piutang yang hak istimewanya diakui 
dengan syarat, kewajiban sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 168 terbatas pad a pem-
berian jaminan, dan apabila pemberian jaminan 
tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanya wajib 
menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta 
pailit sebesar hak istimewa tersebut.

Pasal 170

(1)	Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu 
perdamaian yang telah disahkan apabila 
Debitor lalai memenuhi isi perdamaian 
tersebut.

(2)	Debitor wajib membuktikan bahwa per-
damaian telah dipenuhi.

(3)	Pengadilan berwenang memberikan 
kelonggaran kepada Debitor untuk 
memenuhi kewajibannya paling lama 30 
(tiga puluh) hari setelah putusan pem-
berian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib 
diajukan dan ditetapkan dengan cara yang 
sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 
13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 172

(1)	Dalam putusan pembatalan perdamaian 
diperintahkan supaya kepailitan dibuka 
kembali, dengan pengangkatan seorang 
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Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota 
panitia kreditor, apabila dalam kepailitan 
terdahulu ada suatu panitia seperti itu.

(2)	Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota 
panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sedapat mungkin diangkat dari mereka 
yang dahulu dalam kepailitan tersebut 
telah memangku jabatannya.

(3)	Kurator wajib memberitahukan dan meng-
umumkan putusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 173

(1)	Dalam hal kepailitan dibuka kembali 
maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, 
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-
pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ke-
tiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II 
Undang-Undang ini.

(2)	Demikian pula berlaku ketentuan men-
genai pencocokan piutang terbatas pada 
piutang yang belum dicocokkan.

(3)	Kreditor yang piutangnya telah dicocok-
kan, wajib dipanggil juga untuk menghad-
iri rapat pencocokan piutang dan berhak 
membantah piutang yang dimintakan 
penerimaannya.

Pasal 174

Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 
41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, apabila 
ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang 
dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara 
pengesahan perdamaian dan pembukaan 
kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit.

Pasal 175

(1)Setelah kepailitan dibuka kembali maka 
tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.

(2)Kurator wajib seketika memulai dengan 
pemberesan harta pailit.

Pasal 176

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta 
pailit dibagi di antara para Kreditor dengan 
cara:

a.	 jika Kreditor lama maupun Kreditor 
baru belum mendapat pembayaran, hasil 
penguangan harta pailit dibagi di antara 
mereka secara pro rata;

b.	 jika telah dilakukan pembayaran sebagian 
kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan 
Kreditor baru berhak menerima pem-
bayaran sesuai dengan prosentase yang 
telah disepakati dalam perdamaian;

c.	 Kreditor lama dan Kreditor baru berhak 
memperoleh pembayaran secara prorata 
atas sisa harta pailit setelah dikurangi 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
huruf b sampai dipenuhinya seluruh pi-
utang yang diakui;

d.	Kreditor lama yang telah memperoleh 
pembayaran tidak diwajibkan untuk 
mengembalikan pembayaran yang telah 
diterimanya.

Pasal 177

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 176 berlaku mutatis mutandis dalam 
hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit se-
dangkan pada saat itu yang bersangkutan 
belum memenuhi seluruh kewajiban dalam 
perdamaian.

Bagian Ketujuh

Pemberesan Harta Pailit

Pasal 178

(1)	Jika dalam rapat pencocokan piutang 
tidak ditawarkan rencana perdamaian, 
rencana perdamaian yang ditawarkan 
tidak diterima, atau pengesahan per-
damaian ditolak berdasarkan putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, demi hukum harta pailit berada 
dalam keadaan insolvensi.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apa-
bila sudah ada kepastian bahwa perusaha-
an Debitor pailit tidak akan dilanjutkan 
menurut pasal-pasal di bawah ini atau 
apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.

Pasal 179

(1)	Jika dalam rapat pencocokan piutang ti-
dak ditawarkan rencana perdamaian atau 
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jika rencana perdamaian yang ditawarkan 
tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang 
hadir dalam rapat dapat mengusulkan 
supaya perusahaan Debitor Pailit di-
lanjutkan.

(2)	Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan 
oleh Kreditor, panitia kreditor dan Kurator 
wajib memberikan pendapat mengenai 
usul tersebut.

(3)	Atas permintaan Kurator atau salah 
seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim 
pengawas menunda pembicaraan dan 
pengambilan keputusan atas usul ter-
sebut, sampai suatu rapat yang ditetap-
kan paling lambat 14 (empat belas) hari 
sesudahnya.

(4)	Kurator wajib segera memberitahu Kreditor 
yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan 
diadakannya rapat dengan surat yang memuat 
usul tersebut dan diingatkan tentang adanya 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
119.

(5)	Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), jika diperlukan dapat dilakukan 
pula pencocokan terhadap piutang yang 
dimasukkan sesudah berakhirnya teng-
gang waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan 
menurut ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 133.

(6)	Terhadap piutang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (5), Kurator wajib bertindak 
menurut ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, 
dan Pasal 119.

Pasal 180

(1)	Usul untuk melanjutkan perusahaan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat 
(1), wajib diterima apabila usul tersebut 
disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih 
dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang 
yang diakui dan diterima dengan semen-
tara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, 
jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek, 
atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

(2)	Dalam hal tidak ada panitia kreditor, ber-
laku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80.

(3)	Berita acara rapat harus memuat nama 
Kreditor yang hadir, suara yang dikeluar-
kan oleh masing-masing Kreditor, hasil 
pemungutan suara, dan segala sesuatu 
yang terjadi pada rapat tersebut.

(4)	Setiap orang yang berkepentingan dapat 
melihat dengan cuma-cuma berita acara 
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang disediakan paling lambat 7 (tu-
juh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat 
di Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 181
(1)	Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) 

hari setelah putusan penolakan pengesahan 
perdamaian memperoleh kekuatan hukum 
tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan 
usul kepada Hakim Pengawas untuk 
melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, 
Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu 
rapat paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah usul disampaikan kepada Hakim 
Pengawas.

(2)	Kurator wajib mengundang Kreditor 
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum 
rapat diadakan, dengan surat yang me-
nyebutkan usul yang diajukan tersebut 
dan dalam surat tersebut Kreditor wajib 
diingatkan ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 119.

(3)	Kurator harus mengiklankan panggilan 
yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) 
surat kabar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (4).

(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 179 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan 
Pasal 180 berlaku juga.

Pasal 182
Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya 
rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim 
Pengawas telah keliru menganggap usul 
tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau 
Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan 
untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul 
tersebut telah diterima atau ditolak.

Pasal 183
(1)	Atas permintaan Kreditor atau Kurator, 

Hakim Pengawas dapat memerintahkan 
supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
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(2)	Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, 
apabila ada, wajib didengar dan Kurator 
wajib pula didengar apabila usul tersebut 
tidak diajukan oleh Kurator.

(3)	Hakim Pengawas juga dapat mendengar 
Kreditor dan Debitor Pailit.

Pasal 184

(1)	Dengan tetap memperhatikan ketentuan 
Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai 
pemberesan dan menjual semua harta 
pailit tanpa perlu memperoleh perse-
tujuan atau bantuan Debitor apabila:
a.	 usul untuk mengurus perusahaan 

Debitor tidak diajukan dalam jangka 
waktu sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini, atau usul tersebut 
telah diajukan tetapi ditolak; atau

b.	 pengurusan terhadap perusahaan Debitor 
dihentikan.

(2)	Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat 
dilakukan penjualan benda yang ter-
masuk harta pailit, yang tidak diperlukan 
untuk meneruskan perusahaan.

(3)	Debitor Pailit dapat diberikan sekadar 
perabot rumah dan perlengkapannya, 
alat-alat medis yang dipergunakan untuk 
kesehatan, atau perabot kantor yang diten-
tukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 185

(1)	Semua benda harus dijual di muka umum 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan.

(2)	Dalam hal penjualan di muka umum se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ter-
capai maka penjualan di bawah tangan dapat 
dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

(3)	Semua bendayang tidak segera atau sama 
sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator 
yang memutuskan tindakan yang harus di-
lakukan terhadap benda tersebut dengan izin 
Hakim Pengawas.

(4)	Kurator berkewajiban membayar piutang 
Kreditor yang mempunyai hak untuk 
menahan suatu benda, sehingga benda 

itu masuk kembali dan menguntungkan 
harta pailit.

Pasal 186

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator 
dapat menggunakan Jasa Debitor Pailit dengan 
pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim 
Pengawas.

Pasal 187

(1)	Setelah harta pailit berada dalam keadaan 
insolvensi maka Hakim Pengawas dapat 
mengadakan suatu rapat Kreditor pada 
hari, jam, dan tempat yang ditentukan 
untuk mendengar mereka seperlunya me-
ngenai cara pemberesan harta pailit dan jika 
perlu mengadakan pencocokan piutang, 
yang dimasukkan setelah berakhirnya teng-
gang waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocok-
kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
133.

(2)	Terhadap piutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kurator wajib bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, 
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 
120.

(3)	Kurator wajib mengumumkan panggilan 
yang sama dalam surat kabar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(4)	Hakim Pengawas wajib menetapkan 
tenggang waktu paling singkat 14 (empat 
belas) hari antara hari pemanggilan dan 
hari rapat.

Pasal 188

Apabila Hakim Pengawas berpendapat ter-
dapat cukup uang tunai, Kurator diperintah-
kan untuk melakukan pembagian kepada 
Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

Pasal 189

(1)	Kurator wajib menyusun suatu daftar 
pembagian untuk dimintakan persetujuan 
kepada Hakim Pengawas.

(2)	Daftar pembagian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat rincian penerimaan 
dan pengeluaran termasuk didalamnya 
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upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang 
dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan 
bagian yang wajib diterimakan kepada 
Kreditor.

(3)	Kreditor konkuren harus diberikan bagian 
yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

(4)	Pembayaran kepada Kreditor:
a.	 yang mempunyai hak yang diistimewa-

kan, termasuk di dalamnya yang hak 
istimewanya dibantah; dan

b.	 pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 
tanggungan, hipotek, atau hak agunan 
atas kebendaan lainnya, sejauh mereka 
tidak dibayar menurut ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 
dapat dilakukan dari hasil penjualan 
benda terhadap mana mereka mempu-
nyai hak istimewa atau yang diagunkan 
kepada mereka.

(5)	Dalam hal hasil penjualan benda se-
bagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
mencukupi untuk membayar seluruh 
piutang Kreditor yang didahulukan maka 
untuk kekurangannya mereka berkedu-
dukan sebagai kreditor konkuren.

Pasal 190

Kreditor yang piutangnya diterima dengan 
bersyarat maka besarnya jumlah bagian 
Kreditor tersebut dalam daftar pembagian 
dihitung berdasarkan prosentase dari se-
luruh jumlah piutang.

Pasal 191

Semua biaya kepailitan dibebankan kepada 
setiap benda yang merupakan bagian harta 
pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah 
dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, 
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek 
atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Pasal 192

(1)	Daftar pembagian yang telah disetujui 
oleh Hakim Pengawas wajib disediakan 
di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat di-
lihat oleh Kreditor selama tenggang waktu 
yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas 
pada waktu daftar tersebut disetujui.

(2)	Penyediaan daftar pembagian dan teng-
gang waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam 
surat kabar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (4).

(3)	Tenggang waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan 
tanggal penyediaan daftar pembagian 
tersebut diumumkan dalam surat kabar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 193

(1)	Selama tenggang waktu sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor 
dapat melawan daftar pembagian tersebut 
dengan mengajukan surat keberatan di-
sertai alasan kepada Panitera Pengadilan, 
dengan menerima tanda bukti penerimaan.

(2)	Surat keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampirkan pada daftar 
pembagian.

Pasal 194

(1)	Dalam hal diajukan perlawanan maka 
segera setelah berakhirnya tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, 
Hakim Pengawas menetapkan hari untuk 
memeriksa perlawanan tersebut di sidang 
Pengadilan terbuka untuk umum.

(2)	Surat penetapan hari sidang yang dibuat 
oleh Hakim Pengawas, disediakan di Ke-
paniteraan Pengadilan agar dapat dilihat 
oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

(3)	Juru sita harus memberitahukan secara 
tertulis mengenai penyediaan tersebut 
kepada pelawan dan Kurator.

(4)	Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 
(tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang 
waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 
ayat (3).

(5)	Dalam sidang terbuka untuk umum se-
bagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim 
Pengawas memberi laporan tertulis, sedang-
kan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasa-
nya dapat mendukung atau membantah 
daftar pembagian tersebut dengan menge-
mukakan alasannya.
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(6)	Pada hari sidang pertama atau paling lama 
7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib 
memberikan putusan yang disertai dengan 
pertimbangan hukum yang cukup.

Pasal 195

(1)	Kreditor yang piutangnya belum dicocok-
kan dan Kreditor yang piutangnya telah 
dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat 
rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat 
mengajukan perlawanan dengan syarat pa-
ling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan 
perlawanan di sidang Pengadilan dengan 
ketentuan:
a.	 piutang atau bagian piutang yang belum 

dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
b.	 salinan surat piutang dan bukti peneri-

maan dari Kurator dilampirkan pada 
surat perlawanan;

c.	 dalam perlawanan tersebut diajukan 
pula permohonan untuk mencocokkan 
piutang atau bagian piutang tersebut.

(2)	Pencocokan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam sidang tersebut 
dengan cara yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-
pasal selanjutnya, dilakukan sebelum 
pemeriksaan perlawanan dimulai.

(3)	Dalam hal perlawanan hanya bermaksud 
agar piutang pelawan dicocokkan, dan tidak 
ada perlawanan yang diajukan oleh orang 
lain, biaya perlawanan harus dibebankan 
kepada Kreditor pelawan tersebut.

Pasal 196

(1)	Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator 
atau setiap Kreditor dapat mengajukan per-
mohonan kasasi.

(2)	Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

(3)	Untuk kepentingan pemeriksaan atas 
permohonan kasasi, Mahkamah Agung 
dapat memanggil Kurator atau Kreditor 
untuk didengar.

(4)	Karena lampaunya tenggang waktu se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 192, 
tanpa ada yang mengajukan perlawanan 
atau perlawanan telah diputus oleh Peng-
adilan maka daftar pembagian menjadi 
mengikat.

Pasal 197

Hakim Pengawas wajib memerintahkan pen-
coretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, 
atau jaminan fidusia yang membebani benda 
yang termasuk harta pailit, segera setelah 
daftar pembagian yang memuat pertanggung-
jawaban hasil penjualan benda yang dibebani, 
menjadi mengikat.

Pasal 198

(1)	Pembagian yang diperuntukkan bagi 
Kreditor yang piutangnya diakui semen-
tara, tidak diberikan selama belum ada 
putusan mengenai piutangnya yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)	Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempu-
nyai piutang atau piutangnya kurang dari 
uang yang diperuntukkan baginya, uang 
yang semula diperuntukkan baginya, baik 
seluruh atau sebagian, menjadi keuntung-
an Kreditor lainnya.

(3)	Jika bagian yang diperuntukkan bagi 
Kreditor yang hak untuk didahulukan 
dibantah, melebihi prosentase bagian 
yang wajib dibayarkan kepada kreditor 
konkuren, bagian tersebut untuk semen-
tara wajib dicadangkan sampai ada putus-
an mengenai hak untuk didahulukan.

Pasal 199

Dalam hal suatu benda yang di atasnya ter-
letak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan 
fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak 
agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah 
kepada Kreditor yang didahulukan tersebut 
diberikan pembagian menurut Pasal 189 
pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil 
penjualan benda tersebut akan dibayarkan 
kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak 
yang didahulukan setelah dikurangi jumlah 
yang telah diterima sebelumnya.
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Pasal 200

(1)	Kreditor yang karena kelalaiannya baru 
mencocokkan setelah dilakukan pem-
bagian, dapat diberikan pembayaran suatu 
jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang 
yang masih ada, seimbang dengan apa 
yang telah diterima oleh Kreditor lain yang 
diakui.

(2)	Dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk 
didahulukan, mereka kehilangan hak ter-
sebut terhadap hasil penjualan benda yang 
bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam 
suatu daftar pembagian yang lebih dahulu 
telah diperuntukkan bagi Kreditor lainnya 
secara mendahulukan.

Pasal 201

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk 
melihat daftar pembagian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal 
telah diajukan perlawanan setelah putusan 
perkara perlawanan tersebut diucapkan, 
Kurator wajib segera membayar pembagian 
yang sudah ditetapkan.

Pasal 202

(1)	Segera setelah kepada Kreditor yang telah 
dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh 
piutang mereka, atau segera setelah daftar 
pembagian penutup menjadi mengikat 
maka berakhirlah kepailitan, dengan 
tidak mengurangi berlakunya ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.

(2)	Kurator melakukan pengumuman meng-
enai berakhirnya kepailitan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia dan surat kabar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (4).

(3)	Kurator wajib memberikan pertanggung-
jawaban mengenai pengurusan dan pem-
beresan yang telah dilakukannya kepada 
Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga 
puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

(4)	Semua buku dan dokumen mengenai 
harta pailit yang ada pada Kurator wajib 
diserahkan kepada Debitor dengan tanda 
bukti penerimaan yang sah.

Pasal 203

Dalam hal sesudah diadakan pembagian 
penutup, ada pembagian yang tadinya 
dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta 
pailit, atau apabila ternyata masih terdapat 
bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan 
pemberesan tidak diketahui maka atas per-
intah Pengadilan, Kurator membereskan dan 
membaginya berdasarkan daftar pembagian 
yang dahulu.

Bagian Kedelapan

Keadaan Hukum Debitor Setelah             
Berakhirnya Pemberesan

Pasal 204

Setelah daftar pembagian penutup menjadi 
mengikat maka Kreditor memperoleh kembali 
hak eksekusi terhadap harta Debitor men-
genai piutang mereka yang belum dibayar.

Pasal 205

(1)	Pengakuan suatu piutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) mem-
punyai kekuatan hukum tetap terhadap 
Debitor seperti suatu putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.

(2)	Ikhtisar berita acara rapat pencocokan pi-
utang yang dibuat dalam bentuk putusan 
yang dapat dilaksanakan, merupakan alas 
hak yang dapat dilaksanakan terhadap 
Debitor mengenai piutang yang diakui.

Pasal 206

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 205 tidak berlaku, sejauh piutang yang 
bersangkutan dibantah oleh Debitor Pailit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Bagian Kesembilan

Kepailitan Harta Pcninggalan

Pasal 207

Harta kekayaan orang yang meninggal harus 
dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila 
dua atau lebih Kreditor mengajukan per-
mohonan untuk itu dan secara singkat dapat 
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membuktikan bahwa:

a.	 utang orang yang meninggal, semasa 
hidupnya tidak dibayar lunas; atau

b.	 Pada saat meninggalnya orang tersebut, 
harta peninggalannya tidak cukup untuk 
membayar utangnya.

Pasal 208

(1)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat 
tinggal terakhir Debitor yang meninggal.

(2)	Ahli waris harus dipanggil untuk didengar 
mengenai permohonan tersebut dengan 
surat juru sita.

(3)	Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal 
terakhir Debitor yang meninggal, tanpa ke-
harusan menyebutkan nama masing-masing 
ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.

Pasal 209

Putusan pernyataan pailit berakibat demi 
hukum dipisahkannya harta kekayaan orang 
yang meninggal dari harta kekayaan ahli 
warisnya.

Pasal 210

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan 
kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan 
puluh) hari setelah Debitor meninggal.

Pasal 211

Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan 
Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan 
harta peninggalan, kecuali apabila warisannya 
telah diterima oleh ahli waris secara murni.

Bagian Kesepuluh

Ketentuan-ketentuan Hukum

Internasional

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan 
pailit diucapkan, mengambil pelunasan se-
luruh atau sebagian piutangnya dari benda 

yang termasuk harta pailit yang terletak di 
luarwilayah Negara Republik Indonesia, yang 
tidak diperikatkan kepadanya dengan hak 
untuk didahulukan wajib mengganti kepada 
harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

(1)	Kreditor yang memindahkan seluruh atau 
sebagian piutangnya terhadap Debitor 
Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud 
supaya pihak ketiga mengambil pelunasan 
secara didahulukan dari pada orang lain 
atas seluruh atau sebagian piutangnya 
dan benda yang termasuk harta pailit yang 
terletak di luar wilayah Negara Republik 
Indonesia, wajib mengganti kepada harta 
pailit apa yang diperolehnya.

(2)	Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya 
maka setiap pemindahan piutang wajib 
dianggap telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), apabila pemindahan tersebut 
dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor 
tersebut mengetahui bahwa pernyataan 
pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

(1)	Setiap orang yang memindahkan seluruh 
atau sebagian piutang atau utangnya 
kepada pihak ketiga, yang karena itu 
mendapat kesempatan untuk melakukan 
perjumpaan utang di luar wilayah Negara 
Republik Indonesia yang tidak diper-
bolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib 
mengganti kepada harta pailit.

(2)	Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga 
terhadap hal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

Bagian Kesebelas

Rehabilitasi

Pasal 215

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan 
Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya 
berhak mengajukan permohonan rehabilitasi 
kepada Pengadilan yang telah mengucapkan 
putusan pernyataan pailit.
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Pasal 216
Permohonan rehabilitasi baik Debitor mau-
pun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, 
kecuali apabila pada surat permohonan 
tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan 
bahwa semua Kreditor yang diakui sudah 
memperoleh pembayaran secara memuaskan.

Pasal 217
Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal216 harus diumumkan paling 
sedikitdalam 2 (dua) surat kabar harian yang 
ditunjuk oleh Pengadilan.

Pasal 218
(1)	Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) 

hari setelah permohonan rehabilitasi 
diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) 
surat kabar harian, setiap Kreditor yang 
diakui dapat mengajukan keberatan ter-
hadap permohonan tersebut, dengan me-
masukkan surat keberatan disertai alasan 
di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera 
harus memberi tanda penerimaan.

(2)	Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat diajukan apabila per-
syaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 216 tidak dipenuhi.

Pasal 219
Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya 
keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau 
menolak permohonan tersebut.

Pasal 220
Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 219 tidak terbuka 
upaya hukum apapun.

Pasal 221
Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
dan harus dicatat dalam daftar umum se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB III
PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG

Bagian Kesatu

Pemberian Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dan Akibatnya

Pasal 222

(1)	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
diajukan oleh Debitor yang mempunyai 
lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh 
Kreditor.

(2)	Debitor yang tidak dapat atau mem-
perkirakan tidak akan dapat melanjutkan 
membayar utang-utangnya yang sudah 
jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 
memohon penundaan kewajiban pem-
bayaran utang, dengan maksud untuk 
mengajukan rencana perdamaian yang 
meliputi tawaran pembayaran sebagian 
atau seluruh utang kepada Kreditor.

(3)	Kreditor yang memperkirakan bahwa 
Debitor tidak dapat melanjutkan mem-
bayar utangnya yang sudah jatuh waktu 
dan dapat ditagih, dapat memohon 
agar kepada Debitor diberi penundaan 
kewajiban pembayaran utang, untuk 
memungkinkan Debitor mengajukan ren-
cana perdamaian yang meliputi tawaran 
pembayaran sebagian atau seluruh utang 
kepada Kreditornya.

Pasal 223

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusaha-
an Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Per-
usahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan 
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 
di bidang kepentingan publik maka yang 
dapat mengajukan permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran utang adalah lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 224

(1)	Permohonan penundaan kewajiban pem-
bayaran utang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 222 harus diajukan kepada 
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, dengan ditandatangani oleh 
pemohon dan oleh advokatnya.



	 87JURNAL HUKUM BISNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(2)	Dalam hal pemohon adalah Debitor, 
permohonan penundaan kewajiban pem-
bayaran utang harus disertai daftar yang 
memuat sifat, jumlah piutang, dan utang 
Debitor beserta surat bukti secukupnya.

(3)	Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Peng-
adilan wajib memanggil Debitor melalui 
juru sita dengan surat kilat tercatat paling 
lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.

(4)	Pada sidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang 
memuat sifat, jumlah piutang, dan utang 
Debitor beserta surat bukti secukupnya 
dan, bila ada, rencana perdamaian.

(5)	Pada surat permohonan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dapat dilampirkan 
rencana perdamaian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 222.

(6)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis 
sebagai tata cara pengajuan permohonan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 225

(1)	Surat permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 224 ayat (1) berikut lampiran-
nya, bila ada, harus disediakan di Kepani-
teraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh 
setiap orang dengan cuma-cuma.

(2)	Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, 
Pengadilandalam waktu paling lambat 3 
(tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya 
surat permohonan sebagaimana dimaksud 
delam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara dan harus menunjuk seorang 
Hakim Pengawas dari hakim pengadilan 
serta mengangkat 1 (satu) atau lebih peng-
urus yang bersama dengan Debitor meng-
urus harta Debitor.

(3)	Dalam hal permohonan diajukan oleh 
Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling 
lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 
didaftarkannya surat permohonan, harus 
mengabulkan permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang sementara 
dan harus menunjuk Hakim Pengawas 
dari hakim pengadilan serta mengangkat 
1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama 
dengan Debitor mengurus harta Debitor.

(4)	Segera setelah putusan penundaan ke-
wajiban pembayaran utang sementara 
diucapkan, Pengadilan melalui pengurus 
wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang 
dikenal dengan surat tercatat atau melalui 
kurir, untuk menghadap dalam sidang yang 
diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 
(empat puluh lima) terhitung sejak putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara diucapkan.

(5)	Dalam hal Debitor tidak hadir dalam si-
dang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) penundaan kewajiban pembayaran 
utang sementara berakhir dan Pengadilan 
wajib menyatakan Debitor Pailit dalam 
sidang yang sama. 

Pasal 226

(1)	Pengurus wajib segera mengumumkan 
putusan penundaan kewajiban pem-
bayaran utang sementara dalam Berita 
Negara Republik Indonesia dan paling 
sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian 
yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan 
pengumuman tersebut juga harus memuat 
undangan untuk hadir pada persidangan 
yang merupakan rapat permusyawaratan 
hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu 
sidang tersebut, nama Hakim Pengawas 
dan nama serta alamat pengurus.

(2)	Apabila pede waktu penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara diucapkan 
sudah diajukan rencana perdamaian oleh 
Debitor, hal ini harus disebutkan dalam 
pengumuman tersebut, den pengumuman 
tersebut harus dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari 
sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Pasal 227

Penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara berlaku sejak tanggal putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
tersebut diucapkan den berlangsung sam-
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pai dengan tanggal sidang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diseleng-
garakan.

Pasal 228

(1)	Pada hari sidang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus 
mendengar Debitor, Hakim Pengawas, peng-
urus den Kreditor yang hadir, wakilnya, atau 
kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat 
kuasa.

(2)	Dalam sidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk 
hadir walaupun yang bersangkutan tidak 
menerima panggilan untuk itu.

(3)	Apabila rencana perdamaian dilampirkan 
pada permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau 
telah disampaikan oleh Debitor sebelum 
sidang maka pemungutan suara tentang 
rencana perdamaian dapat dilakukan, jika 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 267 telah dipenuhi.

(4)	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika 
Kreditor belum dapat memberikan suara 
mereka mengenai rencana perdamaian, 
atas permintaan Debitor, Kreditor harus 
menentukan pemberian atau penolakan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
tetap dengan maksud untuk memung-
kinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor 
untuk mempertimbangkan dan menye-
tujui rencana perdamaian pada rapat atau 
sidang yang diadakan selanjutnya.

(5)	Dalam hal penundaan kewajiban pem-
bayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan 
oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dalam jangka waktu se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat 
(4), Debitor dinyatakan pailit.

(6)	Apabila penundaan kewajiban pem-
bayaran utang tetap sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) disetujui, penundaan 
tersebut berikut perpanjangannya tidak 
boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) 
hari setelah putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara diucapkan.

Pasal 229

(1)	Pemberian penundaan kewajiban pem-
bayaran utang tetap berikut perpanjangan-
nya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
a.	 persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) 

jumlah kreditor konkuren yang haknya 
diakui atau sementara diakui yang hadir 
dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua 
pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang 
diakui atau yang sementara diakui dari 
kreditor konkuren atau kuasanya yang 
hadir dalam sidang tersebut; dan

b.	 persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) 
jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin 
dengan gadai, jaminan fidusia, hak tang-
gungan, hipotik, atau hak agunan atas 
kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili 
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari 
seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya 
yang hadir dalam sidang tersebut.

(2)	Perselisihan yang timbul antara pengurus 
dan kreditor konkuren tentang hak suara 
Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.

(3)	Apabila permohonan pernyataan pailit 
dan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran utang diperiksa pada saat 
yang bersamaan, permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran utang harus di-
putuskan terlebih dahulu.

(4)	Permohonan penundaan kewajiban 
p e m b a y a r a n  u t a n g  y a n g  d i a j u k a n 
setelah adanya permohonan pernyataan 
pailit yang diajukan terhadap Debitor, 
agar dapat diputus terlebih dahulu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
wajib diajukan pada sidang pertama 
pemeriksaan permohonan pernyataan 
pailit.

Pasal 230

(1)	Apabila jangka waktu penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara berakhir, 
karena Kreditor tidak menyetujui pemberian 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
tetap atau perpanjangannya sudah diberi-
kan, tetapi sampai dengan batas waktu se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) 
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belum tercapai persetujuan terhadap rencana 
perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya 
waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu 
melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan 
yang harus menyatakan Debitor Pailit paling 
lambat pada hari berikutnya.

(2)	Pengurus wajib mengumumkan hal se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
surat kabar harian di mana permohonan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara diumumkan berdasarkan Pasal 
226.

Pasal 231

(1)	Pengadilan harus mengangkat panitia 
kreditor apabila:
a.	 permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang meliputi utang yang 
bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau

b.	 pengangkatan tersebut dikehendaki oleh 
Kreditor yang mewakili paling sedikit 
1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh 
tagihan yang diakui.

(2)	Pengurus dalam menjalankan tugasnya 
wajib meminta dan mempertimbangkan 
saran panitia kreditor.

Pasal 232

(1)	Panitera Pengadilan wajib mengada-
kan daftar umum perkara penundaan 
kewajiban pembayaran utang dengan 
mencantumkan untuk setiap penundaan 
kewajiban pembayaran utang:
a.	 tanggal putusan penundaan kewajiban 

pembayaran utang sementara dan tanggal 
putusan penundaan kewajiban pembayaran 
utang tetap berikut perpanjangannya;

b.	 kutipan putusan Pengadilan yang 
menetapkan penundaan kewajiban pem-
bayaran utang sementara maupun yang 
tetap dan perpanjangannya;

c.	 nama Hakim Pengawas dan Pengurus 
yang diangkat;

d.	 ringkasan isi perdamaian dan pengesah-
an perdamaian tersebut oleh Pengadilan; 
dan

e.	 pengakhiran perdamaian.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk 

dan isi daftar umum perkara penundaan 

kewajiban pembayaran utang tersebut 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(3)	Panitera Pengadilan wajib menyediakan 
daftar umum perkara penundaan kewa-
jiban pembayaran utang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) untuk dapat dilihat 
oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pasal 233

(1)	Apabila diminta oleh pengurus, Hakim 
Pengawas dapat mendengar saksi atau 
memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk 
menjelaskan keadaan yang menyangkut 
penundaan kewajiban pembayaran utang, 
dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan 
ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.

(2)	Dalam hal saksi tidak hadiratau menolak 
untuk mengangkat sumpah atau memberi 
keterangan, berlaku ketentuan Hukum 
Acara Perdata.

(3)	Istri atau suami, bekas istri atau suami, 
dan keluarga sedarah menurut keturunan 
lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor 
dapat menggunakan hak mereka untuk 
dibebaskan dari kewajiban memberi kes-
aksian.

Pasal 234

(1)	Pengurus yang diangkat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus 
independen dan tidak memiliki benturan 
kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.

(2)	Pengurus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang terbukti tidak independen 
dikenakan sanksi pidana dan/atau per-
data sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3)	Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), adalah:
a.	 orang perseorangan yang berdomisili 

di wilayah Negara Republik Indonesia, 
yang memiliki keahlian khusus yang 
dibutuhkan dalam rangka mengurus 
harta Debitor; dan

b.	 terdaftar pada kementerian yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
hukum dan peraturan perundang-undangan.
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(4)	Pengurus bertanggung jawab terhadap 
kesalahan atau kelalaiannya dalam 
melaksanakan tugas pengurusan yang 
menyebabkan kerugian terhadap harta 
Debitor.

(5)	Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan 
oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang 
ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang hukum 
dan peraturan perundang-undangan setelah 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
berakhir dan harusdibayar lebih dahulu dari 
harta Debitor.

Pasal 235

(1)	Terhadap putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang tidak dapat diajukan 
upaya hukum apapun.

(2)	Putusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diumumkan dengan cara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.

Pasal 236

(1)	Apabila diangkat lebih dari satu peng-
urus, untuk melakukan tindakan yang 
sah dan mengikat, pengurus memerlukan 
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah pengurus.

(2)	Apabila suara setuju dan tidak setuju sama 
banyaknya, tindakan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus memperoleh 
persetujuan Hakim Pengawas.

(3)	Pengadilan setiap waktu dapat mengabul-
kan usul penggantian pengurus, setelah 
memanggil dan mendengar pengurus, 
dan mengangkat pengurus lain dan atau 
mengangkat pengurus tambahan ber-
dasarkan:
a.	 usul Hakim Pengawas;
b.	 permohonan Kreditor dan permohonan 

tersebut hanya dapat diajukan apabila 
didasarkan atas persetujuan lebih dari 
1/2 (satu perdua)jumlah Kreditoryang 
hadir dalam rapat Kreditor;

c.	 permohonan pengurus sendiri; atau
e.	 permohonan pengurus lainnya, jika ada.

Pasal 237

(1)	Dalam putusan yang mengabulkan 

penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara Pengadilan dapat memasukkan 
ketentuan yang dianggap perlu untuk 
kepentingan Kreditor;

(2)	Hakim Pengawas dapat juga melakukan 
hal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) setiap waktu selama berlangsungnya 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
tetap, berdasarkan :

	 a.	 prakarsa Hakim Pengawas;

	 b.	 permintaan pengurus; atau

	 c.	 permintaan satu atau lebih Kreditor.

Pasal 238

(1)	Jika penundaan kewajiban pembayaran 
utang telah dikabulkan, Hakim Peng-
awas dapat mengangkat satu atau lebih 
ahli untuk melakukan pemeriksaan dan 
menyusun laporan tentang keadaan harta 
Debitor dalam jangka waktu tertentu 
berikut perpanjangannya yang ditetapkan 
oleh Hakim Pengawas.

(2)	Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memuat pendapat yang 
disertai dengan alasan lengkap tentang 
keadaan harta Debitor dan dokumen 
yang telah diserahkan oleh Debitor serta 
tingkat kesanggupan atau kemampuan 
Debitor untuk memenuhi kewajibannya 
kepada Kreditor, dan laporan tersebut 
harus sedapat mungkin menunjukkan 
tindakan yang harus diambil untuk dapat 
memenuhi tuntutan Kreditor.

(3)	Laporan ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), harus disediakan oleh ahli 
tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar 
dapat dilihat oleh setiap orang dengan 
cuma-cuma dan penyediaan laporan ter-
sebut tanpa dipungut biaya.

(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis 
bagi para ahli.

Pasal 239

(1)	Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
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diucapkan pengurus wajib melaporkan 
keadaan harta Debitor, dan laporan ter-
sebut harus disediakan pula di Kepani-
teraan Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 238 ayat (3).

(2)	Jangka waktu pelaporan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 
oleh Hakim Pengawas.

Pasal 240

(1)	Selama penundaan kewajiban pem-
bayaran utang Debitor tanpa persetujuan 
pengurus tidak dapat melakukan tindak-
an kepengurusan atau kepemilikan atas 
seluruh atau sebagian hartanya.

(2)	Jika Debitor melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), peng-
urus berhak untuk melakukan segala 
sesuatu yang diperlukan untuk memas-
tikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan 
karena tindakan Debitor tersebut.

(3)	Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa 
mendapatkan persetujuan dari peng-
urus yang timbul setelah dimulainya 
penundaan kewajiban pembayaran utang, 
hanya dapat dibebankan kepada harta 
Debitor sejauh hal itu menguntungkan 
harta Debitor.

(4)	Atas dasar persetujuan yang diberikan 
oleh pengurus, Debitor dapat melakukan 
pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam 
rangka meningkatkan nilai harta Debitor.

(5)	Apabila dalam melakukan pinjaman se-
bagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu 
diberikan agunan, Debitor dapat mem-
bebani hartanya dengan gadai, jaminan 
fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau 
hak agunan atas kebendaan lainnya, se-
jauh pinjaman tersebut telah memperoleh 
persetujuan Hakim Pengawas.

(6)	Pembebanan harta Debitor dengan gadai, 
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, 
atau hak agunan atas kebendaan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
hanya dapat dilakukan terhadap bagian 
harta Debitor yang belum dijadikan jaminan 
utang.

Pasal 241

Apabila Debitor telah menikah dalam per-
satuan harta, harta Debitor mencakup semua 
aktiva dan pasiva persatuan.

Pasal 242

(1)	Selama berlangsungnya penundaan 
kewajiban pembayaran utang, Debitor 
tidak dapat dipaksa membayar utang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 
dan semua tindakan eksekusi yang telah 
dimulai untuk memperoleh pelunasan 
utang, harus ditangguhkan.

(2)	Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih 
awal oleh Pengadilan berdasarkan per-
mintaan pengurus, semua sita yang telah 
diletakkan gugur dan dalam hal Debitor 
disandera, Debitor harus dilepaskan segera 
setelah diucapkan putusan penundaan 
kewajiban pembayaran utang tetap atau 
setelah putusan pengesahan perdamaian 
memperoleh kekuatan hukum tetap, dan 
atas permintaan pengurus atau Hakim 
Pengawas, jika masih diperlukan, Peng-
adilan wajib mengangkat sita yang telah 
diletakkan atas benda yang termasuk harta 
Debitor.

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula 
terhadap eksekusi dan sita yang telah 
dimulai atas benda yang tidak dibebani, 
sekalipun eksekusi dan sita tersebut 
berkenaan dengan tagihan Kreditor yang 
dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, 
hak tanggungan, hipotek, hak agunan 
atas kebendaan lainnya, atau dengan 
hak yang harus diistimewakan berkaitan 
dengan kekayaan tertentu berdasarkan 
undang-undang.

Pasal 243

(1)	Penundaan kewajiban pembayaran utang 
tidak menghentikan berjalannya perkara 
yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau 
menghalangi diajukannya perkara baru.

(2)	Dalam hal perkara sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) mengenai gugatan 
pembayaran suatu piutang yang sudah 
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diakui Debitor, sedangkan penggugat 
tidak mempunyai kepentingan untuk 
memperoleh suatu putusan untuk melak-
sanakan hak terhadap pihak ketiga, 
setelah dicatatnya pengakuan tersebut, 
hakim dapat menangguhkan putusan 
sampai berakhirnya penundaan ke-
wajiban pembayaran utang.

(3)	Debitor tidak dapat menjadi penggugat 
atau tergugat dalam perkara mengenai 
hak atau kewajiban yang menyangkut 
harta kekayaannya tanpa persetujuan 
pengurus.

Pasal 244
Dengan tetap memperhatikan ketentuan 
Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran 
utang tidak berlaku terhadap:
a.	 tagihan yang dijamin dengan gadai, 

jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, 
atau hak agunan atas kebendaan lainnya;

b.	 tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, 
atau pendidikan yang sudah harus dibayar 
dan Hakim Pengawas harus menentukan 
jumlah tagihan yang sudah ada dan belum 
dibayar sebelum penundaan kewajiban 
pembayaran utang yang bukan merupakan 
tagihan dengan hak untuk diistimewakan; 
dan

c.	 tagihan yang diistimewakan terhadap 
benda tertentu milik Debitor maupun 
terhadap seluruh harta Debitor yang tidak 
tercakup pada ayat (1) huruf b.

Pasal 245

Pembayaran semua utang, selain yang seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah 
ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban 
pembayaran utang selama berlangsungnya 
penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak 
boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang 
tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, 
menurut perimbangan piutang masing-masing, 
tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

Pasal 246

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku 
mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak 

Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, 
dengan ketentuan bahwa penangguhan 
berlaku selama berlangsungnya penundaan 
kewajiban pembayaran utang.

Pasal 247

(1)	Orang yang mempunyai utang kepada 
Debitor atau piutang terhadap Debitor 
tersebut, dapat memperjumpakan utang 
piutang dimaksud, dengan syarat utang 
piutang tersebut atau perbuatan hukum 
yang menimbulkan utang piutang di-
maksud telah terjadi sebelum penundaan 
kewajiban pembayaran utang.

(2)	Piutang terhadap Debitor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 274 dan Pasal 275.

Pasal 248

(1)	Orang yang mengambil alih dari pihak 
ketiga utang kepada Debitor atau piutang 
terhadap Debitor dari pihak ketiga sebe-
lum penundaan kewajiban pembayaran 
utang, tidak dapat melakukan perjump-
aan utang apabila dalam pengambilalihan 
utang piutang tersebut ia tidak beritikad 
baik.

(2)	Piutang atau utang yang diambil alih 
setelah dimulainya penundaan kewajiban 
pembayaran utang, tidak dapat diper-
jumpakan.

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku bagi per-
jumpaan utang yang diatur dalam Pasal 
ini.

Pasal 249

(1)	Dalam hal pad a saat putusan penundaan 
kewajiban pembayaran utang diucapkan 
terdapat perjanjian timbal balik yang belum 
atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang 
mengadakan perjanjian dengan Debitor 
dapat meminta kepada pengurus untuk 
memberikan kepastian tentang kelanjutan 
pelaksanaan perjanjian tersebut dalam 
jangka waktuyang disepakati oleh pengurus 
dan pihak tersebut.
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(2)	Dalam hal tidak tercapai kesepakatan 
mengenai jangka waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Hakim Pengawas 
menetapkan jangka waktu tersebut.

(3)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) peng-
urus tidak memberikan jawaban atau 
tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan 
perjanjian tersebut, perjanjian berakhir 
dan pihak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai 
Kreditor konkuren.

(4)	Apabila pengurus menyatakan kesanggupan-
nya, pengurus memberikan jaminan atas 
kesanggupannya untuk melaksanakan per-
janjian tersebut.

(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
tidak berlaku terhadap perjanjian yang 
mewajibkan Debitor melakukan sendiri 
perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 250

(1)	Dalam hal perjanjian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 249 telah diperjanji-
kan penyerahan benda yang biasa diper-
dagangkan dengan suatu jangka waktu 
dan sebelum penyerahan dilakukan telah 
diucapkan putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara, perjanjian 
menjadi hapus, dan dalam hal pihak 
lawan dirugikan karena penghapusan, ia 
boleh mengajukan diri sebagai Kreditor 
konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

(2)	Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 
pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

Pasal 251

(1)	Dalam hal Debitor telah menyewa suatu 
benda, Debitor dengan persetujuan pen-
gurus, dapat menghentikan perjanjian 
sewa, dengan syarat pemberitahuan peng-
hentian dilakukan sebelum berakhirnya 
perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan 
setempat.

(2)	Dalam hal melakukan penghentian se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

pula diindahkan jangka waktu menurut 
perjanjian atau menurut kelaziman, deng-
an ketentuan bahwa jangka waktu 90 
(sembilan puluh) hari adalah cukup.

(3)	Dalam hal telah dibayar uang sewa di 
muka, perjanjian sewa tidak dapat di-
hentikan lebih awal sebelum berakhirnya 
jangka waktu sewa yang telah dibayar 
uang muka.

(4)	Sejak hari putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara diucapkan 
maka uang sewa merupakan utang harta 
Debitor.

Pasal 252
(1)	Segera setelah diucapkannya putusan 

penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara maka Debitor berhak untuk 
memutuskan hubungan kerja dengan 
karyawannya, dengan mengindahkan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 240 dan dengan mengindahkan 
jangka waktu menurut persetujuan atau 
ketentuan perundang-undangan yang ber-
laku dengan pengertian bahwa hubungan 
kerja tersebut dapat diputuskan dengan 
pemberitahuan paling singkat 45 (empat 
puluh lima) hari sebelumnya.

(2)	Sejak mulai berlakunya penundaan ke-
wajiban pembayaran utang sementara 
maka gaji dan biaya lain yang timbul 
dalam hubungan kerja tersebut menjadi 
utang harta Debitor.

Pasal 253
(1)	Pembayaran yang dilakukan kepada 

Debitor, setelah diucapkannya putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara yang belum diumumkan, untuk 
memenuhi perikatan yang terbit sebelum 
putusan penundaan kewajiban pem-
bayaran utang sementara, membebaskan 
pihak yang telah melakukan pembayaran 
terhadap harta Debitor, kecuali dapat 
dibuktikan bahwa pihak tersebut telah 
mengetahui adanya putusan penundaan 
kewajiban pembayaran utang sementara.

(2)	Pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dilakukan sesudah peng-
umuman, hanya membebaskan orang 
yang melakukan pembayaran dimaksud 



94 JURNAL HUKUM BISNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

apabila ia dapat membuktikan bahwa 
meskipun telah dilakukan pengumuman 
menurut undang-undang akan tetapi ia 
tidak mungkin dapat mengetahui peng-
umuman dimaksud di tempat kediaman-
nya, dengan tidak mengurangi hak peng-
urus untuk membuktikan sebaliknya.

Pasal 254
Penundaan kewajiban pembayaran utang 
tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debi-
tor dan penanggung.

Pasal 255
(1)	Penundaan kewajiban pembayaran utang 

dapat diakhiri, atas permintaan Hakim 
Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau 
atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
a.	 Debitor, selama waktu penundaan ke-

wajiban pembayaran utang, bertindak 
dengan itikad buruk dalam melakukan 
pengurusan terhadap hartanya;

b.	 Debitor telah merugikan atau telah 
mencoba merugikan kreditornya;

c.	 Debitor melakukan pelanggaran ketentuan 
Pasal 240 ayat (1);

d.	 Debitor lalai melaksanakan tindakan-
tindakan yang diwajibkan kepadanya 
oleh Pengadilan pada saat atau setelah 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
diberikan, atau lalai melaksanakan tin-
dakan-tindakan yang disyaratkan oleh 
pengurus demi kepentingan harta Debitor;

e.	 selama waktu penundaan kewajiban 
pembayaran utang, keadaan harta Debitor 
ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjut-
kannya penundaan kewajiban pembayaran 
utang; atau

f.	 keadaan Debitor tidak dapat diharapkan 
untuk memenuhi kewajibannya terhadap 
Kreditor pada waktunya.

(2)	Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus 
wajib mengajukan permohonan pengakhir-
an penundaan kewajiban pembayaran 
utang.

(3)	Pemohon, Debitor, dan pengurus harus 
didengar pada tanggal yang telah ditetap-
kan oleh Pengadilan setelah dipanggil 
sebagaimana mestinya.

(4)	Permohonan pengakhiran penundaan ke-
wajiban pembayaran utang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus selesai di-
periksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 
hari setelah pengajuan permohonan tersebut 
dan putusan Pengadilan harus diucapkan 
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak 
selesainya pemeriksaan.

(5)	Putusan Pengadilan harus memuat alasan 
yang menjadi dasar putusan tersebut.

(6)	Jika penundaan kewajiban pembayaran 
utang diakhiri berdasarkan ketentuan 
pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit 
dalam putusan yang sama.

Pasal 256

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku 
mutatis mutandis terhadap putusan pernyata-
an pailit sebagai akibat putusan pengakhiran 
penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 257

Putusan pernyataan pailit sebagai akibat 
putusan pengakhiran penundaan kewajiban 
pembayaran utang harus diumumkan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 258

(1)	Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang 
permohonan pengakhiran penundaan ke-
wajiban pembayaran utang tidak dapat di-
selesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 225 ayat (3), Pengadilan wajib 
memerintahkan agar Kreditor diberitahu 
secara tertulis bahwa mereka tidak dapat 
didengar pada tanggal tersebut.

(2)	Jika diperlukan, Pengadilan segera me-
netapkan tanggal lain untuk sidang dan 
dalam hal demikian Kreditor dipanggil 
oleh pengurus.

Pasal 259

(1)	Debitor setiap waktu dapat memohon ke-
pada Pengadilan agar penundaan kewajiban 
pembayaran utang dicabut, dengan alasan 
bahwa harta Debitor memungkinkan di-
mulainya pembayaran kembali dengan ke-
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tentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus 
dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum 
putusan diucapkan.

(2)	Pemanggilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita 
dengan surat dinas tercatat, paling lambat 
7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan.

Pasal 260

Selama penundaan kewajiban pembayaran 
utang berlangsung, terhadap Debitor tidak 
dapat diajukan permohonan pailit.

Pasal 261

Apabila berdasarkan salah satu ketentuan 
dalam Bab ini, putusan pernyataan pailit 
diucapkan maka berlaku ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 262

(1)Dalam hal Debitor dinyatakan pailit ber-
dasarkan ketentuan dalam Bab ini maka 
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.	 jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihi-
tung sejak putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara diucapkan;

b.	 perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
Debitor setelah diberi persetujuan oleh 
pengurus untuk melakukannya harus 
dianggap sebagai perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh Kurator, dan utang harta 
Debitor yang terjadi selama berlangsung-
nya penundaan kewajiban pembayaran 
utang merupakan utang harta pailit;

c.	 kewajiban Debitor yang timbul selama 
jangka waktu penundaan kewajiban pem-
bayaran utang tanpa persetujuan oleh 
pengurus tidak dapat dibebankan ter-
hadap harta Debitor, kecuali hal tersebut 
membawa akibat yang menguntungkan 
bagi harta Debitor.

(2)	Apabila permohonan penundaan kewajib-
an pembayaran utang diajukan dalam 
waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
sebelumnya maka ketentuan ayat (1) ber-
laku pula bagi jangka waktu penundaan 
kewajiban pembayaran utang berikutnya.

Pasal 263

Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat ber-
dasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim 
Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu 
dari harta Debitor.

Pasal 264
Ketentuan hukum internasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, dan 
Pasal 214 berlaku mutatis mutandis dalam 
hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bagian Kedua

Perdamaian

Pasal 265
Debitor berhak pada waktu mengajukan per-
mohonan penundaan kewajiban pembayaran 
utang atau setelah itu menawarkan suatu 
perdamaian kepada Kreditor.

Pasal 266

(1)	Apabila rencana perdamaian tersebut 
tidak disediakan di Kepaniteraan Peng-
adilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan 
sebelum hari sidang sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 226 atau pada tanggal 
kemudian dengan tetap memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 228 ayat (4).

(2)	Salinan rencana perdamaian harus segera 
disampaikan kepada Hakim Pengawas, 
pengurus, dan ahli, bila ada.

Pasal 267

Dalam hal sebelum putusan pengesahan per-
damaian memperoleh kekuatan hukum tetap, 
ada putusan Pengadilan yang menyatakan 
bahwa penundaan kewajiban pembayaran 
utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian 
tersebut.

Pasal 268
(1)	Apabila rencana perdamaian telah di-

ajukan kepada panitera, Hakim Pengawas 
harus menentukan:
a.	 hari terakhir tagihan harus disampaikan 

kepada pengurus;
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b.	 tanggal dan waktu rencana perdamaian 
yang diusulkan itu akan dibicarakan dan 
diputuskan dalam rapat Kreditor yang 
dipimpin oleh Hakim Pengawas.

(2)	Tenggang waktu antara hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 
b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 269

(1)	Pengurus wajib mengumumkan penentuan 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasuk-
kannya rencana perdamaian, kecuali jika 
hal ini sudah diumumkan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 226.

(2)	Pengurus juga wajib memberitahukan hal-
hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan surat tercatat atau melalui kurir 
kepada semua Kreditor yang dikenal, dan 
pemberitahuan ini harus menyebutkan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 270 ayat (2).

(3)	Kreditor dapat menghadap sendiri atau 
diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan 
surat kuasa.

(4)	Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor 
memberikan kepada mereka uang muka dalam 
jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna 
menutup biaya untuk pengumuman dan pem-
beritahuan tersebut.

Pasal 270

(1)	Tagihan harus diajukan kepada pengurus 
dengan cara menyerahkan surat tagihan 
atau bukti tertulis lainnya yang menye-
butkan sifat dan jumlah tagihan disertai 
bukti yang mendukung atau salinan bukti 
tersebut.

(2)	Terhadap tagihan yang diajukan kepada 
pengurus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda 
terima dari pengurus.

Pasal 271

Semua perhitungan yang telah dimasukkan 
oleh pengurus harus dicocokkan dengan 
catatan dan laporan dari Debitor.

Pasal 272

Pengurus harus membuat daftar piutang 
yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, 
jumlah piutang masing-masing, penjelasan 
piutang, dan apakah piutang tersebut diakui 
atau dibantah oleh pengurus.

Pasal 273

(1)	Piutang yang berbunga harus dimasuk-
kan dalam daftar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 272 disertai perhitungan bunga 
sampai dengan hari diucapkannya putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, 
dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku 
mutatis mutandis dalam hal penundaan 
kewajiban pembayaran utang.

Pasal 274

(1)	Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat 
dimasukkan dalam daftar sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 272 untuk nilai yang 
berlaku pada saat dimulainya penundaan 
kewajiban pembayaran utang.

(2)	Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai 
kesepakatan tentang penetapan nilai tagih-
an tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor 
harus diterima secara bersyarat.

Pasal 275

(1)	Piutang yang saat penagihannya belum 
jelas atau yang memberikan hak untuk 
memperoleh pembayaran secara berkala, 
wajib dimasukkan dalam daftar untuk 
nilai yang berlaku pada tanggal diucap-
kannya putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara.

(2)	Semua piutang yang dapat ditagih dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
diucapkan, wajib diperlakukan sebagai 
piutang yang dapat ditagih pada tanggal 
tersebut;

(3)	Semua piutang yang dapat ditagih 
setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
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diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar 
untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun 
setelah putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang tersebut diucapkan.

(4)	Dalam melakukan perhitungan nilai piutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3), wajib diperhatikan:
a.	 waktu dan cara pembayaran angsuran;
b.	 keuntungan yang mungkin diperoleh; 

dan
c.	 besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 276

(1)	Pengurus wajib menyediakan salinan daftar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 
di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam 
waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya 
rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
268 dapat dilihat oleh  setiap orang dengan 
cuma-cuma.

(2)	Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cuma-
cuma.

Pasal 277

(1)	Dengan tetap memperhatikan ketentuan me-
ngenai jangka waktu penundaan kewajiban 
pembayaran utang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan peng-
urus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas 
dapat menunda pembicaraan dan pemungutan 
suara tentang rencana perdamaian tersebut.

(2)	Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan 
dan pemungutan suara sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) berlaku ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.

Pasal 278

(1)	Dalam rapat rencana perdamaian, baik 
pengurus maupun ahli, apabila telah di-
angkat, harus secara tertulis memberikan 
laporan tentang rencana perdamaian yang 
ditawarkan itu.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 150 berlaku mutatis mutandis dalam 
hal penundaan kewajiban pembayaran 
utang.

(3)	Piutang yang dimasukkan kepada peng-
urus sesudah lewat tenggang waktu se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 268 
ayat (1) huruf a dengan syarat dimasukkan 
paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan 
rapat, harus dimuat dalam daftar piutang 
atas permintaan yang diajukan pada rapat 
tersebut, jika pengurus maupun Kreditor 
yang hadir, tidak mengajukan keberatan.

(4)	Piutang yang dimasukkan sesudah teng-
gang waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar 
tersebut.

(5)	Ketentuan jangka waktu sebagaimana di-
maksud pad a ayat (2) dan ayat (3) tidak 
berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar 
wilayah Negara Republik Indonesia yang 
merupakan halangan untuk melaporkan 
diri lebih dahulu.

(6)	Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau 
dalam hal adanya perselisihan tentang ada 
atau tidak adanya halangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas 
akan memberikan penetapan setelah me-
minta pendapat rapat.

Pasal 279
(1)	Pengurus berhak dalam rapat tersebut 

menarik kembali setiap pengakuan atau 
bantahan yang pernah dilakukan.

(2)	Kreditor yang hadir dapat membantah 
piutang yang oleh pengurus seluruhnya 
atau sebagian diakuinya.

(3)	Pengakuan atau bantahan yang dilakukan 
dalam rapat, harus dicatat dalam daftar 
piutang.

Pasal 280

Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang 
tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta 
dalam pemungutan suara dan menentukan 
batasan jumlah suara yang dapat dikeluar-
kan oleh Kreditor tersebut.

Pasal 281

(1)	Rencana perdamaian dapat diterima ber-
dasarkan:
a.	 persetujuan lebih dari 1/2 (satu per-

dua) jumlah kreditor konkuren yang 
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haknya diakui atau sementara diakui yang 
hadir pada rapat Kreditor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 268 termasuk 
Kreditor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280, yang bersama-sama mewakili 
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian 
dari seluruh tagihan yang diakui atau 
sementara diakui dari kreditor konkuren 
atau kuasanya yang hadir dalam rapat 
tersebut; dan

b.	 persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) 
jumlah Kreditor yang piutangnya di-
jamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak 
tanggungan, hipotek, atau hak agunan 
atas kebendaan lainnya yang hadir dan 
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) 
bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor 
tersebut atau kuasanya yang hadir dalam 
rapat tersebut.

(2)	Kreditor sebagaimana dimaksudpada ayat 
(1) huruf b yang tidak menyetujui rencana 
perdamaian diberikan kompensasi sebesar 
nilai terendah di antara nilai jaminan atau 
nilai aktual pinjaman yang secara langsung 
dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam 
pemungutan suara untuk menerima rencana 
perdamaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

Pasal 282
(1)	Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim 

Pengawas harus mencantumkan isi ren-
cana perdamaian, nama Kreditor yang 
hadir dan berhak mengeluarkan suara, 
catatan tentang suara yang dikeluarkan 
Kreditor, hasil pemungutan suara, dan 
catatan tentang semua kejadian lain dalam 
rapat.

(2)	Daftar Kreditor yang dibuat oleh peng-
urus yang telah ditambah atau diubah 
dalam rapat, harus ditandatangani oleh 
Hakim Pengawas dan panitera pengganti 
serta harus dilampirkan pada berita acara 
rapat yang bersangkutan.

(3)	Salinan berita acara rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus disediakan 
di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 
3 (tiga) hari setelah putusan rapat.

(4)	Salinan berita acara rapat dapat dilihat 
oleh setiap orang dengan cuma-cuma 
selama 8 (delapan) hari setelah tanggal 
disediakan.

Pasal 283
(1)	Debitor dan Kreditor yang memberi suara 

mendukung rencana perdamaian dalam 
waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal 
pemungutan suara dalam rapat, dapat 
meminta kepada Pengadilan agar berita 
acara rapat diperbaiki apabila berdasar-
kan dokumen yang ada ternyata bahwa 
perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru 
telah dianggap sebagai ditolak.

(2)	Jika Pengadilan membuat perbaikan berita 
acara rapat maka dalam putusan yang 
sama Pengadilan harus menentukan tang-
gal pengesahan perdamaian yang harus 
dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) 
hari dan paling lambat 14 (empat belas) 
hari setelah putusan Pengadilan yang 
memperbaiki berita acara rapat tersebut 
diucapkan.

(3)	Pengurus wajib memberitahukan secara 
tertulis kepada Kreditor putusan Peng-
adilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dan putusan tersebut mengakibatkan 
putusan pernyataan pailit berdasarkan 
Pasal 289 menjadi batal demi hukum.

Pasal 284
(1)	Apabila rencana perdamaian diterima, 

Hakim Pengawas wajib menyampaikan 
laporan tertulis kepada Pengadilan pada 
tanggal yang telah ditentukan untuk 
keperluan pengesahan perdamaian, dan 
pada tanggal yang ditentukan tersebut 
pengurus serta Kreditor dapat menyam-
paikan alasan yangmenyebabkan ia 
menghendaki pengesahan atau penolakan 
perdamaian.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis 
terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).

(3)	Pengadilan dapat mengundurkan dan 
menetapkan tanggal sidang untuk penge-
sahan perdamaian yang harus diseleng-
garakan paling lambat 14 (empat belas) 
hari setelah tanggal sidang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 285

(1)	Pengadilan wajib memberikan putusan 
mengenai pengesahan perdamaian disertai 
alasan-alasannya pada sidang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).

(2)	Pengadilan wajib menolak untuk mengesah-
kan perdamaian, apabila:
a.	 harta Debitor, termasuk benda untuk 

mana dilaksanakan hak untuk menahan 
benda, jauh lebih besar daripada jumlah 
yang disetujui dalam perdamaian;

b.	 pelaksanaan perdamaian tidak cukup 
terjamin;

c.	 perdamaian itu dicapai karena penipuan, 
atau persekongkolan dengan satu atau 
lebih Kreditor, atau karena pemakaian 
upaya lain yang tidak jujur dan tanpa 
menghiraukan apakah Debitor atau pihak 
lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; 
dan/atau

d.	 imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan 
oleh ahli dan pengurus belum dibayar 
atau tidak diberikan jaminan untuk pem-
bayarannya.

(3)	Apabila Pengadilan menolak mengesahkan 
perdamaian maka dalam putusan yang sama 
Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit 
dan putusan tersebut harus diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia 
dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 
dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) 
hari setelah putusan diterima oleh Hakim 
Pengawas dan Kurator,

(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal13 berlaku 
mutatis mutandis terhadap pengesahan 
perdamaian, namun tidak berlaku ter-
hadap penolakan perdamaian.

Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat 
semua Kreditor, kecuali Kreditoryang tidak 
menyetujui rencana perdamaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Pasal 287

Putusan pengesahan perdamaian yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dalam hubungannya dengan berita acara se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi 
semua Kreditor yang tidak dibantah oleh 
Debitor, merupakan alas hak yang dapat di-
jalankan terhadap Debitor dan semua orang 
yang telah mengikatkan diri sebagai penang-
gung untuk perdamaian tersebut.

Pasal 288
Penundaan kewajiban pembayaran utang 
berakhir pada saat putusan pengesahan 
perdamaian memperoleh kekuatan hukum 
tetap dan pengurus wajib mengumumkan 
pengakhiran ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) 
surat kabar harian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 227.

Pasal 289
Apabila rencana perdamaian ditolak maka 
Hakim Pengawas wajib segera memberitahu-
kan penolakan itu kepada Pengadilan dengan 
cara menyerahkan kepada Pengadilan ter-
sebut salinan rencana perdamaian serta berita 
acara rapat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan 
harus menyatakan Debitor Pailit setelah Peng-
adilan menerima pemberitahuan penolakan 
dari Hakim Pengawas, dengan memperhati-
kan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 283 ayat (1).

Pasal 290
Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor 
Pailit maka terhadap putusan pernyataan 
pailit tersebut berlaku ketentuan tentang 
kepailitan sebagaimana dimaksud dalam 
Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, 
dan Pasal 14.

Pasal 291
(1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis 
mutandis terhadap pembatalan perdamaian.

(2)	Dalam putusan Pengadilan yang mem-
batalkan perdamaian, Debitor juga harus 
dinyatakan pailit.

Pasal 292

Dalam suatu putusan pernyataan pailit 
yang diputuskan berdasarkan ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 
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286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan 
suatu perdamaian.

Pasal 293

(1)	Terhadap putusan Pengadilan berdasar-
kan ketentuan dalam Bab III ini tidak 
terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan 
lain dalam Undang-Undang ini.

(2)	Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh 
Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

Pasal 294

Permohonan yang diajukan berdasarkan ke-
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 
283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus 
ditandatangani oleh advokat yang bertindak 
berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali 
apabila diajukan oleh pengurus.

BAB IV

PERMOHONAN PENINJAUAN 
KEMBALI

Pasal 295

(1)	Terhadap putusan hakim yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap, dapat 
diajukan permohonan peninjauan kembali 
kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentu-
kan lain dalam Undang-Undang ini.

(2)	Permohonan peninjauan kembali dapat 
diajukan, apabila:
a.	 setelah perkara diputus ditemukan bukti 

baru yang bersifat menentukan yang pada 
waktu perkara diperiksa di Pengadilan 
sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau

b.	 dalam putusan hakim yang bersangkutan 
terdapat kekeliruan yang nyata.

Pasal 296

(1)	Pengajuan permohonan peninjauan kem-
bali berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf 
a, dilakukan dalam jangka waktu paling 
lambat 180 (seratus delapan puluh) hari 
setelah tanggal putusan yang dimohonkan 
peninjauan kembali memperoleh kekuatan 
hukum tetap.

(2)	Pengajuan permohonan peninjauan kem-
bali berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf 
b, dilakukan dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
putusan yang dimohonkan peninjauan 
kembali memperoleh kekuatan hukum 
tetap.

(3)	Permohonan peninjauan kembali disampai-
kan kepada Panitera Pengadilan.

(4)	Panitera Pengadilan mendaftar permohonan 
peninjauan kembali pada tanggal permohon-
an diajukan, dan kepada pemohon diberikan 
tanda terima tertulis yang ditandatangani 
Panitera Pengadilan dengan tanggal yang 
sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

(5)	Panitera Pengadilan menyampaikan 
permohonan peninjauan kembali kepada 
Panitera Mahkamah Agung dalam jangka 
waktu 2 (dua) hari setelah tanggal per-
mohonan didaftarkan.

Pasal 297

(1)	Pemohon peninjauan kembali wajib menyam-
paikan kepada Panitera Pengadilan bukti 
pendukung yang menjadi dasar pengajuan 
permohonan peninjauan kembali dan untuk 
termohon, salinan permohonan peninjauan 
kembali berikut salinan bukti pendukung yang 
bersangkutan, pada tanggal permohonan di-
daftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
296 ayat (4).

(2)	Tanpa mengenyampingkan ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera 
Pengadilan menyampaikan salinan permo-
honan peninjauan kembali berikut salinan 
bukti pendukung kepada termohon dalam 
jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari 
setelah tanggal permohonan didaftarkan.

(3)	Pihak termohon dapat mengjaukan jawab-
an terhadap permohonan peninjauan kem-
bali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) hari setelah tanggal permohonan 
peninjauan kembali didaftarkan.

(4)	Panitera Pengadilan wajib menyampai-
kan jawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah 
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Agung, dalam jangka waktu paling lambat 
12 (dua belas) hari setelah tanggal per-
mohonan didaftarkan.

Pasal 298

(1)	Mahkamah Agung segera memeriksa dan 
memberikan putusan atas permohonan 
peninjauan kembali dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
tanggal permohonan diterima Panitera 
Mahkamah Agung.

(2)	Putusan atas permohonan peninjauan 
kembali harus diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum.

(3)	Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga 
puluh dua) hari setelah tanggal permohon-
an diterima Panitera Mahkamah Agung, 
Mahkamah Agung wajib menyampaikan 
kepada para pihak salinan putusan penin-
jauan kembali yang memuat secara leng-
kap pertimbangan hukum yang mendasari 
putusan tersebut.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini maka hukum acara yang berlaku 
adalah Hukum Acara Perdata.

Pasal 300

(1)	Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini, selain memeriksa 
dan memutus permohonan pernyataan 
pailit dan Penundaan Kewajiban Pem-
bayaran Utang, berwenang pula me-
meriksa dan memutus perkara lain di 
bidang perniagaan yang penetapannya 
dilakukan dengan undang-undang.

(2)	Pembentukan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
bertahap dengan Keputusan Presiden, 
dengan memperhatikan kebutuhan dan 
kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 301

(1)	Pengadilan memeriksa dan memutus 

perkara pada tingkat pertama dengan 
hakim majelis.

(2)	Dalam hal menyangkut perkara lain 
dibidang perniagaan sebagaimana di-
maksud dalam pasal 300 ayat (1), Ketua 
Mahkamah Agung dapat menetapkan 
jenis dan nilai perkara yang pada tingkat 
pertama diperiksa dan diputus oleh hakim 
tunggal.

(3)	Dalam menjalankan tugasnya, hakim Peng-
adilan dibantu oleh seorang panitera atau 
seorang panitera pengganti dan jurusita.

Pasal 302

(1)	Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(2)	Syarat-syarat untuk dapat diangkat se-
bagai hakim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), adalah:
a.	 telah berpengalaman sebagai hakim 

dalam lingkungan Peradilan Umum;
b.	 mempunyai dedikasi dan menguasai 

pengetahuan di bidang masalah-masalah 
yang menjadi lingkup kewenangan Peng-
adilan;

c.	 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan 
tidak tercela; dan

d.	 telah berhasil menyelesaikan program 
pelatihan khusus sebagai hakim pada 
Pengadilan.

(3)	Dengan tetap memperhatikan syarat-
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan 
Keputusan Presiden atas usul Ketua Mah-
kamah Agung dapat diangkat seseorang 
yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik 
pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, 
maupun pada peninjauan kembali.

Pasal 303

Pengadilan tetap berwenang memeriksa 
dan menyelesaikan permohonan pernyataan 
pailit dari para pihak yang terikat perjanjian 
yang memuat klausula arbitrase, sepanjang 
utang yang menjadi dasar pemohonan per-
nyataan pailit telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang ini.
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BAB VI

KETENTUAN PEMERINTAH

Pasal 304
Perkara yang pada waktu Undang-Undang 
ini berlaku:
a.	 sudah diperiksa dan diputus tetapi belum 

dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi 
belum diputus maka diselesaikan ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan 
di bidang kepailitan sebelum berlakunya 
Undang-Undang ini;

b.	 sudah diajukan tetapi belum diperiksa, 
diselesaikan berdasarkan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 305

Semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 
tentang Kepailitan (Faillisements-verordening 
Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) 
yang diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi 
Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang 
ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh 
tidak bertentangan dan/atau belum diganti 
dengan peraturan baru berdasarkan Undang-
Undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 306
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan 
ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah 
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang 
memeriksa dan memutus perkara yang men-
jadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Pasal 307
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, 
Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillise-
ments-verordening Staatsblad 1905:217 juncto 

Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Per-
aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 308

Undang-Undang ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2004 NOMOR 131.
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PENJELASAN 

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

I. UMUM

	 Pembangunan hukum nasional dalam 
rangka mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya 
sistem hukum nasional, yang dilakukan 
dengan pembentukan hukum baru, khusus-
nya produk hukum yang dibutuhkan untuk 
mendukung pembangunan perekonomian 
nasional.
	 Produk hukum nasional yang menjamin 
kepastian, ketertiban, penegakan, dan per-
lindungan hukum yang berintikan keadilan 
dan kebenaran diharapkan mampu mendu-
kung pertumbuhan dan perkembangan per-
ekonomian nasional, serta mengamankan dan 
mendukung hasil pembangunan nasional.
	 Salah satu sarana hukum yang diperlukan 
dalam menunjang pembangunan pereko-
nomian nasional adalah peraturan tentang 
kepailitan termasuk peraturan tentang 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
yang semula diatur dalam Undang-Undang 
tentang Kepailitan (Faillissements-veror-
dening Staatsblad 1905:217juncto Staatsblad 
1906:348).
	 Perkembangan perekonomian dan per-
dagangan serta pengaruh globalisasi yang 
melanda dunia usaha dewasa ini, dan 
mengingat modal yang dimiliki oleh para 
pengusaha pada umumnya sebagian besar 
merupakan pinjaman yang berasal dari ber-
bagai sumber, baik dari bank, penanaman 
modal, penerbitan obligasi maupun cara 
lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan 

banyak permasalahan penyelesaian utang 
piutang dalam masyarakat.
	 Bahwa krisis moneter yang melanda negara 
Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan 
tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang 
besar terhadap perekonomian dan perdagang-
an nasional. Kemampuan dunia usaha dalam 
mengembangkan usahanya sangat terganggu, 
bahkan untuk mempertahankan kelangsung-
an kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal 
tersebut sangat mempengaruhi kemampuan 
untuk memenuhi kewajiban pembayaran 
utangnya.
	 Keadaan tersebut berakibat timbulnya 
masalah-masalah yang berantai, yang apabila 
tidak segera diselesaikan akan berdampak 
lebih luas, antara lain hilangnya lapangan 
kerja dan permasalahan sosial lainnya.
	 Untuk kepentingan dunia usaha dalam me-
nyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, 
cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan 
perangkat hukum yang mendukungnya.
	 Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 
22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah 
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang tentang Ke-
pailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi 
Undang-Undang dengan Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 1998. Per-ubahan dilakukan oleh 
karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Fail-
lisements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto 
Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan 
perundang-undangan peninggalan pemerin-
tahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum 
masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.
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	 Perubahan terhadap Undang-Undang 
tentang Kepailitan tersebut di atas yang di-
lakukan dengan memperbaiki, menambah, 
dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang 
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan dan perkembangan hukum 
dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi 
materi yang diatur, masih terdapat berbagai 
kekurangan dan kelemahan.
	 Putusan Pernyataan pailit mengubah status 
hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk 
melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan 
mengurus harta kekayaannya sejak putusan 
pernyataan pailit diucapkan.
	 Syarat utama untuk dapat dinyatakan 
pail it adalah bahwa seorang Debitor mem-
punyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan 
tidak membayar lunas salah satu utangnya 
yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan 
pembayaran ini, tersangkut baik kepenting-
an Debitor sendiri, maupun kepentingan 
para Kreditornya. Dengan adanya putusan 
pernyataan pailit terse but, diharapkan agar 
harta pailit Debitor dapat digunakan untuk 
membayar kembali seluruh utang Debitor 
secara adil dan merata serta berimbang. 
Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah 
seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau 
jaksa penuntut umum untuk kepentingan 
umum. Kepailitan tidak membebaskan 
seorang yang dinyatakan pailit dari ke-
wajiban untuk membayar utang-utangnya.
	 Ada beberapa faktor perlunya pengaturan 
mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban 
pembayaran utang Pertama, untuk meng-
hindari perebutan harta Debitor apabila dalam 
waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang 
menagih piutangnya dari Debitor.
	 Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor 
pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut 
haknya dengan cara menjual barang milik Debitor 
tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau 
para Kreditor lainnya.
	 Ketiga, untuk menghindari adanya ke-
curangan-kecurangan yang dilakukan oleh 
salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. 
Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi 
keuntungan kepada seorang atau beberapa 

orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor 
lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan 
curang dari Debitor untuk melarikan semua 
harta kekayaannya dengan maksud untuk 
melepaskan tanggung jawabnya terhadap 
para Kreditor.
	 Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut 
di atas, perlu dibentuk Undang-Undang baru 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, yang merupakan produk 
hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuh-
an dan perkembangan hukum masyarakat.
	 Undang-Undang tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas 
tersebut antara lain adalah:

1.	 Asas Keseimbangan
		 Undang-Undang ini mengatur beberapa 

ketentuan yang merupakan perwujudan 
dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, 
terdapat ketentuan yang dapat mencegah 
terjadinya penyalahgunaan pranata dan 
lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak 
jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang 
dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 
pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor 
yang tidak beritikad baik.

2.	 Asas Kelangsungan Usaha
		 Dalam Undang-Undang ini, terdapat keten-

tuan yang memungkinkan perusahaan Debitor 
yang prospektif tetap dilangsungkan.

3.	 Asas Keadilan
		 Dalam kepailitan asas keadilan meng-

andung pengertian, bahwa ketentuan 
mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi para pihak yang berkepen-
tingan. Asas keadilan ini untuk mencegah 
terjadinya kesewenang-wenangan pihak 
penagih yang mengusahakan pembayaran 
atas tagihan masing-masing terhadap 
Debitor, dengan tidak mempedulikan 
Kreditor lainnya.

4.	 Asas Integrasi
		 Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini 

mengandung pengertian bahwa sistem 
hukum formil dan hukum materiilnya 
merupakan satu kesatuan yang utuh dari 
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sistem hukum perdata dan hukum acara 
perdata nasional.

	Undang-Undang baru tentang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari 
segi norma, ruang lingkup materi, maupun 
proses penyelesaian utang-piutang.

	Cakupan yang lebih luas tersebut di-
perlukan, karena adanya perkembangan 
dan kebutuhan hukum dalam masyarakat 
sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku 
belum memadai sebagai sarana hukum untuk 
menyelesaian masalah utang-piutang secara 
adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam 
Undang-Undang tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini 
antara lain: Pertama, agar tidak menimbulkan 
berbagai penafsiran dalam Undang-Undang 
ini pengertian utang diberikan batasan secara 
tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. 
Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur 
permohonan pernyataan pailit dan permo-
honan penundaan kewajiban pembayaran 
utang termasuk di dalamnya pemberian 
kerangka waktu secara pasti bagi pengambil-
an putusan pernyataan pailit dan/atau 
penundaan kewajiban pembayaran utang.

II.	 PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
		 Cukup jelas

	 Pasal 2
Ayat(1)
		 Yang dimaksud dengan “Kreditor” 

dalam ayat ini adalah baik kreditor 
konkuren, kreditor separatis mau-
pun kreditor preferen. Khusus meng-
enai kreditor separatis dan kreditor 
preferen, mereka dapat mengaju-
kan permohonan pernyataan pailit 
tanpa kehilangan hak agunan atas 
kebendaan yang mereka miliki ter-
hadap harta Debitor dan haknya 
untuk didahulukan.

		 Bilamana terdapat sindikasi kreditor 
maka masing-masing Kreditor adalah 
Kreditor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 2.

		 Yang dimaksud dengan “utang yang 
telah jatuh waktu dan dapat ditagih” 
adalah kewajiban untuk membayar 
utang yang telah jatuh waktu, baik 
karena telah diperjanjikan, karena 
percepatan waktu penagihannya 
sebagaimana diperjanjikan, karena 
pengenaan sanksi atau denda oleh 
instansi yang berwenang, maupun 
karena putusan pengadilan, arbiter 
atau majelis arbitrase.

Ayat (2)
	 Kejaksaan dapat mengajukan per-

mohonan pailit dengan alasan 
untuk kepentingan umum dalam 
hal persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah 
dipenuhi dan tidak ada pihak yang 
mengajukan permohonan pailit.

		 Yang dimaksud dengan “kepentingan 
umum” adalah kepentingan bangsa 
dan negara dan/atau kepentingan 
masyarakat luas, misalnya:
	a.	 Debitor melarikan diri;
	b.	 Debitor menggelapkan bagian dari 

harta kekayaan;
	c.	 Debitor mempunyai utang kepada 

Badan Usaha Milik Negara atau 
badan usaha lain yang menghim-
pun dana dari masyarakat;

	d.	 Debitor mempunyai utang yang 
berasal dari penghimpunan dana 
dari masyarakat luas;

	e.	 Debitor tidak beritikad baik atau 
tidak kooperatif dalam menye-
lesaikan masalah utang piutang 
yang telah jatuh waktu; atau

	f.	 dalam hal lainnya menurut 
kejaksaan merupakan kepentingan 
umum.

		 Adapun tata cara pengajuan per-
mohonan pailit adalah sama dengan 
permohonan pailit yang diajukan 
oleh Debitor atau Kreditor, dengan 
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ketentuan bahwa permohonan pailit 
dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa 
menggunakan jasa advokat.

Ayat (3)
		 Yang dimaksud dengan “bank” adalah 

bank sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Pengajuan permohonan pernyataan 
pailit bagi bank sepenuhnya merupa-
kan kewenangan Bank Indonesia 
dan semata-mata didasarkan atas pe-
nilaian kondisi keuangan dan kondisi 
perbankan secara keseluruhan, oleh 
karena itu tidak perlu dipertanggung-
jawabkan. Kewenangan Bank Indonesia 
untuk mengajukan permohonan 
kepailitan ini tidak menghapuskan 
kewenangan Bank Indonesia terkait 
dengan ketentuan mengenai pen-
cabutan izin usaha bank, pembubaran 
badan hukum, dan likuidasi bank se-
suai peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
	 Permohonan pailit sebagaimana di-

maksud dalam ayat ini hanya dapat 
diajukan oleh Badan Pengawas Pasar 
Modal, karena lembaga tersebut 
melakukan kegiatan yang berhubung-
an dengan dana masyarakat yang 
diinvestasikan dalam efek di bawah 
pengawasan Badan Pengawas Pasar 
Modal.

	 badan Pengawas Pasar Modal juga 
mempunyai kewenangan penuh 
dalam hal pengajuan permohonan 
pernyataan pailit untuk instansi-
instansi yang berada di bawah penga-
wasannya, seperti halnya kewenangan 
Bank Indonesia terhadap bank.

Ayat (5)
	 Yang dimaksud dengan “Perusahaan 

Asuransi” adalah Perusahaan Asur-
ansi Jiwa dan Perusahaan Asuransi 
Kerugian. Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi adalah Per-
usahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang yang meng-
atur mengenai Usaha Perasuransian. 

Kewenangan untuk mengajukan per-
mohonan pernyataan pailit bagi Pe-
rusahaan Asuransi atau Perusahaan 
Reasuransi sepenuhnya ada pada 
Menteri Keuangan. Ketentuan ini di-
perlukan untuk membangun tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap 
Perusahaan Asuransi atau Perusaha-
an, Reasuransi sebagai lembaga peng-
elola risiko dan sekaligus sebagai 
lembaga pengelola dana masyarakat 
yang memiliki kedudukan strategis 
dalam pembangunan dan kehidupan 
perekonomian.

	 Yang dimaksud dengan “Dana Pen-
siun” adalah Dana Pensiun sebagai-
mana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai 
Dana Pensiun. Kewenangan untuk 
mengajukan pailit bagi Dana Pen-
siun, sepenuhnya ada pada Menteri 
Keuangan. Ketentuan ini diperlukan 
untuk membangun tingkat keper-
cayaan masyarakat terhadap Dana 
Pensiun, mengingat Dana Pensiun 
mengelola dana masyarakat dalam 
jumlah besar dan dana tersebut 
merupakan hak dari peserta yang 
banyak jumlahnya.

	 Yang dimaksud dengan “Badan Usaha 
Milik Negara yang bergerak di bidang 
kepentingan publik” adalah badan 
usaha milik negara yang seluruh 
modalnya dimiliki negara dan tidak 
terbagi atas saham. Kewenangan Men-
teri Keuangan dalam pengajuan per-
mohonan pailit untuk instansi yang 
berada di bawah pengawasannya 
seperti kewenangan Bank Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan Badan Pengawas Pasar Modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3
Ayat (1)
		 Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” 

adalah  antara lain, actio pauliana, 
perlawanan pihak ketiga terhadap 
penyitaan, atau perkara dimana 
Debitor, Kreditor, Kurator, atau peng-
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urus menjadi salah satu pihak dalam 
perkara yang berkaitan dengan harta 
pailit termasuk gugatan Kurator ter-
hadap Direksi yang menyebabkan 
perseroan dinyatakan pailit karena 
kelalaiannya atau kesalahannya.

	 Hukum Acara yang berlaku dalam 
mengadili perkara yang termasuk 
“hal-hal lain” adalah sama dengan 
Hukum Acara Perdata yang berlaku 
bagi perkara permohonan pernyataan 
pailit termasuk mengenai pembatasan 
jangka waktu penyelesaiannya.

Ayat (2)
		 Cukup jelas
Ayat (3)
	 Dalam hal menyangkut putusan atas 

permohonan pernyataan pailit oleh 
lebih dari satu pengadilan yang ber-
wenang mengadili Debitor yang sama 
pada tanggal yang berbeda, maka 
putusan yang diucapkan pada tanggal 
yang lebih awal berlaku.

	 Dalam hal putusan atas permohonan 
pernyataan pailit diucapkan oleh Peng-
adilan yang berbeda pada tanggal yang 
sama mengenai Debitor yang sama, 
maka yang berlaku adalah putusan 
Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan hukum 
Debitor.

Ayat (4)
	 Cukup jelas
Ayat (5)
	 Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
	 Ketentuan ini hanya berlaku, apa-

bila permohonan pernyataan pailit di-
ajukan oleh Debitor. Persetujuan dari 
suami atau istri diperlukan, karena 
menyangkut harta bersama. Ikatan 
pernikahan yang sah harus dibuktikan 
dengan akta nikah yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)
	 Cukup jelas

Pasal 5
	 Yang dimaksud dengan “tempat tinggal” 

adalah tempat pesero tercatat sebagai 
penduduk. Dalam hal tidak diketahui 
tempat tinggal pesero maka disebutkan 
tempat kediamannya.

	 “Nama dan tempat tinggal” dalam keten-
tuan ini sesuai dengan yang tercantum 
dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Pasal 6
Ayat (1)
		 Cukup jelas
Ayat(2)
		 Cukup jelas
Ayat (3)
	 Panitera yang melanggar ketentuan 

ini dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
		 Cukup jelas
Ayat (5)
	 Cukup jelas
Ayat (6)
	 Cukup jelas
Ayat (7)
	 Yang dimaksud dengan “alasan yang 

cukup”, antara lain adanya surat ke-
terangan sakit dari dokter.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
	 Cukup jelas
Ayat (2)
	 Cukup jelas
Ayat (3)
	 Cukup jelas
Ayat(4)
	 Yang dimaksud dengan “fakta atau ke-

adaan yang terbukti secara sederhana” 
adalah adanya fakta dua atau lebih 
Kreditor dan fakta utang yang telah 
jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedang-
kan perbedaan besarnya jumlah utang 
yang didalihkan oleh pemohon pailit 
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dan termohon pailit tidak menghalangi 
dijatuhkannya putusan pernyataan 
pailit.

Ayat (5)
	 Cukup jelas
Ayat (6)
	 Huruf a

		 Cukup jelas
	 Huruf b

		 Per t imbangan hukum atau 
pendapat yang berbeda dari ha-
kim anggota atau ketua majelis 
hakim dimuat sebagai lampiran 
dari putusan pengadilan tersebut.

Ayat (7)
	 Cukup jelas.

Pasal 9
	 Yang dimaksud dengan “pihak yang 

mengajukan permohonan pernyataan 
pailit” adalah Kreditor, kejaksaan, Bank 
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, 
atau Menteri Keuangan.

Pasal 10
Ayat (1)
	 Cukup jelas
Ayat (2)
	 Cukup jelas
Ayat (3)
	 Upaya pengamanan sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan ini 
bersifat preventif dan sementara, 
dan dimaksudkan untuk mencegah 
kemungkin-an bagi Debitor melaku-
kan tindakan terhadap kekayaannya 
sehingga dapat merugikan kepen-
tingan Kreditor dalam rangka pelu-
nasan utangnya. Namun demikian, 
untuk menjaga keseimbangan antara 
kepentingan Debitor dan Kreditor, 
Pengadilan dapat mempersyaratkan 
agar Kreditor memberikan uang 
jaminan dalam jumlah yang wajar 
apabila upaya pengamanan tersebut 
dikabulkan. Dalam menetapkan 
persyaratan tentang uang jaminan 
atas keseluruhan kekayaan Debitor, 
jenis kekayaan Debitor dan besarnya 

uang jaminan yang harus diberikan 
sebanding dengan kemungkinan 
besarnya kerugian yang diderita 
oleh Debitor apabila permohonan 
pernyataan pailit ditolak oleh Peng-
adilan.

Pasal 11
	 Cukup jelas
Pasal 12

Ayat (1)
	 Cukup jelas
Ayat (2)
	 Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (3)
	 Cukup jelas
Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 13
	 Cukup jelas
Pasal 14
	 Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)
	 Cukup jelas
Ayat (2)
	 Cukup jelas
Ayat(3)
	 Yang dimaksud dengan “independen 

dan tidak mempunyai benturan ke-
pentingan” adalah bahwa kelangsung-
an keberadaan Kurator tidak tergan-
tung pada Debitor atau Kreditor, dan 
Kurator tidak memiliki kepentingan 
ekonomis yang sama dengan kepen-
tingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

Ayat (4)
	 Yang dimaksud dengan “paling 

sedikit 2 (dua) surat kabar harian” 
adalah:
	1.	 surat kabar harian yang beredar 

secara nasional; dan
	2.	 surat kabar harian lokal yang ber-

edar di tempat domisili Debitor.
Pasal 16

Ayat (1)
	 Yang dimaksud dengan “pemberesan” 
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dalam ketentuan ini adalah penguan-
gan aktiva untuk membayar atau 
melunasi utang.

Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “segala per-

buatan yang telah dilakukan oleh 
Kurator”, meliputi setiap perbuatan 
pengurusan dan pemberesan harta 
pailit.

	 Yang dimaksud dengan “tetap sah dan 
mengikat Debitor”, adalah bahwa per-
buatan Kurator tidak dapat digugat di 
pengadilan mana pun.

Pasal 17
Ayat (1)
	 Cukup jelas
Ayat (2)
	 Penetapan biaya kepailitan dilaku-

kan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
yang memutus perkara kepailitan 
berdasarkan rincian yang diajukan 
oleh Kurator setelah mendengar 
pertimbangan Hakim Pengawas.

Ayat (3)
	 Cukup jelas
Ayat (4)
	 Cukup jelas
Ayat (5)
	 Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
	 Yang dimaksud dengan “panitia 

kreditor sementara”, adalah panitia 
kreditor yang dibentuk sebelum rapat 
verifikasi. Sedangkan panitia kreditor 
yang dibentuk setelah rapat verifikasi 
merupakan panitia kreditor tetap.

Ayat (2)
	 Cukup jelas
Ayat (3)
	 Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (2).
Ayat(4)
	 Cukup jelas
Ayat (5)
	 Cukup jelas

Ayat (6)
	 Cukup jelas
Ayat (7)
	 Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
	 Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (2)
	 Cukup jelas
Ayat (3)
	 Cukup jelas
Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
	 Dalam hal Debitor adalah Perseroan 

Terbatas, organ perseroan tersebut 
tetap berfungsi dengan ketentuan jika 
dalam pelaksanaan fungsi tersebut 
menyebabkan berkurangnya harta 
pailit, maka pengeluaran uang yang 
merupakan bagian harta pailit, adalah 
wewenang Kurator.

Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “waktu 

setempat” adalah waktu tempat 
putusan pernyataan pailit diucapkan 
oleh Pengadilan Niaga, misalnya, 
putusan diucapkan di Jakarta pada 
tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, 
maka putusan tersebut dihitung 
mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB 
tanggal 1 Juli 2001.

Ayat (3)
		 Transfer dana melalui bank perlu dike-

cualikan untuk menjamin kelancaran 
dan kepastian sistem transfer melalui 
bank.
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Ayat (4)
		 Transaksi Efek di Bursa Efek perlu 

dikecualikan untuk menjamin kelan-
caran dan kepastian hukum atas 
Transaksi Efek di Bursa Efek.

	 Ada pun penyelesaian Transaksi Efek 
di Bursa Efek dapat dilaksanakan 
dengan cara penyelesaian pem-
bukuan atau cara lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal.

Pasal 25
	 Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Ayat(1)
	 Yang dimaksud dengan “mengam-

bil alih perkara” adalah pengalihan 
kedudukan Kreditor sebagai tergugat, 
dialihkan kepada Kurator.

Ayat (2)
	 Cukup jelas
Ayat (3)
	 Cukup jelas
Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
	 Dengan tidak mengurangi ketentuan 

Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 keten-
tuan ini tidak berlaku bagi Kreditor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55.

Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “jika diperlu-

kan Hakim Pengawas harus memerin-
tahkan pencoretannya” antara lain 
pencoretan terhadap penyitaan tanah 

atau kapal yang terdaftar.
Ayat(3)
	 Yang dimaksud dengan “penahanan” 

dalam ketentuan ini adalah gijzeling.
Pasal 32

	 Uang paksa dalam ketentuan Pasal 
ini mencakup uang paksa yang di-
kenakan sebelum putusan pernyataan 
pailit diucapkan.

Pasal 33
	 Hasil penjualan benda milik Debitor 

masuk dalam harta pailit dan tidak 
diberikan kepada pemohon eksekusi.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
	 Ketentuan mengenai pemutusan 

hubungan kerja, Kurator tetap ber-
pedoman pada peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “upah” 

adalah hak pekerja yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pemberi kerja ke-
pada pekerja atas suatu pekerjaan atas 
jasa yang telah atau akan dilakukan, 
ditetapkan, dan dibayarkan menurut 
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang-undangan, 
termasuk tunjangan bagi pekerja dan 
keluarga.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
	 Cukup jelas
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Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “pihak deng-

an siapa perbuatan itu dilakukan” 
dalam ketentuan ini, termasuk pihak 
untuk kepentingan siapa perjanjian 
tersebut diadakan.

Ayat (3)
	 Perbuatan yang wajib dilakukan 

karena Undang-Undang, misalnya, 
kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 42
Huruf a
	 Cukup jelas
Huruf b
	 Cukup jelas
Huruf c
	 Angka 1)

		 Yang dimaksud dengan “anak 
angkat” adalah anak yang di-
angkat berdasarkan penetapan 
pengadilan maupun anak angkat 
berdasarkan hukum adat Debitor 
Pailit.

		 Yang dimaksud dengan “keluar-
ganya” adalah hubungan yang 
timbul karena perkawinan atau 
keturunan baik secara horizontal 
maupun vertikal.

		 Angka 2)
		 Yang dimaksud dengan “anggota 

direksi” adalah anggota badan 
pengawas, atau orang yang ikut 
serta dalam kepemilikan, ter-
masuk setiap orang yang pernah 
menduduki posisi tersebut dalam 
jangka waktu kurang dari 1 (satu) 
tahun sebelum dilakukannya per-
buatan tersebut.

Huruf d
	 Yang dimaksud dengan “kepemili-

kan” adalah kepemilikan modal atau 
modal saham.

Huruf e
	 Pengendalian adalah kemampuan 

untuk menentukan, baik langsung 
maupun tidak langsung, dengancara 
apapun pengelolaan dan atau kebijak-

sanaan perusahaan. Pihak yang mem-
jliki saham yang besarnya 25% (dua 
puluh lima persen) atau lebih dari 
jumlah saham yang telah dikeluar-
kan dan mempunyai hak suara pada 
perseroan dianggap mengendalikan 
perseroan tersebut, kecuali yang ber-
sangkutan dapat membuktikan tidak 
melakukan pengendalian, sedangkan 
pihak yang memiliki saham kurang 
dari 25% (dua puluh lima persen) dari 
jumlah sahamyang telah dikeluarkan 
dan mempunyai hak suara pada 
perseroan dianggap tidak mengen-
dalikan perseroan tersebut, kecuali 
yang bersangkutan dapat dibuktikan 
melakukan pengendalian.

Huruf f
	 Dalam penerapan ketentuan ini, suatu 

badan hukum yang merupakan ang-
gota direksi yang berbentuk badan 
hukum diperlakukan sebagai direksi 
yang berbentuk badan hukum tersebut.

Huruf g
	 Cukup jelas

Pasal 43
	 Dengan ketentuan ini, Kurator tidak per-

lu membuktikan bahwa penerima hibah 
tersebut mengetahui atau patut men-
getahui bahwa tindakan tersebut akan 
mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 44
	 Cukup jelas.

Pasal 45
	 Cukup jelas.
Pasal 46
	 Cukup jelas.
Pasal 47
	 Cukup jelas.
Pasal 48
	 Cukup jelas.
Pasal 49
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (1)

		 Cukup jelas
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	 Ayat (3)
	 Yang dimaksud dengan “itikad baik 

dan tidak dengan cuma-cuma ter-
masuk juga pemegang hak agunan 
atas benda tersebut.

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 50
	 Cukup jelas
Pasal 51
	 Cukup jelas
Pasal 52
	 Ayat (1)

	 Yang dimaksud dengan “perjumpaan 
utang” adalah kompensasi.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

Pasal 53
	 Cukup jelas
Pasal 54
	 Cukup jelas
Pasal 55
	 Cukup jelas
Pasal 56
	 Ayat (1)

	 Penangguhan yang dimaksud keten-
tuan ini bertujuan, antara lain:
	-	 untuk memperbesar kemungkinan 

tercapainya perdamaian; atau
	-	 untuk memperbesar kemungkinan 

mengoptimalkan harta pailit; atau
	-	 untuk memungkinkan Kurator 

melaksanakan tugasnya secara 
optimal.

		 Selama berlangsungnya jangka waktu 
penangguhan, segala tuntutan hukum 
untuk memperoleh pelunasan atas 
suatu piutang tidak dapat diajukan 
dalam sidang badan peradilan, dan 
baik Kreditor maupun pihak ketiga 
dimaksud dilarang mengeksekusi 
atau memohonkan sita atas benda 
yang menjadi agunan.

	 Ayat (2)
	 Termasuk dalam pengecualian ter-

hadap penangguhan dalam hal ini 

adalah hak Kreditor yang timbul 
dari perjumpaan utang (set off) yang 
merupakan bagian atau akibat dari 
mekanisme transaksi yang terjadi di 
Bursa Efek dan Bursa Perdagangan 
Berjangka.

	 Ayat(3)
	 Harta pailit yang dapat dijual oleh 

Kurator terbatas pada barang per-
sediaan (inventory) dan atau benda 
bergerak (current assets), meskipun 
harta pailit tersebut dibebani dengan 
hak agunan atas kebendaan.

	 Yang dimaksud dengan “perlindung-
an yang wajar” adalah perlindungan 
yang perlu diberikan untuk melin-
dungi kepentingan Kreditor atau 
pihak ketiga yang haknya ditangguh-
kan. Dengan pengalihan harta yang 
bersangkutan, hak kebendaan tersebut 
dianggap berakhir demi hukum.

	 Perlindungan dimaksud, antara lain, 
dapat berupa:
	a.	 ganti rugi atas terjadinya penurun-

an nilai harta pailit;
	b.	 hasil penjualan bersih;
	c.	 hak kebendaan pengganti; atau
	d.	 imbalan yang wajar dan adil serta 

pembayaran tunai (utang yang 
dijamin) lainnya.

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 57
	 Ayat (1)

	 Yang dimaksud dengan “insolvensi” 
adalah keadaan tidak mampu mem-
bayar.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

	 Ayat(5)
	 Cukup jelas .

	 Ayat(6)
		 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan 
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oleh Hakim Pengawas sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan ini tidak 
menutup kemungkinan bagi Hakim 
Pengawas untuk mempertimbang-
kan hal-hal sepanjang memang perlu 
untuk mengamankan dan mengopti-
malkan nilai harta pailit.

Pasal 58
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Tentang perlindungan yang diberikan 
bagi kepentingan Kreditor atau pihak 
ketiga dimaksud, lihat penjelasan 
Pasal 56 ayat (3).

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 59
	 Ayat (1)

		 Yang dimaksud dengan “harus melak-
sanakan haknya” adalah bahwa 
Kreditor sudah mulai melaksanakan 
haknya.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

	 Ayat (3)
	 Yang dimaksud dengan “jumlah terkecil” 

adalah jumlah terkecil antara harga 
pasar benda agunan dibandingkan 
dengan besarnya jumlah utang yang 
dijamin dengan benda agunan.

Pasal 60
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Yang dimaksud dengan “Kreditor 
yang diistimewakan” adalah Kreditor 
pemegang hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata.

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

Pasal 61
	 Hak untuk menahan atas benda milik 

Debitor berlangsung sampai utangnya 
dilunasi.

Pasal 62
	 Cukup jelas
Pasal 63
	 Pasal ini merupakan pengecualian dari 

ketentuan Pasal 62 ayat (3).
Pasal 64
	 Cukup jelas
Pasal 65
	 Cukup jelas
Pasal 66
	 Cukup jelas
Pasal 67
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Cukup jelas
	 Ayat (3)

	 Cukup jelas
	 Ayat (4)

	 Cukup jelas
	 Ayat (5)

	 Yang dimaksud dengan “keluarga 
sedarah” termasuk anak angkat,

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Huruf a
		 Yang dimaksud dengan “keah-

lian khusus” adalah mereka yang 
mengikuti dan lulus pendidikan 
Kurator dan pengurus, Huruf b, 
Yang dimaksud dengan “terdaftar” 
adalah telah memenuhi syarat-
syarat pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan adalah 
anggota aktif organisasi profesi 
Kurator dan pengurus.
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Pasal 71
	 Cukup jelas
Pasal 72
	 Cukup jelas
Pasal 73
	 Cukup jelas
Pasal 74
	 Cukup jelas
Pasal 75
	 Cukup jelas
Pasal 76
	 Dalam menetapkan pedoman besarnya 

imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang hukum dan peraturan perundang-
undangan mempertimbangkan tingkat 
kemampuan atau keahlian Kurator dan 
tingkat kerumitan perkara.

Pasal 77
	 Cukup jelas
Pasal 78
	 Cukup jelas
Pasal 79
	 Ayat (1)

	 Yang dimaksud dengan “Kreditor 
yang dikenal” adalah Kreditor yang 
telah mendaftarkan diri untuk di-
verifikasi.

	 Ayat (2)
		 Cukup jelas

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

Pasal 80
	 Cukup jelas
Pasal 81
	 Cukup jelas
Pasal 82
	 Cukup jelas
Pasal 83
	 Cukup jelas
Pasal  84
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Cukup jelas

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

	 Ayat (4)
	 Jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut 

setelah tanggal panitia kreditor me-
minta penetapan Hakim Pengawas, 
kecuali Hakim Pengawas membenar-
kan Kurator sebelum lewatnya 3 (tiga) 
hari tersebut.

Pasal 85
	 Cukup jelas
Pasal 86
	 Cukup jelas
Pasal 87
	 Ayat (1)

	 Yang dimaksud dengan “kuasa” 
dalam ayat ini tidak harus advokat.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 88
	 Cukup jelas
Pasal 89
	 Cukup jelas
Pasal 90
	 Cukup jelas
Pasal 91
	 Yang dimaksud dengan “penetapan” 

adalah penetapan administratif, misalnya 
penetapan tentang honor Kurator, peng-
angkatan atau pemberhentian Kurator.

	 Yang dimaksud dengan “Pengadilan 
dalam tingkat terakhir” adalah bahwa ter-
hadap penetapan tersebut tidak terbuka 
upaya hukum.

Pasal 92
	 Cukup jelas
Pasal 93
	 Cukup jelas
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Pasal 94
	 Cukup jelas
Pasal 95
	 Cukup jelas
Pasal 96
	 Cukup jelas
Pasal 97
	 Cukup jelas
Pasal 98
	 Cukup jelas
Pasal 99
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Yang dimaksud dengan “wakil dari 
Pemerintah Daerah setempat”, adalah 
lurah atau kepala desa atau yang di-
sebut dengan nama lain.

Pasal 100
	 Cukup jelas
Pasal 101
	 Cukup jelas
Pasal 102
	 Cukup jelas
Pasal 103
	 Cukup jelas
Pasal 104
	 Ayat (1)

		 Lihat ketentuan Pasal 84
	 Ayat (2)

	 Cukup jelas
Pasal 105
	 Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak 

putusan pailit diucapkan semua we-
wenang Debitor untuk menguasai dan 
mengurus harta pailit termasuk mem-
peroleh keterangan mengenai pembuku-
an, catatan, rekening bank, dan simpanan 
Debitor dari bank yang bersangkutan 
beralih kepada Kurator.

Pasal 106
	 Cukup jelas
Pasal 107
	 Cukup jelas

Pasal 108
	 Yang dimaksud dengan “disimpan oleh 

Kurator sendiri” dalam pengertian tidak 
mengurangi kemungkinan efek atau surat 
berharga tersebut disimpan oleh kusto-
dian, tetapi tanggung jawab tetap atas 
nama Debitor Pailit. Misalnya, deposito 
atas nama Kurator, qq Debitor Pailit.

Pasal 110
	 Cukup jelas
Pasal 111
	 Yang dimaksud dengan “komisaris” ter-

masuk badan pengawas.
Pasal 112
	 Cukup jelas
Pasal 113
	 Cukup jelas
Pasal 114
	 Cukup jelas
Pasal 115
	 Cukup jelas
Pasal 116
	 Cukup jelas
Pasal 117
	 Cukup jelas
Pasal 118
	 Cukup jelas
Pasal 119
	 Cukup jelas
Pasal 120
	 Cukup jelas
Pasal 121
	 Cukup jelas
Pasal 122
	 Cukup jelas
Pasal 123
	 Kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bu-

kan kuasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa 
tersebut berlaku peraturan perundang-
undangan dari negara tempat dibuatnya 
surat kuasa tersebut.

Pasal 124
	 Cukup jelas



116 JURNAL HUKUM BISNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 125
	 Ayat (1)

	 Surat Kuasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ini dapatberupa akta 
otentik atau akta di bawah tangan.

	 Ayat (2)
		 Cukup jelas

		  Ayat (3)
		 Cukup jelas

Pasal 126
	 Cukup jelas
Pasal 127
 	 Ayat (1)

	 Yang dimaksud dengan “pengadilan” 
dalam ayat ini adalah pengadilan 
negeri, pengadilan tinggi, atau Mah-
kamah Agung.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

	 Ayat (5)
	 Cukup jelas

Pasal 128
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

		 Yang dimaksud dengan “advokat” 
dalam ayat ini adalah advokat se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

	 Ayat (3)
		 Cukup jelas

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

	 Ayat (5)
	 Cukup jelas

Pasal 129
	 Cukup jelas
Pasal 130
	 Kreditor yang bijak seharusnya mengecek 

sendiri kepada panitera dan Kurator ten-
tang pencocokan piutangnya.

Pasal 131
	 Cukup jelas
Pasal 132
	 Cukup jelas
Pasal 133
	 Cukup jelas
Pasal 134
	 Cukup jelas
Pasal 135
	 Cukup jelas
Pasal 136
	 Cukup jelas
Pasal 137
	 Cukup jelas
Pasal 138
	 Cukup jelas
Pasal 139
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Cukup jelas
	 Ayat (3)

	 Kurs Tengah Bank Indonesia di-
hitung dari Kurs Transaksi Bank 
Indonesia yang diumumkan secara 
harian, dengan perhitungan:

		 Kurs Jual Bank Indonesia + Kurs Beli 
Bank Indonesia

Pasal 140
	 Cukup jelas
Pasal 141
	 Cukup jelas
Pasal 142
	 Cukup jelas
Pasal 143
	 Cukup jelas
Pasal 144
	 Cukup jelas
Pasal 145
	 Cukup jelas
Pasal 146
	 Cukup jelas
Pasal 147
	 Cukup jelas
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Pasal 148
	 Cukup jelas
Pasal 149
	 Cukup jelas
Pssal 150
	 Cukup jelas
Pasal 151
	 Yang dimaksud dengan “disetujui” 

adalah persetujuan Kreditor yang hadir 
dan menyatakan secara tegas dalam rapat 
Kreditor yang bersangkutan.

	 Dalam hal Kreditor hadir dan tidak 
menggunakan hak suara, hak suaranya 
dihitung sebagai suara tidak setuju seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 
(2).

Pasal 152
	 Cukup jelas
Pasal 153
	 Cukup jelas
Pasal 154
	 Cukup jelas
Pasal 155
	 Cukup jelas
Pasal 156
	 Cukup jelas
Pasal 157
	 Cukup jelas
Pasal 158
	 Cukup jelas
Pasal 159
	 Cukup jelas
Pasal 160
	 Cukup jelas
Pasal 161
	 Cukup jelas
Pasal 162
	 Cukup jelas
Pasal 163
	 Cukup jelas
Pasal 164
	 Cukup jelas
Pasal 165
	 Cukup jelas

Pasal 166
	 Cukup jelas
Pasal 167
	 Cukup jelas
Pasal 168
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

		 Cukup jelas
	 Ayat (3)

		 Cukup jelas
	 Ayat (4)

		 Penetapan oleh Hakim Pengawas di-
perlukan apabila tidak ada kesepakat-
an untuk pembagian tersebut antara 
Debitor, Kurator, dan para Kreditor.

Pasal 169
	 Cukup jelas
Pasal 170
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

		 Kelonggaran hanya dapat diberikan  
1(satu) kali dalam seluruh proses.

Pasal 171
	 Cukup jelas
Pasal 172
	 Cukup jelas
Pasal 173
	 Cukup jelas
Pasal 174
	 Cukup jelas
Pasal 175
	 Cukup jelas
Pasal 176
	 Huruf a

	 Yang dimaksud dengan “pro rata”, 
adalah pembayaran menurut besar-
kecilnya piutang masing-masing.

	 Huruf b
	 Yang dimaksud dengan “sebagian” 

adalah bagian berapa pun.
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	 Huruf c
	 Cukup jelas

	 Huruf d
	 Cukup jelas

Pasal 177
	 Cukup jelas
Pasal 178
	 Lihat Penjelasan Pasal 57 ayat (1).
Pasal 179
	 Cukup jelas
Pasal 180
	 Cukup jelas
Pasal 181
	 Cukup jelas
Pasal 182
	 Cukup jelas
Pasal 183
	 Cukup jelas
Pasal 184
	 Cukup jelas
Pasal 185
	 Cukup jelas
Pasal 186
	 Cukup jelas
Pasal 187
	 Cukup jelas
Pasal 188
	 Cukup jelas
Pasal 189
	 Cukup jelas
Pasal 190
	 Cukup jelas
Pasal 191
	 Cukup jelas
Pasal 192
	 Cukup jelas
Pasal 193
	 Cukup jelas
Pasal 194
	 Cukup jelas
Pasal 195
	 Cukup jelas
Pasal 196
	 Cukup jelas

Pasal 197
	 Cukup jelas
Pasal 198
	 Cukup jelas
Pasal 199
	 Cukup jelas
Pasal 200
	 Cukup jelas
Pasal 201
	 Cukup jelas
Pasal 202
	 Cukup jelas
Pasal 203
	 Cukup jelas
Pasal 204
	 Cukup jelas
Pasal 205
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Yang dimaksud dengan “dibuat 
dalam bentuk putusan yang dapat 
dilaksanakan” adalah ikhtisar berita 
acara rapat yang mempunyai titel 
eksekutorial.

Pasal 206
	 Cukup jelas
Pasal 207
	 Cukup jelas
Pasal 208
	 Cukup jelas
Pasal 209
	 Cukup jelas
Pasal 210
	 Cukup jelas
Pasal 211
	 Cukup jelas
Pasal 212
	 Cukup jelas
Pasal 213
	 Ayat (1)

	 Kewajiban menganti kepada harta 
pailit adalah sebesar pelunasan yang 
diper oleh Kreditor penerima perali-
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han piutang atas harta Debitor Pailit 
di luar negeri.

	 Ayat (2)
		 Cukup jelas

Pasal 214
	 Ayat (1)

	 Kewajiban mengganti kepada harta 
pailit adalah sebesar hasil perjumpa-
an utang yang diperoleh penerima 
peralihan utang atau piutang di luar 
negeri.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

Pasal 215
	 Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” 

pemulihan nama baik Debitor yang 
semula dinyatakan pailit, melalui putusan 
Pengadilan yang berisi keterangan bahwa 
Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 216
	 Yang dimaksud dengan “pembayaran se-

cara memuaskan” adalah bahwa Kreditor 
yang diakui tidak akan mengajukan tagihan 
lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka 
mungkin tidak menerima pembayaran atas 
seluruh tagihannya.

Pasal 217
	 Cukup jelas
Pasal 218
	 Cukup jelas
Pasal 219
	 Cukup jelas
Pasal 220
	 Cukup jelas
Pasal 222
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Yang dimaksud dengan “Kreditor” 
adalah setiap Kreditor baik Kreditor 
konkuren maupun Kreditor yang di-
dahulukan.

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

Pasal 223
	 Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).

Pasal 224
	 Dalam hal Debitor adalah termohon pailit 

maka Debitor tersebut dapat mengaju-
kan penundaan kewajiban pembayaran 
utang.

	 Dalam hal Debitor adalah perseroan 
terbatas maka permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran utang atas pra-
karasanya sendiri hanya dapat diajukan 
setelah mendapat persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan 
kuorum kehadiran dan sahnya keputusan 
sama dengan yang diperlukan untuk 
mengajukan permohonan pailit.

Pasal 225
	 Cukup jelas
Pasal 226
	 Cukup jelas
Pasal 227
	 Cukup jelas
Pasal 228
	 Ayat (1)

	 Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam 
ayat ini bukanlah kuasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

	 Ayat (3)
		 Cukup jelas

	 Ayat (4)
		 Yang dimaksud dengan “Kreditor” 

adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor 
Separatis, maupun Kreditor lainnya yang 
didahulukan.

	 Ayat (5)
	 Cukup jelas

	 Ayat (6)
	 Yang berhak untuk menentukan apa-

kah kepada Debitor akan diberikan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utangtetap adalah Kreditor konkuren, 
sedangkan Pengadilan hanya berwenang 
menetapkannya berdasarkan persetujuan 
Kreditor konkuren.

Pasal 229
	 Cukup jelas
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Pasal 230
	 Ayat (1)

	 Persetujuan terhadap rencana per-
damaian harus dicapai paling lambat 
pada hari ke-270 (dua ratus tujuh 
puluh) sedangkan pengesahan per-
damaian dapat diberikan sesudahnya.

	 Ayat (2)
	 Bagi Debitor, hal ini merupakan 

konsekuensi dari ketentuan pasal ini 
yang menentukan bahwa dalam hal 
permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran utang tetap ditolak maka 
Pengadilan harus menyatakan Debitor 
Pailit.

		 Seimbang dengan hal tersebut maka 
apabila permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran utang tetap 
dikabulkan, Kreditor yang tidak 
menyetujuinya juga tidak lagi dapat 
mengajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 231
	 Cukup jelas
Pasal 232
	 Cukup jelas
Pasal 233
	 Ayat (1)

	 Yang dimaksud dengan “ahli” adalah 
orang yang mempunyai keahlian 
dalam bidang yang akan diperiksa.

	 Ayat (2)
	 Cukup jelas

	 Ayat (3)
		 Cukup jelas

Pasal 234
	 Cukup jelas
Pasal 235
	 Cukup jelas
Pasal 236
	 Cukup jelas
Pasal 237
	 Cukup jelas
Pasal 238
	 Cukup jelas
Pasal 239
	 Cukup jelas

Pasal 240
	 Cukup jelas
Pasal 241
	 Yang dimaksudd engan “aktiva” adalah 

seluruh kekayaan Debitor, sedangkan 
“pasiva” adalah seluruh utang Debitor.

Pasal 242
	 Cukup jelas
Pasal 243
	 Cukup jelas
Pasal 244
	 Cukup jelas
Pasal 245
	 Cukup jelas
Pasal 246
	 Cukup jelas
Pasal 247
	 Cukup jelas
Pasal 248
	 Cukup jelas
Pasal 249
	 Cukup jelas
Pasal 250
	 Cukup jelas
Pasal 251
	 Cukup jelas
Pasal 252
	 Cukup jelas
Pasal 253
	 Cukup jelas
Pasal 254
	 Cukup jelas
Pasal 255
	 Cukup jelas
Pasal 256
	 Cukup jelas
Pasal 257
	 Cukup jelas
Pasal 258
	 Cukup jelas
Pasal 259
	 Cukup jelas
Pasal 260
	 Yang dimaksud dengan “penundaan ke-
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wajiban pembayaran utang berlangsung” 
adalah bahwa penundaan kewajiban 
pembayaran utang belum berakhir.

Pasal 261
	 Cukup jelas
Pasal 262
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Jangka waktu sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a dihitung 
sejak putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara yang 
pertama diucapkan.

Pasal 263
	 Cukup jelas
Pasal 264
	 Cukup jelas
Pasal 265
	 Cukup jelas
Pasal 266
	 Cukup jelas
Pasal 267
	 Cukup jelas
Pasal 268
	 Cukup jelas
Pasal 269
	 Ayat(1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Cukup jelas
	 Ayat (3)

	 Yang dimaksud dengan “kuasa” 
bukanlah kuasa sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 7.

	 Ayat (4)
	 Cukup jelas

Pasal 270
	 Cukup jelas
Pasal 271
	 Cukup jelas
Pasal 272
	 Cukup jelas
Pasal 273
	 Cukup jelas

Pasal 274
	 Cukup jelas
Pasal 275
	 Cukup jelas
Pasal 276
	 Cukup jelas
Pasal 277
	 Cukup jelas
Pasal 278
	 Cukup jelas
Pasal 279
	 Cukup jelas
Pasal 280
	 Cukup jelas
Pasal 281
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

		 Yang dimaksud dengan “nilai 
jaminan”adalah nilai jaminan yang 
dapat dipilih di antara nilai jaminan 
yang telah ditentukan dalam dokumen 
jaminan atau nilai objek jaminan yang 
ditentukan oleh penilai yang ditunjuk 
oleh Hakim Pengawas.

	 Ayat (3)
	 Cukup jelas

Pasal 282
	 Cukup jelas
Pasal 283
	 Cukup jelas
Pasal 284
	 Cukup jelas
Pasal 285
	 Ayat (1)

	 Cukup jelas
	 Ayat (2)

	 Huruf a
		 Yang dimaksud dengan “hak 

untuk menahan benda” dalam 
ketentuan ini adalah hak retensi.

		 Huruf b
		 Cukup jelas

	 Huruf c
		 Cukup jelas
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	 Huruf d
	Cukup jelas

	 Ayat (3)
	Cukup jelas

	 Ayat (4)
	Cukup jelas

Pasal 286
	 Cukup jelas
Pasal 287
	 Cukup jelas
Pasal 288
	 Cukup jelas
Pasal 289
	 Cukup jelas
Pasal 290
	 Cukup jelas
Pasal 291
	 Cukup jelas
Pasal 292
	 Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa 

putusan pernyataan pailit mengakibat-
kan harta pailit Debitor langsung berada 
dalam keadaan insolvensi.

Pasal 293
	 Cukup jelas
Pasal 294
	 Cukup jelas
Pasal 295
	 Cukup jelas
Pasal 296
	 Cukup jelas
Pasal 297
	 Cukup jelas
Pasal 298
	 Cukup jelas
Pasal 299
	 Cukup jelas
Pasal 300
	 Cukup jelas
Pasal 301
	 Cukup jelas
Pasal 302
	 Cukup jelas

Pasal 303
	 Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan 

untuk memberi penegasan bahwa Peng-
adilan tetap berwenang memeriksa dan 
menyelesaikan permohonan pernyataan 
pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian 
utang piutang yang mereka buat memuat 
klausula arbitrase.

Pasal 304
	 Huruf a

		 Cukup jelas
	 Huruf b

		 Yang dimaksud dengan “belum di-
periksa” adalah belum disidangkan.

Pasal 305
	 Cukup jelas
Pasal 306
	 Cukup jelas
Pasal 307
	 Cukup jelas
Pasal 308
	 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

4443
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	 NOMOR 106/PMK.06/2013
	 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

	 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 
a. 	bahwa dalam rangka meningkatkan pelayan-

an lelang, untuk mewujudkan pelaksanaan 
lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, 
akuntabel, adil, dan menjamin kepastian 
hukum, dan mengikuti perkembangan ke-
butuhan masyarakat, dipandang perlu untuk 
melakukan perubahan ketentuan mengenai 
lelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan se-
bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Mengingat: 
	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/

PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 
	 PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-
ATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN LELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diubah 
sebagai berikut:
1. Di antara angka 25 dan angka 26 Pasal 1 di-

sisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 25a, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
	 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 

dengan: 
1. 	 Lelang adalah penjualan barang 

yang terbuka untuk umum dengan 
penawaran harga secara tertulis dan/
atau lisan yang semakin meningkat 
atau menurun untuk mencapai harga 
tertinggi, yang didahului dengan Peng-
umuman Lelang.

2. 	 Barang adalah tiap benda atau hak yang 
dapat dijual secara lelang.

3.	 Pengumuman Lelang adalah pemberi-
tahuan kepada masyarakat tentang akan 
adanya Lelang dengan maksud untuk 
menghimpun peminat lelang dan pem-
beritahuan kepada pihak yang berkepen-
tingan.

4. 	 Lelang Eksekusi adalah lelang untuk 
melaksanakan putusan/penetapan peng-
adilan, dokumendokumen lain yang 
dipersamakan dengan itu, dan/atau 
melaksanakan ketentuan dalam peraturan 
perundangundangan.

5.	 Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang 
untuk melaksanakan penjualan barang 
yang oleh peraturan perundang-undangan 
diharuskan dijual secara lelang.

6.	 Lelang Noneksekusi Sukarela adalah 
lelang atas barang milik swasta, orang 
atau badan hukum/badan usaha yang 
dilelang secara sukarela.

7. 	 Menteri adalah Menteri Keuangan 
Republik Indonesia.

8. 	 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 
yang selanjutnya DJKN, adalah unit Eselon 
I dilingkungan Kementerian Keuangan 
yang mempunyai tugas merumuskan 



124 JURNAL HUKUM BISNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

serta melaksanakan kebijakan dan stan-
dardisasi teknis di bidang kekayaan 
negara, piutang negara dan lelang sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dan berdasarkan 
peraturan perundangundangan yang 
berlaku.

9. 	 Direktur Jenderal adalah Direktur Jen-
deral Kekayaan Negara.

10.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, yang selanjutnya 
disebut Kantor Wilayah, adalah instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara yang berada di bawah dan ber-
tanggungjawab langsung kepada Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara.

11.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, 
adalah instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Kantor Wilayah.

12.	Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah 
kantor swasta tempat kedudukan Pejabat 
Lelang Kelas II.

13.	Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 
khusus didirikan untuk melakukan ke-
giatan usaha di bidang lelang.

14.	Pejabat Lelang adalah orang yang ber-
dasarkan peraturan perundangundangan 
diberi wewenang khusus untuk melak-
sanakan penjualan barang secara lelang.

15.	Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat 
Lelang pegawai Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara yang berwenang 
melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang 
Noneksekusi Wajib, dan Lelang Non-
eksekusi Sukarela.

16.	Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat 
Lelang swasta yang berwenang melak-
sanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

17. Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang 
yang membantu Pejabat Lelang untuk 
menawarkan dan menjelaskan barang 
dalam suatu pelaksanaan lelang.

18. Pengawas Lelang (Superintenden) adalah 
pejabat yang diberi kewenangan untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan 
kepada Pejabat Lelang.

19.	Penjual adalah orang, badan hukum/
usaha atau instansi yang berdasarkan 
peraturan perundangundangan atau per-
janjian berwenang untuk menjual barang 
secara lelang.

20.	Pemilik Barang adalah orang atau 
badan hukum/usaha yang memiliki 
hak kepemilikan atas suatu barang yang 
dilelang.

21.	Peserta Lelang adalah orang atau 
badan hukum/badan usaha yang telah 
memenuhi syarat untuk mengikuti 
lelang.

22.	Pembeli adalah orang atau badan hukum/
badan usaha yang mengajukan penawaran 
tertinggi dan disahkan sebagai pemenang 
lelang oleh Pejabat Lelang.

23. Legalitas formal subjek dan objek lelang 
adalah suatu kondisi dimana dokumen 
persyaratan lelang telah dipenuhi oleh 
pemohon lelang/Penjual sesuai jenis 
lelangnya dan tidak ada perbedaan data, 
menunjukkan hubungan hukum antara 
pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) 
dengan barang yang akan dilelang (objek 
lelang), sehingga meyakinkan Pejabat 
Lelang bahwa subjek lelang berhak mele-
lang objek lelang, dan objek lelang dapat 
dilelang.

24. Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang 
yang dilakukan untuk mengulang lelang 
yang tidak ada peminat, lelang yang 
ditahan atau lelang yang Pembelinya 
wanprestasi.

25. Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah 
uang yang disetor kepada Kantor Lelang/
Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh 
calon Peserta Lelang sebelum pelak-
sanaan lelang sebagai syarat menjadi 
Peserta Lelang.

25a.	Garansi Bank Jaminan Penawaran 
Lelang adalah jaminan pembayaran yang 
diberikan bank kepada KPKNL/Balai 
Lelang/Pejabat Lelang Kelas II selaku 
pihak penerima jaminan, apabila Peserta 
Lelang selaku pihak yang dijamin tidak 
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memenuhi kewajibannya membayar 
Harga Lelang dan Bea Lelang.

26. Nilai Limit adalah harga minimal barang 
yang  akan dilelang dan ditetapkan oleh 
Penjual/Pemilik Barang.

27. Harga Lelang adalah harga penawaran 
tertinggi yang diajukan oleh peserta 
lelang yang telah disahkan sebagai 
pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

28. Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang 
belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam 
lelang yang diselenggarakan dengan 
penawaran harga secara eksklusif atau 
Harga Lelang dikurangi Bea Lelang Pem-
beli dalam lelang yang diselenggarakan 
dengan penawaran harga secara inklusif.

29. Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang 
dikurangi Bea Lelang Penjual dan/atau 
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bang-
unan (PPh Final) dalam lelang dengan 
penawaran harga lelang eksklusif, dalam 
lelang dengan penawaran harga inklusif 
dikurangi Bea Lelang Pembeli.

30. Kewajiban Pembayaran Lelang adalah 
harga yang harus dibayar oleh Pembeli 
dalam pelaksanaan lelang yang meliputi 
Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli.

31. Bea Lelang adalah bea yang berdasar-
kan peraturan perundangundangan, 
dikenakan kepada Penjual dan/atau 
Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, 
yang merupakan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak.

32. Risalah Lelang adalah berita acara pelak-
sanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat 
Lelang yang merupakan akta otentik 
dan mempunyai kekuatan pembuktian 
sempurna. 

33.	Minuta Risalah Lelang adalah Asli 
Risalah Lelang berikut lampirannya, yang 
merupakan dokumen/arsip Negara.

34.	Salinan Risalah Lelang adalah salinan 
kata demi kata dari seluruh Risalah 
Lelang.

35. Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan 
kata demi kata dari satu atau beberapa 
bagian Risalah Lelang.

36. Grosse Risalah Lelang adalah Salinan 

asli dari Risalah Lelang yang berkepala 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketu-
hanan Yang Maha Esa”. 

2. 	Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga ber-
bunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1)	Dalam hal terdapat gugatan terhadap 

objek lelang hak tanggungan dari pihak 
lain selain debitor/tereksekusi, suami 
atau istri debitor/tereksekusi yang ter-
kait kepemilikan, pelaksanaan lelang 
dilakukan berdasarkan titel eksekutorial 
dari Sertifikat Hak Tanggungan yang 
memerlukan fiat eksekusi.

(2)	Permohonan atas pelaksanaan lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pengadilan.

3. 	 Pasal 20 dihapus.
4. 	 Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga ber-

bunyi sebagai berikut:
Pasal 24

	 Lelang yang akan dilaksanakan hanya 
dapat dibatalkan dengan permintaan 
Penjual atau penetapan provisional atau 
putusan dari lembaga peradilan.

5. 	 Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 
diubah, ayat (4) dihapus, serta ditambah-
kan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat 
(6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 26
(1)	Pembatalan lelang atas permintaan 

Penjual dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Penjual.

(2) Pembatalan lelang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), disampaikan 
secara tertulis dengan disertai alasan, 
dan harus sudah diterima oleh Pejabat 
Lelang paling lama sebelum lelang 
dimulai.

(3) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum 
lelang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Penjual dan Pejabat Lelang 
harus mengumumkan kepada Peserta 
Lelang pada saat pelaksanaan lelang.

(4) Dihapus.
(5) Termasuk dalam pembatalan lelang 
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atas permintaan Penjual, apabila Pen-
jual tidak hadir dalam pelaksanaan 
lelang yang menyebabkan lelang 
menjadi batal dilaksanakan.

(6)	Pembatalan lelang atas permintaan 
Penjual sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (5), dikenakan Bea 
Lelang Batal sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah tentang Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian 
Keuangan.

6.	 Ketentuan huruf c Pasal 27 diubah dan 
huruf g dihapus, sehingga Pasal 27 ber-
bunyi sebagai berikut:

Pasal 27
	 Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan 

lelang di luar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh 
Pejabat Lelang dalam hal:
a.	 SKT untuk pelaksanaan lelang tanah 

atau tanah dan bangunan belum ada;
b. 	barang yang akan dilelang dalam 

status sita pidana, khusus Lelang 
Eksekusi;

c. 	 terdapat gugatan atas rencana pelak-
sanaan Lelang Eksekusi berdasarkan 
Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain 
debitor/tereksekusi, suami atau istri 
debitor/tereksekusi yang terkait ke-
pemilikan objek lelang;

d. 	barang yang akan dilelang dalam 
status sita jaminan/sita eksekusi/sita 
pidana, khusus Lelang Noneksekusi;

e. 	 tidak memenuhi legalitas formal sub-
jek dan objek lelang karena terdapat 
perbedaan data pada dokumen per-
syaratan lelang;

f. 	 Penjual tidak dapat memperlihatkan 
atau menyerahkan asli dokumen 
kepemilikan kepada Pejabat Lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

g. 	Dihapus.
h. Pengumuman Lelang yang dilak-

sanakan Penjual tidak dilaksanakan 
sesuai peraturan perundangundangan;

i. 	 keadaan memaksa (force majeur)/
kahar;

j. 	 Nilai Limit yang dicantumkan dalam 

Pengumuman Lelang tidak sesuai 
dengan surat penetapan Nilai Limit 
yang dibuat oleh Penjual/Pemilik 
Barang; atau

k. 	Penjual tidak menguasai secara fisik 
barang bergerak yang dilelang.

7. 	 Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga ber-
bunyi sebagai berikut:

Pasal 28
	 Dalam hal terjadi pembatalan lelang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
dan Pasal 27, Peserta Lelang yang telah 
menyetorkan Uang Jaminan Penawaran 
Lelang atau menyerahkan Garansi Bank 
Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak 
menuntut ganti rugi.

8. 	 Judul Bagian Ketujuh Bab III diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Jaminan Penawaran Lelang

9. 	 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 
diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) 
Pasal 29 disisipkan tiga ayat yakni ayat 
(1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga 
Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29
(1) 	Setiap lelang disyaratkan adanya 

jaminan penawaran lelang.
(1a)Dalam hal objek lelang berupa tanah 

dan/atau bangunan, Peserta Lelang 
wajib memenuhi ketentuan ayat (1) 
dan menunjukkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak.

(1b)Bentuk Jaminan Penawaran Lelang 
ditentukan oleh Penjual berupa:
a.	 Uang Jaminan Penawaran Lelang; 

atau
b.	 Garansi Bank Jaminan Penawaran 

Lelang.
(1c)Jaminan Penawaran Lelang berupa 

Garansi Bank sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1b) huruf b, dapat digunak-
an untuk lelang dengan nilai jaminan 
paling sedikit Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah).

(2)	Persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan 
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pada:
a. 	 Lelang Kayu dan Hasil Hutan 

Lainnya dari tangan pertama; dan
b. 	Lelang Noneksekusi Sukarela atas 

barang bergerak selain kendaraan 
bermotor.

10. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisip-
kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A yang 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A
(1) Jaminan Penawaran Lelang berupa 

Garansi Bank diserahkan paling lam-
bat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 
pelaksanaan lelang kepada KPKNL/
Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Garansi Bank dapat diterima dalam 
hal memenuhi:
a.	 diterbitkan oleh Bank BUMN;
b.	 batasan waktu klaim Garansi Bank 

masih berlaku sampai dengan 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
pelaksanaan lelang; dan

c.	 memuat ketentuan antara lain:
1. 	 bahwa Bank Penerbit melepaskan 

hak istimewanya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH 
Perdata dan memilih menerap-
kan Pasal 1832 KUH Perdata;

2. 	 bahwa Bank Penerbit akan 
membayar kepada penerima 
Garansi Bank sebesar jumlah 
yang dipersyaratkan dalam 
pengumuman lelang, dalam hal 
pembeli wanprestasi; dan

3. 	 bahwa Bank Penerbit akan 
membayar kepada penerima 
Garansi Bank sebesar jumlah 
yang dipersyaratkan dalam 
pengumuman lelang paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak 
klaim diterima.

(3) Kepala KPKNL/Balai Lelang/Pejabat 
Lelang Kelas II meminta konfirmasi 
secara tertulis kepada Bank Penerbit 
mengenai keaslian dan keabsahan 
Garansi Bank, disertai fotokopi Garansi 
Bank sejak Garansi Bank diterima.

(4) Garansi Bank dinyatakan sah sebagai 
Jaminan Penawaran Lelang apabila 

dinyatakan asli dan sah secara tertulis 
oleh Bank Penerbit.

(5)	Jaminan Penawaran Lelang berupa 
Garansi Bank hanya dapat digunakan 
sebagai jaminan penawaran untuk 1 
(satu) kali lelang.

11.	Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisip-
kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A
(1)	Jaminan Penawaran Lelang berupa 

Garansi Bank dikembalikan kepada 
peserta lelang yang tidak disahkan 
sebagai Pembeli paling lambat 1 (satu) 
hari kerja sejak permintaan pengem-
balian diterima oleh KPKNL/Balai 
Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Jaminan Penawaran Lelang berupa 
Garansi Bank dikembalikan kepada 
Pembeli setelah yang bersangkutan 
melunasi kewajiban pembayaran 
lelang, paling lambat 1 (satu) hari 
kerja sejak permintaan pengembalian 
diterima oleh KPKNL/Balai Lelang/
Pejabat Lelang Kelas II.

(3) Permintaan pengembalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disertai penyerahan fotokopi identitas 
dengan menunjukkan aslinya serta 
bukti tanda terima penyerahan Garansi 
Bank.

12.	Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisip-
kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A
(1) Dalam hal Pembeli dengan Jaminan 

Penawaran Lelang berupa Garansi Bank 
tidak melunasi Kewajiban Pembayaran 
Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), 
Kepala KPKNL/Pemimpin Balai Lelang/
Pejabat Lelang Kelas II mengajukan klaim 
kepada Bank Penerbit Garansi Bank dengan 
melampirkan surat yang menyatakan 
Pembeli Lelang telah wanprestasi.

(2) Hasil klaim Jaminan Penawaran Lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetorkan ke Kas Negara/Pemilik 
Barang/Balai Lelang/Pejabat Lelang 
Kelas II sesuai ketentuan dalam Pasal 34.
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13. Ketentuan ayat (4) Pasal 36 diubah, dan 
di antara ayat (4) dan ayat (5) disisip-
kan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), serta 
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 
(6), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 36
(1)	Penjual/Pemilik Barang dalam me-

netapkan Nilai Limit, berdasarkan:
a.	 penilaian oleh penilai; atau
b.	 penaksiran oleh penaksir/tim 

penaksir.
(2)	Penilai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan pihak 
yang melakukan penilaian secara 
independen berdasarkan kompetensi 
yang dimilikinya.

(3)	Penaksir/tim penaksir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b me-
rupakan pihak yang berasal dari instansi 
atau perusahaan Penjual, yang melaku-
kan penaksiran berdasarkan metode 
yang dapat dipertanggungjawabkan, 
termasuk kurator untuk benda seni dan 
benda antik/kuno.

(4) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi 
Sukarela atas barang bergerak yang 
menggunakan Nilai Limit ditetapkan 
oleh Pemilik Barang.

(4a) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi 
Sukarela atas barang tetap berupa 
tanah dan/atau bangunan ditetapkan 
oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil 
penilaian dari penilai.

(5) Dalam hal bank kreditor akan ikut 
menjadi peserta pada Lelang Eksekusi 
berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai 
Limit harus ditetapkan oleh Penjual 
berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

(6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasar-
kan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit 
paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah), Nilai Limit harus 
ditetapkan oleh Penjual berdasarkan 
hasil penilaian dari penilai.

14.	Pasal 38 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:

Pasal 38
	 Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, 

Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual 
dengan ketentuan:
a. 	 menunjukkan hasil penilaian yang 

masih berlaku, dalam hal Nilai Limit 
pada lelang sebelumnya didasarkan 
pada penilaian oleh penilai; atau

b. 	menunjukkan hasil penaksiran yang 
masih berlaku, dalam hal Nilai Limit 
pada lelang sebelumnya didasarkan 
pada penaksiran oleh penaksir/tim 
penaksir.

15.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
(1) Pengumuman Lelang paling sedikit 

memuat:
a.	 identitas Penjual;
b. 	hari, tanggal, waktu dan tempat 

pelaksanaan lelang dilaksanakan;
c. 	 jenis dan jumlah barang;
d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas 

tanah, dan ada/tidak adanya ban-
gunan, khusus untuk barang tidak 
bergerak berupa tanah dan/atau 
bangunan;

e. 	 spesifikasi barang, khusus untuk 
barang bergerak;

f. 	 waktu dan tempat melihat barang 
yang akan dilelang;

g. 	 Jaminan Penawaran Lelang meli-
puti besaran, jangka waktu, cara 
dan tempat penyetoran, dalam hal 
dipersyaratkan adanya Jaminan 
Penawaran Lelang;

h.	 Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu 
dan Hasil Hutan Lainnya dari 
tangan pertama dan Lelang Non-
eksekusi Sukarela untuk barang 
bergerak;

i. 	 cara penawaran lelang;
j. 	 jangka waktu Kewajiban Pem-

bayaran Lelang oleh Pembeli; dan
k. 	alamat domain KPKNL/Pejabat 

Lelang Kelas II yang melaksanakan 
lelang khusus untuk penawaran 
lelang melalui email.

(2) Pengumuman Lelang diatur sedemiki-
an rupa sehingga terbit pada hari 
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kerja KPKNL dan tidak menyulitkan 
peminat lelang melakukan penyetoran 
Uang Jaminan Penawaran Lelang atau 
penyerahan Garansi Bank Jaminan 
Penawaran Lelang.

16.	Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43
(1)	Pengumuman Lelang dilaksanakan 

melalui surat kabar harian yang terbit 
dan/atau beredar di kota/kabupaten 
tempat barang berada.

(2)	Dalam hal tidak ada surat kabar har-
ian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pengumuman Lelang diumumkan 
dalam surat kabar harian yang terbit 
di kota/kabupaten terdekat atau di 
ibukota propinsi atau ibu kota negara 
dan beredar di wilayah kerja KPKNL 
atau wilayah jabatan Pejabat Lelang 
Kelas II tempat barang akan dilelang.

(3)	Pengumuman Lelang melalui surat 
kabar harian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) harus mem-
punyai tiras/oplah:
a.	 paling rendah 5.000 (lima ribu) 

eksemplar, jika dilakukan dengan 
surat kabar harian yang terbit di 
kota/kabupaten; atau

b.	 paling rendah 15.000 (lima belas 
ribu) eksemplar, jika dilakukan 
dengan surat kabar harian yang 
terbit di ibukota propinsi; atau

c. 	 paling rendah 20.000 (dua puluh 
ribu) eksemplar, jika dilakukan 
dengan surat kabar harian yang 
terbit di ibukota negara.

(4)	Dalam hal di suatu daerah tidak 
terdapat surat kabar harian yang 
memenuhi kriteria sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), Pengumuman 
Lelang dilakukan pada surat kabar 
harian yang diperkirakan mempunyai 
tiras/oplah paling tinggi.

(5) Pengumuman Lelang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
harus dicantumkan dalam halaman 
utama/reguler dan tidak dapat di-
cantumkan pada halaman suplemen/

tambahan/khusus.
(6) Penjual dapat menambah Pengu-

muman Lelang pada media lainnya 
guna mendapatkan peminat lelang 
seluasluasnya.

17.	Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga ber-
bunyi sebagai berikut:

Pasal 54
(1) Penawaran Lelang dilakukan dengan 

cara:
a.	 lisan, semakin meningkat atau 

semakin menurun;
b.	 tertulis; atau
c. 	 tertulis dilanjutkan dengan lisan, 

dalam hal penawaran tertinggi 
belum mencapai Nilai Limit.

(2)	Penawaran lelang secara tertulis dilaku-
kan:
a. dengan kehadiran Peserta Lelang; 

atau
b. tanpa kehadiran Peserta Lelang.

(3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa 
kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
a. melalui surat elektronik (email);
b. melalui surat tromol pos; atau
c. melalui internet.

(4)	Penawaran lelang sebagaimana diatur 
dalam ayat (1) dapat dilaksanakan 
secara bersamaan dalam 1 (satu) pelak-
sanaan lelang.

18.	Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisip-
kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A yang 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A
(1)	Penawaran lelang melalui surat elek-

tronik (email) atau surat tromol pos 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 
ayat (3) huruf a hanya dapat diajukan 
1 (satu) kali untuk setiap objek lelang.

(2)	Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang 
mengajukan penawaran melalui surat 
elektronik (email) atau surat tromol 
pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap 
objek lelang dengan nilai penawaran 
yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 
penawaran sebelumnya, maka nilai 
penawaran yang lebih tinggi dianggap 
sah dan mengikat.
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(3) Penawaran Lelang melalui surat elek-
tronik (email) atau surat tromol pos 
dibuka pada saat pelaksanaan lelang, 
oleh Pejabat Lelang bersama dengan 
Penjual dan 2 (dua) orang saksi, 
masingmasing 1 (satu) orang dari 
KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas 
II dan 1 (satu) orang dari Penjual.

19.	Pasal 55 dihapus.
20.	Pasal 56 dihapus.
21.	Pasal 57 dihapus.
22.	Pasal 58 dihapus.
23.	Ketentuan ayat (3) Pasal 60 diubah, se-

hingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60

(1) 	Setiap Peserta Lelang wajib melaku-
kan penawaran dan penawaran ter-
sebut paling sedikit sama dengan Nilai 
Limit dalam hal lelang dengan Nilai 
Limit diumumkan.

(2)	Penawaran yang telah disampaikan 
oleh Peserta Lelang kepada Pejabat 
Lelang tidak dapat diubah atau di-
batalkan oleh Peserta Lelang.

(3)	Dalam penawaran lelang yang di-
lakukan dengan kehadiran Peserta 
Lelang, jika Peserta Lelang tidak hadir 
atau hadir namun tidak melakukan 
penawaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikenakan sanksi tidak 
diperbolehkan mengikuti lelang se-
lama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja 
Kanwil yang membawahi KPKNL 
yang melaksanakan lelang.

24.	Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisip-
kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A yang 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A
	 Penjualan objek lelang yang terdiri dari 

beberapa bidang tanah dan/atau bang-
unan hanya dapat ditawarkan dalam 1 
(satu) paket jika terletak dalam 1 (satu) 
hamparan atau bersisian.

25.	Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), 
serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66
(1) Pejabat Lelang mengesahkan penawar 

tertinggi yang telah mencapai atau 
melampaui Nilai Limit sebagai Pem-
beli, dalam pelaksanaan lelang yang 
menggunakan Nilai Limit.

(2) Pejabat Lelang mengesahkan penawar 
tertinggi sebagai Pembeli dalam pelak-
sanaan Lelang Noneksekusi Sukarela 
yang tidak menggunakan Nilai Limit.

(2a)Dalam hal terdapat Peserta Lelang 
yang mengajukan penawaran terting-
gi yang sama melalui surat elektronik 
(email), Pejabat Lelang mengesahkan 
Peserta Lelang yang penawarannya 
diterima lebih dulu sebagai Pembeli.

(3)Dikecualikan dari ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam pelaksanaan Lelang Non-
eksekusi Sukarela berupa barang 
bergerak, Pejabat Lelang dapat menge-
sahkan penawar tertinggi yang tidak 
mencapai Nilai Limit sebagai Pembeli, 
setelah mendapat persetujuan tertulis 
dari Pemilik Barang.

26.	Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, serta 
ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga 
Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71
(1)	Pembayaran Harga Lelang dan Bea 

Lelang harus dilakukan secara tunai/
cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) 
hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 74 
diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat 
(2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 
(1a), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 74
(1)	Hasil Bersih Lelang atas lelang 

Barang Milik Negara/Daerah, dan 
barangbarang yang sesuai peraturan 
perundangundangan, harus disetor 
keKas Negara/Daerah, dilakukan 
paling lama 1 (satu) hari kerja setelah 
pembayaran diterima oleh Bendahara 
Penerimaan KPKNL.

(1a)Hasil Bersih Lelang atas lelang 
Barang Temuan, Barang Rampasan 
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dan Barang yang Menjadi Milik Negara 
BeaCukai, harus disetor ke Penjual, 
dilakukan paling lama 1 (satu) hari 
kerja setelah pembayaran diterima 
oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, 
untuk selanjutnya wajib disetor lang-
sung secepatnya ke Kas Negara oleh 
Penjual.

(2)	Penyetoran Bea Lelang dan Pajak 
Penghasilan (PPh) ke Kas Negara 
paling lama 1 (satu) hari kerja setelah 
pembayaran diterima oleh Bendahara 
Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/
Pejabat Lelang Kelas II.

(3)	Hasil Bersih Lelang selain lelang se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1a), 
harus disetor ke Penjual/Pemilik Barang, 
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 
pembayaran diterima oleh Bendahara 
Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pe-
jabat Lelang Kelas II.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 
2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal di-
undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2013

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD  CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
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jawab apabila ada tuntutan terhadap karya penulis.

2.	 Artikel terdiri atas dua jenis, yaitu:
a.	 Artikel utama, yaitu pembahasan sesuai tema yang ditentukan redaksi. Penulis adalah pakar 

atau praktisi atas permintaan oleh redaksi. 
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c.	 Instansi tempat kerja penulis; 
d.	Alamat email penulis; 
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dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, apabila artikel ditulis dalam bahasa Inggris abstrak ditulis 
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f.	 Kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang menggambarkan konsep yang yang 
dikandung artikel.

g.	Uraian (ada pengantar, pembahasan, dan penutup); 
h.	Daftar Pustaka menggunakan format MLA. 

5.	 Kutipan dalam uraian: penulis yang diacu ditulis dalam kalimat atau pada akhir kalimat atau 
akhir paragraf dengan urutan kurung buka nama belakang koma tahun titik dua halaman yang 
dikutip kurung tutup titik.

6.	 Kutipan pustaka dalam bentuk catatan kaki ditulis dengan urutan: nama tanpa gelar (tidak 
dibalik) koma judul artikel atau buku (dicetak miring) koma tempat penerbit titik dua nama 
penerbit koma tahun koma halaman yang diacu titik. 
Contoh: 	 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumnya, Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2011: 234.

7.	 Instrumen pendukung seperti tabel, ilustrasi, atau gambar dapat disertakan untuk mendukung 
pemaparan. Judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul foto atau gambar diletakkan 
di bawah.

8.	 Penulis menyertakan biodata lengkap. Artikel dan biodata dikirimkan via email jhb@bit.net.id
9.	 Hak penulis:

a.	 Penulis artikel utama dan pendamping akan memperoleh:
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